KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-11/BC/2019
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR

Menimbang

Mengingat

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

:bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43

-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau -
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor, perlu menetapkan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara
Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri

Kecil dan Menengah;

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016

tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak

. Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil
dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas



Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016
tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil
dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS KEMUDAHAN
IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat
1IKM adalah badan usaha yang memenuhi kriteria industri
kecil atau industri menengah dan telah ditetapkan sebagai
penerima fasilitas KITE IKM.

2. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan
Menengah yang selanjutnya disebut KITE IKM adalah
kemudahan berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak
dipungut atas impor dan/atau pémasukan Barang
dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang
pada | barang lain dengan tujuan ekspor dan/atau
Penyerahan Produksi IKM. ‘

3. Barang dan/atau Bahan adalah barang dan/atau bahan

. baku, termasuk bahan penolong dan bahan pengemas,
yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas KITE
IKEM untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang
lain untuk menjadi Hasil Produksi yang mempunyai nilai
tambah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hasil Produksi adalah hasil pengolahan, perakitan, atau
pemasangan Barang dan/atau Bahan pada barang lain.
Barang dan/atau Bahan Rusak adalah Barang dan/atau
Bahan yang mengalami kerusakan dan/atau penurunan
standar mutu dan tidak dapat diproses atau apabila
diproses akan menghasilkan Hasil Produksi yang tidak
memenuhi kualitas/standar mutu.

Hasil Produksi Rusak adalah Hasil Produksi yang
mengalami kerusakan dan/atau penurunan kualitas/
standar mutu.

Penyerahan Produksi IKM adalah kegiatan menyerahkan
Hasil Produksi IKM.

Mesin adalah setiap mesin, permesinan, termasuk
peralatan, atau perkakas, yang digunakan untuk proses
produksi.

Barang Contoh adalah barang contoh untuk menunjang
kegiatan proses produksi yang Hasil Produksinya untuk
tujuan ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

Bea Masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-
Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang
yang diimpor.

Bea Masuk Tambahan adalah tambahan atas Bea Masuk
seperti Bea Masuk Antidumping, Bea Masuk Imbalan, Bea
Masuk Tindakan Pengamanan, dan Bea Masuk Pembalasan.
Diolah adalah kegiatan pengolahan Barang dan/atau
Bahan yang bertujuan untuk menghasilkan Hasil
Produksi yang mempunyal nilai tambah.

Dirakit adalah kegiatan berupa merangkai dan/atau
menyatukan beberapa Barang dan/atau Bahan sehingga
menghasilkan Hasil Produksi yang mempunyai nilai tambah.
Dipasang adalah kegiatan untuk memasang dan/atau
melekatkan komponen Barang dan/atau Bahan pada
bagian utama barang lain sehingga menghasilkan Hasil
Produksi yang mempunyali nilai tambah.

Sentra industri kecil dan/atau menengah yang
selanjutnya disebut Sentra adalah sekelompok industri
kecil dan/ atau menengah dalam wilayah yang sama,
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terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang
menghasilkan produk sejenis, menggunakan Barang
dan/atan Bahan sejenis, dan/atau melakukan proses
produksi yang sama.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat,
atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang
digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan
tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu)
atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan
kembali, penyortiran, penggabungan (kitting),
pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang
tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan
kembali.

Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah
atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk
dipakai.

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat
Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor
dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang
dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.

Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal
daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan
Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka
waktu tertentu untuk dijual secara lelang.

Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang asal luar daerah pabean
dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam
daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan
sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk
dikeluarkan kembali.
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(1)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang
selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah

-pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak

Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
dan Cukai.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban
pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan
Undang-Undang Cukai.

Sistemn Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP
adalah sistemn komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean
dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
Modul KITE IKM adalah sistem aplikasi kepabeanan untuk
pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM serta

fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada:
a. badan usaha berskala industri kecil atau industri
menengah;
b. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam
1 (satu) Sentra; atau

d. koperasi,

setelah ditetapkan sebagai IKM atau Konsorsium KITE.



(2)

(3)

(4)

(5)

IKM atau Konsorsium KITE yang diberikan fasilitas KITE
IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan
fasilitas pembebasan Mesin dan/atau Barang Contoh.
Fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor
dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk
Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan
tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.
Fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak
dipungut atas impor dan/atau pemasukan Mesin dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Mesin digunakan dengan tujuan untuk pengembangan
industri yang meliputi penambahan, modernisasi,
rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi alat-alat
produksi untuk meningkatkan jumlah, jenis, dan/atau
kualitas hasil produksi; dan

b. Mesin wajib digunakan untuk proses produksi dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor dan/atau
pemasukan Mesin.

Fasilitas pembebasan Barang Contoh sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berupa pembebasan Bea Masuk

serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang

tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang

Contoh dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Barang Contoh digunakan dengan tujuan untuk
menunjang kegiatan proses produksi yang hasil
produksinya untuk tujuan ekspor;

b. kriteria dan ketentuan lain terkait fasilitas pembebasan
Barang Contoh sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pembebasan bea

masuk untuk impor Barang Contoh; dan



¢. ketentuan jumiah Barang Contoh yang diberikan
fasilitas pembebasan dapat ditentukan lain oleh
Kepala Kantor Pabean berdasarkan pertimbangan
manajemen risiko dan memperhatikan tingkat
kewajaran.
(6) Bea Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),
dan ayat (5), termasuk Bea Masuk Tambahan.

BAB III
KRITERIA DAN PEMBERIAN FASILITAS
KITE IKM TERHADAP IKM DAN KONSORSIUM KITE

Bagian Pertama
Kriteria Industri Kecil dan Industri Menengah

Pasal 3
(1) Kriteria industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) sebagal berikut:

a. merupakan usaha ekonomi produktif atau memiliki
kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau
pemasangan; dan |

b. memiliki nilai investasi, kekayaan bersih, atau hasil
penjualan per tahun dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. nilai investasi paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha apabila menjadi satu
dengan lokast tempat tinggal pemilik;

2. kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah}; atau

3. hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua
miliar lima ratus juta rupiah).



(2)

(3)
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(5)

(6)

Kriteria industri menengah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

a. merupakan usaha ekonomi produktif yang memiliki
kegiatan pengolahan, perakitan dan/atau
pemasangan; dan

b. memiliki nilai investasi, kekayaan bersih, atau hasil
penjualan per tahun dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

2. kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau

3. hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan  paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angka 2 dan ayat (2) huruf b angka 2 merupakan

hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset)
dengan total nilai kewajiban.

Nilai kekayaan usaha (aset) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha.

Nilai investasi merupakan nilai tanah, bangunan, mesin

peralatan, sarana, dan prasarana, kecuali modal kerja.

Dalam hal salah satu kriteria skala industri yang dimiliki

oleh badan usaha menunjukkan skala industri yang lebih

besar, badan usaha dikategorikan ke dalam skala industri
yang lebih besar.



(1)

Bagian Kedua
Pemberian Fasilitas KITE IKM

Pasal 4

Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus

memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

a.

berskala industri kecil atau industri menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau
ayat (2);
melakukan kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau
pemasangan bahan baku untuk tujuan ekspor;
dalam hal seluruh atau sebagian bahan baku
sebagaimana dimaksud pada huruf b berasal dari luar
daerah pabean:
1. telah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada huruf b paling singkat 2 {dua) tahun; atau
2. telah memiliki kontrak penjualan ekspor dalam hal
badan usaha melakukan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf b kurang dari 2 (dua) tahun;
dalam hal seluruh bahan baku sebagaimana dimaksud
pada huruf b berasal dari tempat lain dalam daerah
pabean, badan usaha telah memenuhi realisasi ekspor
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari hasil
penjualan tahunan selama jangka waktu 2 (dua) tahun
terakhir;
merupakan badan usaha yang berdiri sendiri, bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik secara langsung maupun tidak langsung
dari usaha kecil lain, usaha menengah lain, atau
usaha besar;
memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi
yang berlaku untuk waktu paling singkat selama 2
(dua) tahun untuk tempat melakukan kegiatan
produksi dan tempat penyimpanan Barang dan/atau
Bahan, Mesin, serta Hasil Produksi;



(2)
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bersedia dan mampu mendayagunakan Modul KITE
IKM; dan

bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi
penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan.

Untuk mendapatkan fasilitas KITE IKM, badan usaha

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan

permohonan kepada Kepala Kantor Pabean yang

mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan usaha

dengan mengisi daftar isian berupa:

a.
b.

Nomor Induk Berusaha;

jenis, nomor, dan tanggal izin usaha beserta
perubahannya, sesuai dengan peraturan perundarig—
undangan;

jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau
penguasaan lokasi;

nomor dan tanggal kontrak penjualan ekspor, dalam
hal badan usaha melakukan kegiatan pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangann kurang dari 2 (dua)
tahun;

daftar rencana Barang dan/atau Bahan;

daftar rencana Hasil Produksi;

daftar rencana hasil produksi tujuan ekspor yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean;

daftar badan usaha penerima subkontrak, dalam hal
terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan:
data jumlah investasi, tenaga kerja, aset, utang, dan
permodalan;

data indikator kinerja utama (key performance
indicator) yang ditargetkan oleh badan usaha untuk
mengukur manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari
pemanfaatan fasilitas KITE IKM, seperti peningkatan
pajak penghasilan badan, peningkatan investasi, dan
peningkatan tenaga kerja; dan

tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi
serta pemaparan oleh pimpinan badan usaha

mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria.
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(1)
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Permohonan dan daftar isian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf A dan
lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem
Indonesia National Single Window dalam kerangka Online
Single Submission. '
Sistem komputer melakukan validasi terhadap isian data
permohonan yang disampaikan secara elektonik oleh
badan usaha.
Dalam hal data tidak valid, sistem komputer memberikan
respon penolakan disertai dengan alasan penolakan.
Dalam hal data valid, sistem komputer memberikan
respon kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi pabrik atau
lokasi kegiatan usaha badan usaha.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik,
permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi
kegiatan usaha badan usaha.
Terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5}, Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk menerima
permohonan dan daftar isian serta memberikan tanda

terima.

Pasal 6
Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal
kesiapan badan usaha untuk dilakukan pemeriksaan

Iokasi serta pemaparan oleh pimpinan badan usaha
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mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria, Kepala

Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukal yang ditunjuk:

a. melakukan pemeriksaan dokumen;

b. melakukan pemeriksaan lokasi; dan

c. menerbitkan berita acara pemeriksaan.

Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb

meliputi:

a. pemeriksaan Nomor Induk Berusaha pada Online
Single  Submission, dalam hal permochonan
disampaikan secara tertulis;

b. pemeriksaan izin usaha dan perubahannya;
pemeriksaan terhadap data isian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan dokumen
yang menjadi dasar pengisian;

d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan
persyaratan sebagai berikut:

1. kriteria industri kecil atau industri menengah:
a) berdasarkan skala industri yang tercantum
dalam izin usaha; atau
b) dalam hal izin usaha tidak dapat menunjukkan
informasi mengenai skala industri, skala
industri dapat dibuktikan dengan dokumen
yang dapat menunjukkan informasi mengenai
kekayaan bersih, nilai investasi, atau hasil
penjualan tahunan berupa:
1) SPT PPh tahun pajak terakhir;
2) laporan keuangan tahun terakhir; atan
3) pembukuan atau pencatatan keuangan
lainnya;
2. jenis usaha (nature of business) meliputi:
a) kegiatan proses produksi berupa pengolahan,
perakitan, dan/atau pemasangan;
b) jenis barang dan bahan serta hasil produksi;
c) keterkaitan jenis barang dan bahan dengan
hasil produksi yang akan diekspor; dan

d) masa produksi;
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3. bukti pemenuhan realisasi ekspor paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan
tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir dalam hal
seluruh bahan baku berasal dari tempat lain dalam
daerah pabean, berdasarkan:

a) pembukuan atau pencatatan keuangan
perusahaan; dan
b) daftar dokumen pemberitahuan pabean ekspor;

4. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi kegiatan
usaha:

a) tempat kegiatan produksi dan tempat
penimbunan Barang dan/atau Bahan serta
Hasil Produksi paling singkat 2 (dua) tahun
sejak permohonan fasilitas KITE IKM; dan

b) untuk tempat penimbunan yang terpisah dari
lokasi kegiatan produksi, tempat penimbunan
Barang dan/atau Bahan dan tempat penimbunan
Hasil Produksi paling singkat 6 (enam) bulan sejak
permohonan fasilitas KITE IKM;

5. lokasi kegiatan usaha, tempat penimbunan, dan
pembongkaran;

6. penerima subkontrak berdasarkan manajemen
risiko; dan

7. dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat
meminta dokumen asli pembuktian kriteria dan
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Badan usaha yang mengajukan permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus melakukan
pemaparan mengenai proses bisnis dan gambaran umum
badan usaha, yang diwakili oleh pimpinan badan usaha
pada saat pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama
Menteri menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM dan menyerahkan Modul KITE IKM.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat
penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5} diberikan
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan. |

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM tidak dapat

diberikan kepada:

a. badan usaha yang pernah melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai;

b. badan wusaba yang pimpinan, anggota direksi,
dan/atau komisarisnya permah melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau
cukai; dan/atau

¢. badan usaha yang telah dinyatakan pailit oleh
pengadilan,

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai

menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum

dalam lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sebagaimana

dimaksud pada ayat {4} sesuai contoh format sebagaimana

tercantum dalamn lampiran I huruf D yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Bagian Ketiga
Kewajiban IKM

Pasal 7

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai IKM harus:

a. memasang papan nama yang paling kurang
mencantumkan nama IKM dan nomor keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada setiap lokasi
kegiatan usaha dan lokasi penyimpanan, yang dapat
terlihat dari jalan umum,

b. menyampaikan laporan mengenai dampak ekoﬁomi
pemberian fasilitas KITE IKM, capaian indikator
kinerja utama (key performance indicator) yang telah
ditargetkan, serta target indikator kinerja utama {key
performance indicator) periode berikutnya;

c. melakukan penatausahaan barang yang berasal dari
fasilitas KITE IKM sehingga dalam pencatatan
dan/atau pembukuan dapat dibedakan dengan barang
yang bukan berasal dari fasilitas KITE IKM dengan
menggunakan Modul KITE IKM; dan

d. penatausahaan sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan terhadap:

1) impor Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau
Barang Contoh; dan

2) pemakaian Barang dan/atau Bahan.

(2} Atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud

(3)

pada ayat (1) huruf b, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk:
a. melakukan pendataan atas penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
b. melakukan pencatatan dan pengelolaan data keuangan,
data mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas KITE
IKM, dan data capaian indikator kinerja utama (key
~ performance indicator) IKM.
Laporan mengenai dampak ekonomi pemberian fasilitas
KITE IKM, capaian indikator kinerja utama (key
performance indicator) yang telah ditargetkan, serta target
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indikator kinerja utama (key performance indicator) periode
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pencatatan data mengenai dampak ekonomi pemberian
fasilitas KITE IKM, dan laporan capaian indikator kinerja
utama (key performance indicator) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Keempat

Perubahan Data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 8
Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM, IKM yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM untuk diterbitkan perubahan atas keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen
pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik,

- permohonan disampaikan secara tertulis.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk melakukan:

a. penelitian administratif; dan

b. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan.

Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
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hal terdapat dokumen dalam bentuk salinan digital (soft

copy) yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan

lebih lanjut.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dalam waktu paling lambat:

a. b (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, jika permohonan disampaikan secara
elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan;
atau '

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, jika:

1. permohonan disampaikan secara elekironik dan
dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
2. permohonan disampaikan secara tertulis.

Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor

Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan

mengenai perubahan atas keputusan pemberian fasilitas

KITE IKM, dan melakukan pemutakhiran data.

Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (D) dinyatakan tidak sesuai, Kepala

Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan

penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai

sebagaimana dimaksud pada ayat (9), IKM dapat

mengajukan permohgonan pemrosesan kembali perubahan
data keputusan pemberian fasilitas IKM dengan
melampirkan bukti pendukung baru.

Dalam hal terdapat perubahan data keputusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data

perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan
elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, IKM menyampaikan

pemberitahuan perubahan data dimaksud kepada Kepala

Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian

fasilitas KITE IKM.



(12)

(13)

(1)

(2)

-18-

Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai
perubahan atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
berdasarkan pemberitahuan perubahan data
sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

Keputusan tentang perubahan atas keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan
ayat (12) sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I huruf H yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dasi Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Kriteria dan Penetapan Konsorsium KITE

Pasal 9
Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) merupakan:
a. badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
b. IKM yang ditunjuk oleh beberapa JKM dalam
1 (satu) Sentra; atau
¢. koperasi,
yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan
Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contch
milik IKM anggota Konsorsium KITE, ekspor, dan/atau
Penyerahan Produksi IKM, serta memenuhi kriteria dan
persyaratan tertentu.
Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsorsium KITE,
badan usaha harus memenuhi kriteria dan syarat sebagai
berikut:
a. memiliki kontrak kerjasama Konsorsium KITE yang
memuat informasi paling sedikit meliputi:
1. jenis kegiatan usaha bersama;
2. hak dan kewajiban Konsorsium KITE dan masing-
masing anggota Konsorsium KITE atas usaha bersama;
3. pernyataan tanggung jawab dari Konsorsium KITE
dan masing-masing anggota Konsorsium KITE atas
usaha bersama; dan

4. lokasi kegiatan Konsorsium KITE.
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b. memiliki atau menguasai lokasi tempat wusaha
dan/atau tempat penyimpanan barang yang
mendapatkan fasilitas KITE IKM paling singkat 2 (dua)
tahun, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan
atau penguasaan lokasi dan disertai dengan peta dan
denah lokasi;

c. memiliki:

1. akta pendirian badan wusaha dan perubahan
terakhir dalam hal terdapat perubahan atas akta
pendirian badan usaha, serta surat keputusan
pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan
dari pejabat yang berwenang, bagi:

a) badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
dan

b) IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1
(satu) Sentra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b;

2. akta pendirian koperasi dan perubahan terakhir
dalam hal terdapat perubahan atas akta pendirian
koperasi, bagi koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c;

3. izin usaha;

4. daftar IKM anggota Konsorsium KITE; dan

5. daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil
Produksi masing-masing IKM anggota Konsorsium
KITE.

d. mampu melakukan kegiatan impor dan ekspor dan
mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin,
dan/atau Barang Contoh kepada IKM;

e. bersedia dan mampu mendayagunakan Modul KITE
IKM; dan

f. bersedia bertanggungjawab dalam hal terjadi
penyalahgunaan fasilitas yang diberikan.
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Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsorsium KITE,

badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mengajukan permochonan kepada Kepala

Kantor Pabean yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi

kegiatan usaha dengan mengisi daftar isian berupa:

a. Nomor Induk Berusaha;

b. nomor dan tanggal kontrak kerjasama Konsorsium
KITE;

c. jenis, nomor, dan tanggal bukti kepemilikan atau
penguasaan lokasi usaha;

d. nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta
pendirian badan wusaha atau koperasi beserta
perubahan terakhir;

e. jenis, nomor, dan tanggal izin usaha;
daftar IKM anggota Konsorsium KITE;

g. daftar Barang dan/atau Bahan serta Hasil Produksi
masing-masing IKM anggota Konsorsium KITE; dan

h. tanggal kesiapan untuk dilakukan pemeriksaan lokasi
serta pemaparan mengenai gambaran umum kerja
sama badan usaha atau koperasi dengan anggota
Konsorsium KITE dan pemenuhan kriteria oleh
pimpinan badan usaha atau koperasi.

Permohonan dan daftar isian permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan contoh format

sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf I dan
lampiran I huruf J yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3} disampaikan secara elektronik melalui Sistem
Indonesia National Single Window dalam kerangka Online
Single Submission.

Sistem komputer melakukan validasi terhadap isian data
permohonan yang disampaikan secara elektronik.

Dalam hal data tidak valid, sistem komputer memberikan

respon penolakan disertai dengan alasan penolakan.
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Dalam hal data valid, sistem komputer memberikan
respon kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk yang mengawasi lokasi kegiatan
usaha badan usaha atau koperasi.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dapat disampaikan secara elektronik,
permohonan disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Kantor Pabean yang mengawasi lokasi kegiatan usaha
badan usaha atau koperasi.

Terhadap permohonan yang disampaikan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang ditunjuk menerima
permohonan dan daftar isian serta memberikan tanda

terima.

Pasal 11

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak tanggal kesiapan badan usaha atau koperasi untuk
dilakukan pemeriksaan lokasi serta pemaparan mengenai
proses bisnis dan pemenuhan kriteria, Kepala Kantor

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

ai. melakukan pemeriksaan dokumen;

b. melakukan pemeriksaan lokasi; dan

c. menerbitkan berita acara pemeriksaan.

Pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb

meliputi:

a. pemeriksaan Nomor Induk Berusaha pada Online
Single  Submission, dalam hal permohonan
disampaikan secara tertulis;

b. pemeriksaan izin usaha dan perubahannya;
pemeriksaan terhadap data isian sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dengan dokumen

yang menjadi dasar pengisian;
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d. pemeriksaan terhadap pemenuhan kriteria dan
persyaratan sebagai berikut:

1. kesesuaian IKM anggota Konsorsium KITE pada
daftar isian permohonan dengan kontrak
kerjasama Konsorsium KITE;

2. kesesuaian tempat usaha dan/atau tempat
penyimpanan barang yang mendapatkan fasilitas
KITE IKM dengan bukti kepemilikan atau
penguasaan lokasi;

e. pemeriksaan bukti kepemilikan atau penguasaan
lokasi kegiatan usaha paling sedikit terhadap obyek
sebagai berikut:

1. lokasi tempat usaha dan tempat penyimpanan
barang yang mendapatkan fasilitas KITE 1KM;

2. lokasi Sentra, dalam hal Konsorsium KITE berupa
IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1
(satu) Sentra;

f. dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean dapat
meminta dockumen asli pembuktian kriteria dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Badan usaha atau koperasi yang mengajukan

permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3),

harus melakukan pemaparan mengenai gambaran umum

kerja sama badan usaha atau koperasi dengan anggota

Konsorsium KITE, yang diwakili oleh pimpinan badan

usaha atau koperasi pada saat pemeriksaan lokasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri

menerbitkan keputusan penetapan sebagai Konsorsium

KITE dan menyerahkan Modul KITE IKM.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan

surat penolakan dengan menyebutkan alasan

penolakan.
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Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) atau

penoclakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan

paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berita acara
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
diterbitkan. |

Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE tidak

dapat diberikan terhadap:

a. badan usaha atau koperasi yang pernah melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan,
dan/atau cukai;

b. badan usaha atau koperasi yang anggota direksi,
komisaris, dan/atau pengurusnya pernah melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan,
dan/atau cukai; dan/atau .

¢. badan usaha atau koperasi yang telah dinyatakan
pailit oleh pengadilan,

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak

selesai menjalani hukuman pidana dan/atau
penetapan pailit.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana tercantum

dalam lampiran | huruf K yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai contoh format

sebagaimana tercantum dalam lampiran I huruf L yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

lampiran I huruf M yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 12

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai Konsorsium KITE

harus:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

melakukan penatausahaan barang yang berasal dari
fasilitas KITE IKM sehingga dalam pencatatan dan/atau
pembukuan dapat dibedakan dengan barang yang bukan
berasal dari fasilitas KITE IKM dengan menggunakan Modul
KITE IKM; dan

memasang papan nama yang paling sedikit mencantumkan
nama Konsorsium KITE dan status sebagai Konsorsium
KITE pada setiap lokasi kegiatan usaha dan lokasi

penyimpanan.

Pasal 13
Dalam hal terdapat perubahan data dalam keputusan
penetapan sebagai Konsorstum KITE, Konsorsium KITE
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan
penetapan sebagai Konsorsium KITE untuk diterbitkan
perubahan atas keputusan penetapan sebagai Konsorsium
KITE.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan alasan perubahan dan melampirkan dokumen
pendukung dalam bentuk salinan digital (soft copy).
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara elektronik.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik,
permohonan disarnpaikan secara tertulis.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk melakukan:
a. penelitian administratif; dan
b. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan

pemeriksaan lapangan.
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Kepala Kantor Pabean dapat meminta asli dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, dalam
hal terdapat dokumen dalam bentuk salinan digital (soft
copy) yang kurang jelas dan/atau memerlukan penjelasan
lebih lanjut.
Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dalam waktu paling lambat:
a. 5 (lima) jam kerja setelah perrnohonan diterima secara
" lengkap, jika permohonan disampaikan secara
elektronik dan tidak dilakukan pemeriksaan lapangan;
atau
b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, jika:
1. permohonan disampaikan secara elektronik dan
dilakukan pemeriksaan lapangan; atau
2. permohonan disampaikan secara tertulis.
Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sesuai, Kepala Kantor
Pabean menerbitkan keputusan mengenai perubahan atas
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE, dan
melakukan pemutakhiran data.
Dalam hal hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dinyatakan tidak sesuai, Kepala
Kantor Pabean menyampaikan surat pemberitahuan
dengan menyebutkan alasan penolakan.
Dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak sesuai
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Konsorsium KITE
dapat mengajukan permohonan pemrosesan kembali
perubahan data Konsorsium KITE dengan melampirkan
bukti pendukung baru. -
Dalam hal terdapat perubahan data keputusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang elemen data
perubahannya telah disetujui oleh instansi terkait, dan
elemen data tersebut tersedia dalam sistem informasi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Konsorsium KITE
menyampaikan pemberitahuan perubahan data dimaksud
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kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.

Kepala Kantor Pabean menerbitkan keputusan mengenai
perubahan  atas keputusan penetapan sebagai
Konsorsium KITE berdasarkan pemberitahuan perubahan
data sebagaimana dimaksud pada ayat (11).

Keputusan tentang perubahan atas keputusan penetapan
sebagai Konsorsium KITE sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf N yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

. BABIV
IMPOR DAN/ATAU PEMASUKAN

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan

Pasal 14
Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh
untuk IKM dapat diimpor dan/atau dimasukkan dari:
luar daerah pabean;
Pusat Logistik Berikat;
Gudang Berikat;
Kawasan Berikat;
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
Kawasan Bebas;

kawasan ekonomi khusus; dan/atau

P® &S00 oo

kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor
dan/atau dimasukkan langsung oleh IKM atau diimpor
dan/atau dimasukkan oleh Konsorsium KITE untuk
didistribusikan kepada IKM.
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Atas impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), IKM menggunakan dokumen pemberitahuan
pabean impor sesuai dengan asal Barang dan/atau
Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh.

Jenis Barang dan/atau Bahan yang diimpor atau

dimasukkan harus sesuai dengan jenis Barang dan/atau

Bahan yang tercantum dalam lampiran keputusan

pemberian fasilitas KITE IKM.

Impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berupa Mesin, dan/atau Barang Contoh harus

dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean
yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE

IKM.

Untuk mendapatkan persétujuan impor dan/atau

pemasukan Mesin berikutnya, IKM yang telah melakukan

impor dan/atau pemasukan Mesin harus melampirkan
realisasi ekspor terakhir sejak impor Mesin sebelumnya.

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh

yang diimpor dan/atau dimasukkan melalui Konsorsium

KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

didistribusikan kepada IKM anggota Konsorsium KITE.

Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

bukan merupakan transaksi jual beli.

Atas pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin,

dan/atau Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada

IKM anggota Konsorsium KITE, berlaku ketentuan sebagai

berikut:

a. dilakukan dengan menggunakan dokumen serah
terima Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau
Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada IKM
anggota Konsorsium KITE;

b. diberikan pembebasan Bea Masuk;
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dalam rangka impor; dan
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d. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas penyerahan dalam negeri.

Ketentuan mengenai pembatasan impor belum

diberlakukan atas:

a. impor dan/atau pemasukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); dan

b. distribusi Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau
Barang Contoh oleh Konsorsium KITE untuk IKM
anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud
pada ayat (7),

kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh

yang dimasukkan dari tempat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f{,

huruf g, dan huruf h, merupakan pemasukan dalam

rangka impor untuk dipakai.

Impor dan/atau pemasukan oleh IKM atau Konsorsium

KITE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai,

Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, kawasan

ekonomi khusus, atau kawasan ekonomi lainnya yang

ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua

Impor dari Luar Daerah Pabean

Pasal 15
Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh
yvang diimpor dari luar daerah pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a:
a. diberikan pembebasan Bea Masuk; dan
b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dalam rangka impor.
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(2) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan oleh IKM, berlaku ketentuan:

a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean
impor;

b. dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, IKM:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
dan

2. mengisi pilihan “KITE IKM” serta mencantumkan
nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan
Persyaratan;

c. dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh, IKM:
1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan

pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;

2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor
Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas; dan

3. mengisi pililhan “KITE [IKM Mesin" dan
mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan
impor Mesin atau mengjsi pilihan “KITE IKM
Barang Contoh” dan mencantumkan nomor dan
tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada
kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

d. mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan
serta nilai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut pada
kolom  yang ditentukan dalam dokumen
pemberitahuan pabean impor sesual peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberitahuan pabean impor; dan

e. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap
dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.
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(3) Atas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan oleh Konsorsium KITE, berlaku ketentuan:

a.

b.

menggunakan dokumen pemberitahuan pabean

impor;

mengisi kolom “Pemilik Barang” dengan identitas IKM:

dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, Konsorsium

KITE:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Konsorsium KITE dan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas; dan

2. mengisi pilihan “KITE IKM" serta mencantumkan
nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM pada kolom 33 Keterangan Fasilitas dan
Persyaratan;

dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh,

Konsorsium KITE:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Konsorsium KITE dan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas;

2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor
Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas; dan

3. mengisi pillhan “KITE IKM Mesin® dan
mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan
impor Mesin atau mengisi pililhan “KITE IKM
Barang Contoh”™ dan mencantumkan nomor dan
tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada
kolom 33 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan

serta nilai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut pada

kolom  yang ditentukan dalam dokumen
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pemberitahuan pabean impor sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
pemberitahuan pabean impor; dan

f. menyampaikan PIB yang telah diisi dengan lengkap
dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.

Tata cara penyampaian pemberitahuan pabean impor

mengikuti  peraturan  perundang-undangan  yang

mengatur mengenai impor barang untuk dipakai.

Bagian Ketiga
Pemasukan dari Pusat Logistik Berikat

Pasal 16

Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin

yang dimasukkan dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang berasal
dari luar daerah pabean:

a. diberikan pembebasan Bea Masuk;

b. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dalam rangka impor; dan

c. tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas penyerahan dalam negeri.

Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dilakukan oleh IKM, berlaku ketentuan:

a. menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang
dari Pusat Logistik Berikat;

b. dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, IKM:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;
dan

2. mengisi pilihan “KITE IKM” serta mencantumkan
nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan
Persyaratan;
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dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh, IKM:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas;

2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor
Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas; dan

3. mengisi pilihan “KITE IKM Mesin” dan
mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan
impor Mesin atau mengisi pilihan “KITE IKM
Barang Contoh” dan mencantumkan nomor dan
tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada
kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan

serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah tidak dipungut pada kolom yang
ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean
impor sesuai peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang

Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk

Dipakai; dan

menyampaikan dokumen pemberitahuan impor barang

dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi dengan

lengkap dan benar kepada Kantor Pabean bongkar.

(3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dilakukan cleh Konsorsium KITE, berlaku ketentuan:

a.

b.

menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang

dari Pusat Logistik Berikat;

mengisi kolom “Pemilik Barang” dengan identitas IKM;

dalam hal impor Barang dan/atau Bahan, Konsorsium

KITE:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Konsorsium KITE dan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan

persyaratan/fasilitas; dan
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2. mengisi pilihan “KITE 1IKM” serta mencantumkan
nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas
KITE 1IKM pada kolom 37 Keterangan Fasilitas dan
Persyaratan,;

d. dalam hal impor Mesin dan/atau Barang Contoh,
Konsorsium KITE:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
penetapan sebagai Konsorsium KITE dan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas;

2. mengisi. nomor dan tanggal persetujuan impor
Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan /fasilitas; dan

3. mengisi pillhan “KITE 1KM Mesin” dan
mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan
impor Mesin atau mengisi pilihan “KITE KM
Barang Contoh” dan mencantumkan nomor dan
tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada
kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

e. mencantumkan nilai bea masuk yang dibebaskan serta
PPN dan PPnBM tidak dipungut pada kolom yang
ditentukan dalam dokumen pemberitahuan pabean
impor sesuai peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang
Impor Dari Pusat Logistik Berikat Untuk Diimpor
Untuk Dipakai; dan

f. menyampaikan dokumen pemberitaltluan impor
barang dari Pusat Logistik Berikat yang telah diisi
dengan lengkap dan benar kepada Kantor Pabean
bongkar.

Tata cara penyampaian dokumen pemberitahuan impor

barang dari Pusat Logistik Berikat mengikuti peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata

Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik

Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai.
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Bagian Keempat
Pemasukan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, dan

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat

Pasal 17

(1) Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh
yang dimasukkan dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat,
dan Tempat Penyelenggaraah Pameran  Berikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c,
huruf d, dan huruf e, yang berasal dari luar daerah
pabean, diberikan pembebasan Bea Masuk.

(2) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) |
pengusaha yang menyerahkan barang wajib memungut
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

- dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan wajib
membuat faktur i)ajak sesuai dengan peratui'an
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat: |
a. menggunakan dokumen pemberitahiuan impor barang
 dan Tempa;c Penimbunan Berikat untuk diimpor untuk

dipakai;

b. dalam hal pemasukan Barang dan/atau Bahan:

1. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pémberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumeh pelengkap pabean; dan

2. mengisi p111han “KITE IKM” serta mencantumkan
nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM pada kolom 17 Fasilitas Impor;

c. dalam hal pemasukan Mesin dan/atau Barang

Contoh: '

1. mencéntumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar
lanjutan dokumen pelengkap pabean; ‘ '

2. mengisi nomor dan tanggal persetujuan impor
Mesin dan/atau persetujuan Barang Contoh pada

lembar lanjutan dokumen pelengkap pabean; dan



(4)

- 35 -

3. mengisi pillhan “KITE IKM Mesin® dan
mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan
impor Mesin atau mengisi pilihan “KITE IKM
Barang Contoh” dan mencantumkan nomor dan
tanggal persetujuan impor Barang Contoh, pada
kolom 17 Fasilitas Impor;

d. mencantumkan nilai bea masuk pada kolom
“Dibebaskan” dan pajak dalam rangka impor pada
kolom “Dibayar”;

e. melakukan pelunasan atas tagihan pajak dalam
i'angka impor;

f. menyerahkan dokumen pemberitahuan impor
barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk
diimpor untuk dipakai kepada IKM untuk
penghitungan kuota jaminan dan/atau penyerahan
jaminan;

g. menyampaikan dokumen pémberitahuan impor
barang dari Tempat Penimbunan Berikat untuk
diimpor untuk dipakai kepada Kantor Pabean yang
mengawasi Tempat Penimbunan Berikat jika:

1. telah dilunasi tagihan pajak dalam rangka impor;
dan -

2. telah dihitung kuota jaminan dan/atau telah
diterbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ);
dan

h. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat
persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean
yang mengawasi Tempat Penimbunan Berikat.

Tata calra penyampaian dokumen pemberitahuan impor
barang dari Tempat Penimbunan Berikat dan pengeluaran
barang mengikuti peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang
Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor
untuk Dipakai.
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Bagian Kelima

Pemasukan dari Kawasan Bebas

Pasal 18

Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh

yang dimasukkan dari Kawasan Bebas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, yang berasal

dari luar daerah pabean:

a.
b.

diberikan pembebasan Bea Masuk; dan

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dalam rangka impor.

Atas pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. mengisi dokumen Pemberitahuan Pabean untuk

pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat
lain dalam Daerah Pabean;

. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan

pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom “Dokumen
Pelengkap Pabean” pada baris “Lainnya”;

dalam hal pemasukan Mesin atau Barang Contoh,
mencantumkan nomor dan tanggal persetujuan impor
Mesin atau Barang Contoh pada kolom “Dokumen
Pelengkap Pabean” pada baris “Lainnya”;
mencantumkan nilai Bea Masuk yang dibebaskan
serta PPN dan PPnBM tidak dipungut pada kolom yang
ditentukan dalam dokumen Pemberitahuan Pabean
untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat
lain dalam Daerah Pabean;

menyerahkan dokumen Pemberitahuan Pabean untuk
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan
Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran
barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah
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Pabean kepada IKM untuk proses penghitungan kuota
jaminan dan/atau penyerahan jaminan,

f. menyampaikan dokumen Pemberitahuan Pabean
untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat
lain dalam Daerah Pabean kepada Kantor Pabean yang
mengawasi Kawasan Bebas jika telah dilakukan proses
penghitungan kuota dan/atau diterbitkan surat tanda
terima jaminan (STTJ); dan

g. melakukan pengeluaran barang setelah mendapat
persetujuan pengeluaran barang dari Kantor Pabean
yang mengawasi Kawasan Bebas.

(3) Tata cara penyampaian dokumen Pemberitahuan Pabean
untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari
Kawasan Bebas dari dan ke luar Daerah Pabean, dan
pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain
dalam Daerah Pabean serta tata cara pengeluaran barang
mengikuti peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang

impor dari Kawasan Bebas untuk diimpor untuk dipakai.

BAB V
PERIODE KITE IKM, PERIODE PENDISTRIBUSIAN, JAMINAN,
PEMERIKSAAN PABEAN, PENYIMPANAN DAN
PENDISTRIBUSIAN, SERTA PENGOLAHAN, PERAKITAN,
' DAN/ATAU PEMASANGAN

Bagian Pertama
Periode KITE IKM dan Periode Pendistribusian

Pasal 19
(1) Periode KITE IKM merupakan période yang diberikan
kepada IKM untuk melaksanakan realisasi ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM terhitung sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan/atau
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pemasukan atau tanggal pendistribusian barang impor

(SSTB-IKM 01).

Periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dalam jangka waktu:

a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau

b. melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
huruf a dalam hal IKM memiliki masa produksi lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

Jangka waktu periode KITE IKM sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dengan jangka

waktu tertentu berdasarkan persetujuan Kepala Kantor

Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM,

dalam hal:

a. terdapat penundaan ekspor atau Penyerahan Produksi
IKM dari pembeli, konsolidator atau penyedia barang
ekspor; :

b. terdapat pembatalan ekspor/Penyerahan Produksi
IKM atau penggantian pembeli;

c. terdapat sisa Barang dan/atau Bahan karena adanya
batasan minimal pembelian, sehingga belum dapat
diproduksi sampai periode KITE IKM berakhir;

d. terdapat kondisi force majeure, antara lain peperangan,
bencana alam, atau kebakaran; dan/atau

e. terdapat kondisi lain yang mengakibatkan
diperlukannya pf:rpanjangan periode KITE KM
berdasarkan manajemen risiko dan pertimbangan
Kepala Kantor Pabean.

Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan periode

KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya

dapat diajukan sebelum periode KITE IKM berakhir.

Pasal 20
Periode pendistribusian merupakan periode yang

diberikan kepada Konsorsium KITE untuk melaksanakan

‘pendistribusian  barang impor kepada IKM anggota

Konsorsium KITE terhitung sejak tanggal pendaftaran

pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukah.
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Periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean
impor dan/atau pemasukan, dan dapat diperpanjang
dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.
Permohonan untuk mendapatkan perpanjangan periode
pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat diajukan sebelum periode pendistribusian
berakhir.

Pasal 21

Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan periode

KITE IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3},

atau periode pendistribusian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20 ayat (2), IKM atau Konsorsium KITE
mengajukan surat permmohonan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan:

a. secara elektronik; atau

b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan
secara elektronik, |

kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan

pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan
sebagai Konsorsium KITE.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

a. periode KITE IKM atau periode pendistribusian atas
dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
pemberitahuan pabean pemasukan;

b. alasan permohonan perpanjangan periode KITE IKM

atau periode pendistribusian; dan
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c. bukti pendukung ° terkait alasan permohonan
perpanjangan periode KITE IKM atau periode
pendistribusian.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonaﬁ diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disetujui, Kepala Kantor Pabean:

a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan periode
KITE IKM atau periode pendistribusian; dan

b. dalam hal terdapat peﬁyeraha_n jaminan:

1. menyampaikan pemberitahuan kepada IKM atau
Konsorsium KITE untuk memperpanjang jangka
waktu jaminan; dan

2. menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ)
setelah IKM atau Konsorsium KITE menyerahkan
jaminan pengganti.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat

penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan perpanjangan periode KITE IKM atau

periode pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf a, sesuai contoh format sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini.
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Bagian Kedua

Jaminan

Pasal 22

Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan

dengan fasilitas KITE IKM, IKM harus menyerahkan

jaminan kepada:

a. Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM; atau '

b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean
disampaikan,

pada saat pemberitahuan pabean diajukan.

Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang

dan/atau Bahan sebagaimana diberitahukan dalam

pemberitahuan pabean.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempunyai jangka waktu paling singkat selama

penjumlahan waktu:

a. periode KITE 1KM; dan

b. waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban,
penelitian  laporan  pertanggungjawaban, dan
penyelesaian jaminan.

Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan dalam hal 1IKM melakukan impor dan/atau

pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan nilai

pungutan Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai atau

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dalam jumlah kuota jaminan.

Jumlah kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) adalah:

a. industri kecil, paling banyak Rp 350.000.000 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) atas Barang dan/atau
Bahan yang belum dipertanggungjawabkan; dan
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b. industri menengah, paling banyak Rp 1.000.000.000
(satu miliar rupiah), atas Barang dan/atau Bahan yang

. belum dipertanggungjawabkan.
Dalam hal nilai Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah melebihi jumlah kuota jaminan, IKM harus

menyerahkan jaminan.

Pasal 23
Atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan
dengan fasilitas KITE 1KM, Konsorsium KITE harus
menyerahkan jaminan kepada:
a. Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai
Konsorsium KITE,; atau
b. Kantor Pabean tempat pemberitahuan pabean
disampaikan,
pada saat pemberitahuan pabean diajukan.
Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit sebesar Bea Masuk serta Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang
dan/atau Bahan sebagaimana diberitahukan dalam
pemberitahuan pabean.
Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mempunyai jangka waktu paling singkat selama 17 (tujuh
belas) bulan.
Penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dalam hal Konsorsium KITE melakukan impor
dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan dengan nilai
pungutan Bea Masuk, dan Péjak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah dalam jumlah kuota jaminan.
Kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan
diperhitungkan dari kuota jaminan masing-masing
anggota Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (5).
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Dalam hal nilai Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai

atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah yang diimpor melalui Konsorsium KITE

melebihi jumlah kuota jaminan, Konsorsium KITE harus

menyerahkan jaminan.

Terhadap kelebihan nilai Bea Masuk, dan Pajak Pertambahan

Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat {6) berlaku

ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal impor dan/atau pemasukén dilakukan oleh
Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf a dan huruf b, jaminan ditanggung
oleh masing-masing IKM sebesar nilai kelebihan;

b. dalam hal impor dan/atau pemasukan dilakukan oleh
Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf ¢, jaminan ditanggung oleh

Konsorsium KITE.,

Pasal 24

Terhadap jaminan yang diserahkan oleh IKM sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Konsorsium KITE

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pejabat

Bea dan Cukai:

a. melakukan penelitian terhadap jumlah dan jangka
waktu jaminan; dan '

b. dapat melakukan Kkonfirmasi penerbitan jaminan
kepada penjamin atau surety dengan
mempertimbangkan  tingkat risiko IKM  atau
Konsorsium KITE dan penjamin.

Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian jaminan,

Pejabat Bea dan Cukai menolak jaminan yang diserahkan

oleh JKM atau Konsorsium KITE dengan menerbitkan

surat penolakan jaminan.

Dalam hal hasil penelitian jaminan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dinyatakan sesuai, Pejabat Bea dan Cukai

menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ).
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Surat tanda terima jaminan (STTJ) dimaksud pada ayat (3)
sesuai contoh format sebagalmana tercantum dalam
Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan darl Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemotongan kuota
jaminan atas impor atau pemasukan Barang dan/atau
Bahan yang dilakukan oleh IKM atau Konsorsium KITE
dalam hal jumlah kuota jaminan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (5) atau Pasal 23 ayat (5) masih
mencukupi.
Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi saldo kuota
jaminan dengan nilai pungutan Bea Masuk, dan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang
dan/atau Bahan yang diimpor atau dimasukkan pada saat
pemberitahuan pabean impor atau pemasukan diajukan
oleh IKM atau Konsorsium.
Terhadap Barang dan/atau Bahan yang telah selesai
dipertanggungjawabkan, Pejabat Bea dan Cukai
melakukan penyesuaian kuota jaminan.
Pemotongan kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan penyesuaian kuota jaminan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan menggunakan
SKP.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Pabean Barang dan/atau Bahan

Pasal 26-
Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean
atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan
yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1).
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
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Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. penelitian dokumen; dan/atau

b. pemeriksaan fisik barang

dengan frekuensi yang relatif sedikit.

Dalam hal hasil penelitian dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a kedapatan bahwa jumlah

barang sesuai dan jenis barang yang diimpor sesuai
dengan jenis barang yang tercantum dalam lampiran
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, namun
ditemukan ketidaksesuaian tarif dan/atau nilai pabean
yang mengakibatkan nilai Bea Masuk dan  Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

a. lebih rendah dari yang diberitahukan, kuota jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5)
dilakukan penyesuaian sebesar nilai selisih dari yang
diberitahukan; atau

b. lebih besar dari yang diberitahukan, berlaku
ketentuan:

1. kuotajaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (B) dipotong sebesar nilai yang
diberitahukan ditambah selisih dari yang
diberitahukan;

2. IKM atau Konsorsium KITE harus menyerahkan
jaminan, dalam hal kuota jaminan tidak
mencukupi; dan/atau

3. IKM atau Konsorsium KITE harus melakukan
penyesuaian nilal jaminan, dalam hal IKM atau
Konsorsium KITE telah menyerahkan jaminan atas
impor dan/atau pemasukan tersebut.

Penyesuaian kuota jaminan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf a dan pemotongan kuota jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan -
sepanjang jenis barang sesual dengan barang yang
tercantum dalam lampiran keputusan pemberian fasilitas

KITE IKM.
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Untuk  melakukan penyesuaian kuota jaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Bea dan

Cukai menyampaikan nota pembetulan jaminan kepada

IKM atau Konsorsium KITE dan Pejabat Bea dan Cukai

yang mengelola jaminan pada Kantor Pabean tempat

pemberitahuan pabean diajukan. ‘

Untuk melakukan penyerahan jaminan atau penyesuaian

jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b

angka 2 dan angka 3 Pejabat Bea dan Cukai

menyampaikan nota pembetulan jaminan kepada:

a. IKM atau Konsorsium KITE dan Kepala Kantor Pabean
penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE,
dalam hal jaminan diserahkan kepada Kantor Pabean
penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM/keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE;
atau

b. IKM atau Konsorsium KITE dan Pejabat Bea dan Cukai
yang mengelola jaminan, dalam hal jaminan
diserahkan kepada  Kantor Pabean tempat
pemberitahuan pabean diajukan.

Berdasarkan nota pembetulan jaminan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7), IKM atau Konsorsium KITE

menyerahkan jaminan pengganti.

Atas jaminan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat tanda terima

jaminan (STTJ) pengganti.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditemukan

ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis barang, terhadap
kelebihan jumlah dan/atau ketidaksesuaian jenis barang
impor tidak dapat diberikan fasilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian

lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan

dibidang kepabeanan.
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(12) Surat tanda terima jaminan (STTJ) pengganti sebagaimana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dimaksud pada ayat (9) sesuai contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

Bagian Keempat

Pemeriksaan Pabean Mesin dan Barang Contch

Pasal 27
Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan pabean
atas pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan
yang menggunakan fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2).
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen
risiko.
Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan atas kesesuaian jumlah dan jenis Mesin
dan Barang Contoh yang diimpor dilakukan berdasarkan
surat persetujuan impor Mesin dan/atau Barang
Contoh.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian jumlah dan/atau jenis Mesin dan/atau
Barang Contoh, terhadap kelebihan jumlah dan/atau
jenis Mesin dan/atau Barang Contoh tidak dapat
diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2).
Terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
éyat (2), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih
lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dibidang

kepabeanan.
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Bagian Kelima

Penyimpanan dan Pendistribusian

Pasal 28

IKM atau Konsoréium KITE wajib menyimpan Barang
dan/atau Bahan, Mesin serta Barang Contoh di lokasi
yang tercantum dalam surat keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai
Konsorsium KITE. '

IKM atau Konsorsium KITE dapat melakukan
penyimpanan Barang dan/atau Bahan, Mesin serta
Barang Contoh di lokasi selain lokasi éebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan
pemberitahuan adanya penambahan atau perubahan
tempat lokasi penyimpanan kepada Kepala Kantor Pabean
penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE.

Dalam hal penyimpanan dilakukan pada lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan
dipergunakan secara tetap dan/atau berulang, IKM atau
Konsorsium KITE harus melakukan perubahan data surat
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan

penetapan sebagai Konsorsium KITE,

Pasal 29

Konsorsium KITE wajib mendistribusikan Barang
dan/atau Bahan, Mesin, dan Barang Contoh kepada IKM
anggota Konsorsium KITE sebagai pemilik barang dalam
periode pendistribusian. _

Pendistribusian Barang dan/atau Bahan, Mesin dan
Barang Contoh dari Konsorsium KITE kepada IKM anggota
Konsorsium KITE menggunakan Surat Serah Terima
Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) dengan dilampiri dokumen
pemberitahuan pabean barang impor.

Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01) harus
dibuat rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagai -
berikut:
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a. 1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;

b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;

1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit
Keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE; dan

d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk memberikan tanda terima dan menatausahakan
SSTB-IKM 01 yang diserahkan oleh Konsorsium KITE.
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang
ditunjuk menggunakan SSTB-IKM 01 sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan monitoring,
analisis, dan penelitian atas dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atau pemasukan serta laporan
pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.

Dalam hal Konsorsium KITE tidak mendistribusikan

barang impor kepada IKM anggota Konsorsium KITE

sebagai pemilik baréng sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Konsorsium KITE wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

¢. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peératuran perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat

dikreditkan. ,

Atas Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan Barang Contoh

yang tidak dilakukan pendistribusian atau yang
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pendistribusiannya tidak sesuai periode pendistribusian

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20:

a. IKM anggota konsorsium dibebaskan dari kewajiban
pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atdu
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah serta sanksi administrasi di bidang
kepabeanan dan perpajakan; dan

b. kuota jaminan disesuaikan dan/atau jaminan yang
diserahkan oleh IKM dikembalikan. .

Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Bagian Keenam

Pengolahan, Perakitan, dan Pemasangan

Pasal 30
IKM wajib mengolah, merakit dan/atau memasang
Barang dan/atau Bahan untuk menghasilkan Hasil
Produksi dengan tujuan ekspor dan/atau Pényerahan
Produksi IKM dalam periode KITE IKM.
Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhadap Barang dan/atau Bahan yang

~ pendistribusiannya  tidak sesuai dengan  periode

pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 31

IKM dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan
pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan Barang
dan/atau Bahan kepada penerima subkontrak yang
tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM.

IKM dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan
pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas
kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

-51 -

seluruh kapasitas produksi telah terpakai, berdasarkan
persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan-
pemberian fasilitas KITE IKM.
Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), IKM mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE 1KM, dengan dilampiri:
a. paparan mengenai kapasitas produksi;
b. order terkait kuantitas, dan termin waktu
penyelesaian; dan
c. perjanjian kerja sama subkontrak paling kurang
memuat uraian pekerjaan yang dilakukan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan:
a. secara elektronik; atau
b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan
secara elektronik.
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yaing :
ditujuk melakukan penelitian berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling lama:
a. 5 {lima) jam kerja setelah permohonan diterima
~ secara  lengkap, dalam hal permochonan
disampaikan secara elektronik; atau
b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohoﬁan diterima
secara lengkap, dalam hal permohonan
disampaikan secara tertulis,
Pengeluaran Barang dan/atau Bahan dalam rangka
subkontrak oleh IKM kepada penerima subkontrak dan
pemasukan kembali hasil pekerjaan subkontrak ke IKM,
tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
Dalam hal penerima subkontrak belum tercantum dalam

keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, IKM harus
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memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor
Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Dalam hal subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) akan dilakukan secara tetap dan/atau berulang, IKM
harus mengajukan perubahan data penerima subkontrak
dalam keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

IKM wajib menatausahakan pemasukan dan pengeluaran
dalam rangka subkontrak dengan menggunakan Modul
KITE IKM.

Surat permohonan untuk melakukan subkontrak seluruh
kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

(12)

(13)

(1)

@

Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan atas permohonan untuk melakukan
subkontrak seluruh kegiatan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II huruf F lyang merupakan  bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
EKSPOR DAN PENYERAHAN PRODUKSI IKM

Bagian Pertama

Kewajiban Ekspor dan Penyerahan Produksi IKM

Pasal 32
IKM wajib mengekspor dan/atau melakukan Penyerahan
Produksi IKM terhadap seluruh Hasil Produksi.
Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IJKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} merupakan pertanggungjawaban atas
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pemakaian Barang dan/atau Bahan yang terkandung dalam

Hasil Produksi termasuk sisa proses produksi {waste/scrap).

Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilakukan kepada:

a. IKM lain, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE
Pembebasan, dan/atau perusahaan yang
mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian, dalam
rangka ekspor barang gabungan;

b. Toko Bebas Bea yang berlokasi di:

1. terminal keberangkatan bandar udara
internasional di Kawasan Pabean;

2. terminal keberangkatan internasional di pelabuhan
utama di Kawasan Pabean;

3. tempat transit pada terminal keberangkatan
bandar udara internasional yang merupakan
tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar
negeri di Kawasan Pabean; dan

4. tempat transit pada terminal keberaﬁgkatan di
pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus
bagi penumpang transit tujuan luar negeri di
Kawasan Pabean;

c. Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut atau
digabungkan;

d. konsolidator barang ekspor di Pusat Logistik Berikat;
dan/atau

e. penyedia barang ekspor di Pusat Logistik Berikat.

Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalai

Konsorsium KITE.

Penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium KITE

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan

transaksi jual beli.

Tata cara ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

ekspor atau Tempat Penimbunan Berikat.
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Pasal 33
IKM yang melakukan impor dan/atau pemasukan Mesin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib
mengekspor sebagian atau seluruh hasil produksi.
Kewajiban ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor

mesin.

Bagian Kedua
Ekspor dan Penyerahan Produksi IKM

. Pasal 34

Atas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1), IKM:

a. memberitahukan ekspor sebagal kategori ekspor yang
pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan
fasilitas pembebasan bea masuk; dan

b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumen pelengkap pabean,

pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor. \

Tata cara ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 35

Atas Penyerahan Produksi IKM kepada IKM Jain,

perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan,

dan/atau perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE

Pengembalian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(3) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Hasil Produksi IKM digabungkan dengan Hasil
Produksi IKM lain, perusahaan yang mendapatkan
fasilitas KITE Pembebasan, dan/atau perusahaan yang
mendapatkan fasilitas KITE Pengembalian tersebut;

b. wajib diekspor dalam satu kesatuan unit.
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¢. menggunakan Surat Serah Terima Barang .[SSTB]; dan

d. menyampaikan salinan cetak SSTB sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ kepada Kepala Kantor Pabean
penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1):

a. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban
penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal
telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan
Produksi IKM; dan

b. pemenuhan ketentuan Periode KITE IKM dihitung
berdasarkan tanggal dokumen Penyerahan Produksi
IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang
ditunjuk menggunakan SSTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ sebagai bahan monitoring, analisis,
dan penelitian atas dokumen pemberitahuan pabean
impor dan/atau pemasukan serta laporan
pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.

Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang

ekspor.

| Pasal 36

Penyerahan Produksi IKM ke Toko Bebas Bea dan Kawasan

Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf

b, dan huruf ¢, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan dokumen pemberitahiian penyelesaian
barang asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor (BC 2.4);

b. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada kolom surat
keputusan; dan

c. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas
Barang dan/atau Bahan.
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Penyerahan Produksi IKM ke Pusat Logistik Berikat dalam

rangka ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (3) huruf d dan e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan dokumen Permberitahuan Ekspor Barang
Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3):

b. memberitahukan ekspor sebagai kategori ekspor yang
pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit,
atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan
fasilitas pembebasan bea masuk;

c. mencantumkan nomor dan tanggal keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada lembar lanjutan
dokumen pelengkap pabean;

d. dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas
Barang dan/atau Bahan dalam hal Hasil Produksi
telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke
pelabuhan muat untuk diekspor; dan

e. Hasil Produksi yang diberitahukan dalam BC 3.3 harus
termuat  seluruhnya  dalam  satu  dokumen
pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan
barang ekspor dan/atau transhipment (P3BET).

IKM dapat melakukan penyerahan Contoh Hasil Produksi
kepada Pusat Logistik Berikat untuk dipamerkan dalam
rangka ekspor, dalam jumlah tertentu berdasarkan
persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Jumlah contoh Hasil Produksi yang dapat diserahkan
kepada Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) ditentukan oleh Kepala Kantor Pabean yang
menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
berdasarkan pertimbangan manajemen risiko dan
memperhatikan tingkat kewajaran.

P'enyerahan contoh Hasil Produksi kepada Pusat Logistik

Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

digunakan sebagai pertanggungjawaban atas Barang

dan/atau Bahan.

Tata cara Penyerahan Produksi IKM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penyerahan
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contoh Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

mengikuti peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.

Bagian Ketiga
Ekspor dan Penyerahan Produksi IKM melalui

Konsorsium KITE

Pasal 37

Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM melalui
Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat (4}, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

IKM memberitahukan Hasil Produksi yang akan
diserahkan kepada Konsorsium KITE dengan
menggunakan Surat Serah Terima Barang-IKM 02
(SSTB-IKM 02);

dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban
penyelesaian atas Barang dan/atau Bahan dalam hal
telah terbukti diekspor atau dilakukan Penyerahan
Produksi IKM; dan

pemenuhan ketentuan periode KITE [KM dihitung
berdasarkan tanggal dokumen penyerahan Hasil
Produksi IKM kepada Konsorsium KITE {(SSTB-IKM 02).

Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) dibuat

rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut:

a.
b.

C.

1 (satu) lembar untuk IKM;

1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;

1 (satu) lembar untuk Kepala Kantor Pabean penerbit
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE;

1 (satu} lembar untuk Kepala Kantor Pabean penerbit
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; dan

1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat

pemuatan.

Dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM kepada
Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02} sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sesuai contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II huruf H yang merupakan
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bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ini,

Pasal 38

Atas Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan

Penyerahan Produksi IKM melalui Konsorsium KITE,

Konsorsium KITE wajib mengekspor atau melakukan

Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu paling lama

3 (tiga) bulan sejak tanggal dokumen serah terima Hasil

Produksi IKM dari IKM kepada Konsorsium KITE.

Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan
pabean ekspor;

b.  Konsorsium KITE mengisi lembar lampiran untuk
Barang Ekspor Gabungan pada  dokumen
pemberitahuan pabean ekspor berdasarkan data Surat
Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02) untuk
masing-masing IKM; dan

C. Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02)
menjadi dokumen pelengkap pabean pada saat

pengajuan dokumen pemberitahuan pabean ekspor.

Atas Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Toko Bebas Bea dan Kawasan

Berikat, Konsorsium KITE:

a. menggunakan dengan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); dan

b. mengisi pada dokumen pemberitahuan penyelesaian
barang asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor (BC 2.4):

1) identitas Konsorsium KITE pada kolom Pengirim
Barang;

2) identitas IKM pada kolom Pemilik Barang; dan

3) data berdasarkan Surat Serah Terima Barang-IKM
02 (SSTB-IKM 02} pada lembar lanjutan.
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(4) Atas Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Pusat Logistik Berikat dalam rangka
ekspor, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1)

d.

menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3);
mengisi lembar lampiran untuk Barang Ekspor
Gabungan pada dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC
3.3) berdasarkan data Surat Serah Terima Barang-1KM
02 (SSTB-IKM 02} untuk masing-masing IKM;

Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02)
menjlad.i dokumen pelengkap pabean pada saat
pengajuan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
Melalui atau Dari Pusat Logistik Berikat (BC 3.3);
dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas
Barang dan/atau Bahan dalam hal Hasil Produksi
telah dikeluarkan dari Pusat Logistik Berikat ke
pelabuhan muat untuk diekspor; dan |
Hasil Produksi yang diberitahukan dalam BC 3.3 harus
termuat  seluruhnya dalam satu  dokumen
pemberitahuan penggabungan dan/atau pemecahan

barang ekspor dan/atau transhipment (PSBET).

Pasal 39

Jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi
IKM oleh Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan

persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan

penetapan sebagai Konsorsium KITE, dalam hal:

a.

terdapat penundaan ekspor atau Penyerahan Produksi
IKM dari pembeli;

terdapat pembatalan ekspor/Penyerahan Produksi
IKM atau penggantian pembeli;

terdapat pengembalian Hasil Produksi untuk
diperbaiki (repair/ rework); dan/atau

terdapat kondisi _force majeure, antara lain peperangan,

bencana alam, atau kebakaran.
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Perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau

Penyerahan Produksi IKM dapat diberikan paling lama 3

(tiga) bulan sejak batas waktu sebagaimana dimaksud

pada Pasal 38 ayat (1) berakhir. |

Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan jangka

waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM,

Konsorsium KITE mengajukan surat permohonan kepada

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan

sebagai Konsorsium KITE dilampiri dengan bukti

pendukung alasan permochonan perpanjangan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan:

a. secara elektronik; atau

b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan
secara elektronik. A

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk melakukan penelitian terhadap: |

a. jangka waktu realisasi ekspor atau Penyerahan
Produksi IKM oleh Konsorsium KITE atas Surat Serah
Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02);

b. alasan permohonan perpanjangan jangka waktu
realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh
Konsorsium KITE; dan

c. bukti pendukung terkait alasan permohonan
perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM oleh Konsorsium KITE.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling lama: _

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan sécara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara

lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.
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Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disetujui, Kepala Kantor Pabean:
a. menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka
waktu realisasi ekspor atau Penyerahan Produksi IKM;
b. menyampaikan pemberitahuan kepada IKM atau
Konsorsium KITE untuk memperpanjang jangka waktu
jaminan, dalam hal terdapat penyerahan jaminan; dan
c. menerbitkan surat tanda terima jaminan (STTJ)
setelah IKM atau Konsorsium KITE melakukan
perpanjangan jaminan.
Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat
penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Surat persetujuan perpanjangan jangka waktu realisasi
ekspor atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J yang
merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

Dalam hal Konsorsium KITE tidak mengekspor atau

melakukan Penyerahan Produksi IKM dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau Pasal

39 ayat (1), Konsorsium KITE wajib melunasi:

a. Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah  atas barang yang tidak  dapat
dipertanggungjawabkan;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di

bidang kepabeanan; dan
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c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan

sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat penetapan

pabean (SPP) sebagai dasar penagihan atas kewajiban

pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelunasan atau penyelesaia.ﬁ lain atas tagihan

sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan

sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang
dan/atau Bahan oleh IKM.

Bagian Keempat
Ekspor Sementara Hasil Produksi

Pasal 41
IKM dapat melakukan ekspor sementara Hasil Produksi
untuk keperluan pameran dengan persetujuan Kepala
Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM.
Ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan dokumen pabean ekspor.
Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), IKM mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.
Permohona.n sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan:
a. secara elektronik; atau
b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan

secara elekironik.
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Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditujuk melakukan penelitian berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan atas permchonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling lama:

a. 5 (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat

persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi untuk

keperluan pameran.

Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean

menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasan

penolakan.

Surat persetujuan ekspor sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dilampirkan pada saat pengajuan

dokumen pemberitahuan pabean ekspor.

Pelaksanaan ekspor sementara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengikuti peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Dalam hal ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak diimpor kembali, ekspor

sementara Hasil Produksi dapat digunakan sebagai
pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II huruf K yang merupakan bagiah tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II huruf L yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 42

Atas Hasil Produksi yang diekspor sementara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), yang diimpor kembali

dan belum dilaporkan pertanggungjawabannya, berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. diberikan fasilitas KITE IKM dalam hal dapat
dibuktikan Hasil Produksi yang diimpor kembali
merupakan Hasil Produksi yang diekspor sementara;

b. dilakukan pemeriksaan fisik; dan
periode KITE IKM diperpanjang selama jangka waktu
pelaksanaan pameran.

Dalam hal Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi

yang diekspor sementara pada saat impormya dilakukan

penyerahan jaminan, dan diberikan perpanjangan periode

KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

IKM memperpanjang jaminan.

Untuk mendapat fasilitas KITE IKM terhadap impor

kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor

Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilampiri dengan:

a. surat persetujuan ekspor sementara Hasil Produksi
yang diimpor kembali;

b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor, Persetujuan
Ekspor, dan Laporan Hasil Pemeriksaan,;

c. Bill of Lading atau Sea Way Bill atau Air Way Bill pada
' saat ekspor; dan

d. Surat keterangan tentang keikutsertaan kegiatan
pameran di luar negeri.

Permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disampaikan:

a. secara elektronik; atau

b. secara tertulis dalam hal tidak dapat disampaikan

secara elektronik.
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Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditujuk melakukan penelitian berkas permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) paling lama:

a. b (lima) jam kerja setelah permohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah perrnohonan diterima secara
lengkap, dalam hal permohonan disampaikan secara
tertulis. |

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat

persetujuan impor kembali atas Hasil Produksi yang

diekspor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal permmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat

penolakan disertai dengan alasan penolakan.

Surat persetujuan impor kembali Sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dilampirkan pada saat pengajuan dokumen

pemberitahuan pabean impor.

Pelaksanaan impor kembali mengikuli peraturan

perundang-undangan  yang mengatur mengenai

pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sesuai contoh format sebagaimana tercanturn dalam

Lampiran II huruf M yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran JI huruf N yang merupakan bagian tidak

ferpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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BAB VII

PENJUALAN HASIL PRODUKSI DAN PEMBEBASAN DALAM

KEADAAN TERTENTU

Bagian Pertama

Penjualan Hasil Produksi kepada Pihak Lain di Tempat Lain

(1)

(2)

(3)

Dalam Daerah Pabean

Pasal 43

IKM dapat melakukan penjualan Hasil Produksi kepada

pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean dengan

jumlah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari
nilai ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM 1 (satu)
tahun terbesar yang pernah direalisasikan darl fasilitas

KITE IKM yang digunakan, dalam periode 5 (lima) tahun

sebelumnya.

Dalam hal IKM belum pernah melakukan ekspor atau

Penyerahan Produksi IKM, IKM dapat melakukan

penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain

dalam daerah pabean dengan jumlah paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari nilai kontrak ekspor.

Atas penjualan Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat

lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);

b. melampirkan data nilai ekspor dan/atau Penyerahan
Produksi IKM per tahun dalam periode 5 (lima) tahun
sebelumnya, disertai dokumen pendukung;

é. dalam hal IKM belum permah melakukan ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM, IKM harus melampirkan
data kontrak ekspor, disertai dokumen pendukung;

d. IKM wajib:

1. membayar Bea Masuk berdasarkan:
a) nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada

saat Barang dan/atau Bahan diimpor;
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b) pembebanan tarif Bea Masuk pada saat
dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor (BC 2.4) didaftarkan; dan

c) dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk
Barang dan/atau Bahan lebih tinggi dari
pembebanan tarif Bea Masuk untuk Hasil
Produksi, dasar yang digunakan untuk
menghitung besarmya pengenaan Bea Masuk
yaitu pembebanan tarif Bea Masuk Hasil
Produksi yang berlaku pada saat penjualan
Hasil Produksi kepada pihak lain di tempat lain
dalam daerah pabean;

2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang semula tidak dipungut dengan
dasar pengenaan pajak sebesar nilai impor;

3. memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak'
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah pada saat penyerahan barang
kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah
pabean sesuai peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

(4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang

{5)

(6)

ditunjuk meneliti dan menghitung jumlah paling banyak
nilai Hasll Produksi yang dapat dilakukan penjualan
kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean.
Penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean
dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai kepabeanan di bidang impor.
Penjualan Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2} dapat digunakan sebagai
pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan
sepanjang dilakukan dalam periode KITE IKM.
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Bagian Kedua

Pembebasan dalam Keadaan Tertentu

Pasal 44

IKM atau Konsorsium KITE dibebaskan dari kewajiban

membayar:

d.

Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewabh;

sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang  mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan,

atas Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh

yang belum dipertanggungjawabkan dalam hal terjadi
keadaan tertentu.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

meliputi:

a.
b.

force magjeure; atau

kondisi lain yang mengakibatkan IKM atau
Konsorsium KITE tidak dapat
mempertanggungjawabkan Barang dan/atau Bahan,
Mesin, serta Barang Contoh berdasarkan manajemen
risiko dan pertimbangan Kepala Kantor Pabean, seperti

pencurian.

‘Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat diberikan dengan ketentuan:

a.

secara fisik barang nyata-nyata telah musnah karena
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
periode KITE IKM atau periode pendistribusian belum
berakhir saat keadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terjadi.
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Pembebasan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan Kepala Kantor

Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE

IKM/keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE atas

nama Menteri.

Untuk dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), IKM atau Konsorsium KITE

mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean
dilampiri dengan:

a. bukti keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
seperti surat keterangan kepolisian atau surat
keterangan perusahaan asuransi; dan

b. pemyataan jenis, jumlah, dan uraian barang yang
musnah berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean atau dokumen pendistribusian.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. menerima berkas permohonan dan bukti-bukti terjadinya
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

b. meneliti jangka waktu periode KITE IKM atau periode

pendistribusian atas pemberitahuan pabean barang
impor yang dinyatakan oleh IKM atau Konsorsium KITE
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; dan
c. meneliti jumlah barang dan/atau bahan yang musnah
akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan data dari:
1. SKP fasilitas KITE IKM;
2. modul KITE IKM; dan/atau
3. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-
-IKM 01).
Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan
pemeriksaan fisik, meminta untuk dilakukan audit
kepabeanan dan/atau meminta pertimbangan pihak

ketiga yang berkompeten untuk membuktikan barang
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nyata-nyata telah musnah karena keadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Terhadap Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan
Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan
laporan pertanggungjawaban karena dokumen lampiran
musnah akibat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tetap dapat disampaikan laporan pertanggungjawaban
berdasarkan data pendukung terkait.
Dalam hal perinohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disetujui, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. menerbitkan surat keputusan pembebasan dari
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. melakukan penyesuaian kuota jaminan dan/atau
mengembalikan jaminan.
Penyesuaian kuota jaminan dan/atau pengembalian
jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b
dilakukan berdasarkan. surat keputusan pembebasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dalam SKP
fasilitas KITE IKM.
Surat keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) huruf a sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf O yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

BAB VIIL
PERTANGGUNGJAWABAN OLEH IKM
DAN KONSORSIUM KITE

Bagian Pertama
Penyelesaian Barang dan/atau Bahan oleh IKM

Pasal 45
Barang dan/atau Bahan yang diimpor dan/atau
dimasukkan oleh IKM diselesaikan dengan Diolah, Dirakit,
dan/atau Dipasang untuk:
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a. dilakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); atau

b. dijual kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah
pabean paling banyak sesuai kuota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) atau ayat (2).

Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject yang tidak

Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang, diselesalkan dengan:

a. dimusnahkan;

b. dijual; atau

¢. direekspor/dikembalikan.

Barang dalam proses (work in process) rusak sehingga

tidak dapat Diolah, Dirakit, dan/atau Dipasang,

diselesaikan dengan dimusnahkan atau dijual.

Hasil Produksi Rusak diselesaikan dengan dimusnahkan

atau dijual.

Sisa proses produksi (waste/scrap} dapat dimusnahkan

atau dijual.

Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai

pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan

sepanjang dilakukan dalam periode KITE IKM.

Pasal 46

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea Cukai yang

ditunjuk melakukan monitoring atas penyelesalan Barang

dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Dalam hal berdasarkan hasil monitoring kedapatan

Barang dan Bahan tidak dilakukan penyelesaian, Kepala

Kantor Pabean menerbitkan surat penetapan dan

menyampaikan kepada IKM untuk melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di

bidang kepabeanan; dan
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c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pelaksanaan monitoring dan penerbitan surat penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat

dilakukan dengan menggunakan SKP fasilitas KITE IKM.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Pasal 47
Pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), barang
dalam proses (work in process) rusak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Hasil Produksi Rusak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), atau sisa
proses produksi (waste/scrap) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (5) harus berdasarkan persetujuan

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian

fasilitas KITE IKM.

Pelaksanaan pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak

atau reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2),

barang dalam proses (work in process) rusak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Hasil Produksi Rusak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), dilakukan
sebelum periode KITE IKM berakhir.

IKM harus mengajukan permohonan kepada Kepala

Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas

KITE IKM untuk melakukan pemusnahan:

a, Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject
sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 2 huruf a,
dengan dilampiri:

1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor (BC 2.4);
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2. dokumen pemberitahuan pabean barang impor
dan/atau pemasukan atau dokumen
pendistribusian (SSTB-IKM 01) serta dokumen
pelengkap pabean; dan

3. rekapitulasi jenis, jumlah, kode barang, serta
nomor dan tanggal pemberitahuan pabean barang
impor dan/atau pemasukan atau dokumen
pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang dan/atau
Bahan Rusak atau reject yang akan dimusnahkan.

b. Barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil

Produksi Rusak, atau sisa proses produksi

(waste/scrap) sebagaimana dimaksud dalam pasal 45

ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, dengan dilampiri:

1. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor (BC 2.4);

2. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau
pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-
IKM 01) dan dokumen pelengkap pabean; dan

3. daftar barang yang akan dimusnahkan memuat
rincian berupa:

a) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses
(work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak,
atau sisa proses produksi (waste/scrap); dan
b} uraian jenis, jumlah, kode Barang dan/atau
Bahan serta nomor dan tanggal pemberitahuan
pabean impor dan/atau pemasukan atau
dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) asal
Barang dan/atau Bahan dari barang dalam
proses (work in process) rusak dan/atau Hasil
Produksi Rusak yang akan dimusnahkan.
(4) Atas permochonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:
a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen
‘pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang

mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
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b. Kkelengkapan pengisian rekapitulasi jenis, jumlah, kode
barang, serta nomor dan tanggal pemberitahuan
pabean barang impor dan/atau pemasukan atau
dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) Barang
dan/atau Bahan Rusak atau reject yang akan
dimusnahkan;

c. kesesuaian jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau
reject yang akan dimusnahkan dengan jenis barang
dalam dokumen pemberitahuan pabean impor
dan/atau pemasukan atau dokumen pendistribusian
(SSTB-IKM 01});

d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan
dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor; dan

e. periode KITE IKM Barang dan/atau Bahan yang akan
dimusnahkan berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor dan/atau pemasukan atau dokumen
pendistribusian (SSTB-IKM 01).

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian:

a. kelengkapan dan kebenaran pengisian dokumen
pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang
mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4); -

b. kelengkapan pengisian daftar barang berupa:

1) uraian jenis, jumlah, kode barang dalam proses
{work in process) rusak, Hasil Produksi Rusak, atau
sisa proses produksi (waste/scrap); dan

2) wuraian jenis, jumlah, kode Barang dan/atau Bahan
serta nomor dan tanggal pemberitahuan pabean
impor dan/atau pemasukan atau dokumen
pendistribusian  (SSTB-IKM 01) asal Barang
dan/atau Bahan dari barang dalam proses (work in
process) rusak dan/atau Hasil Produksi Rusak
yang akan dimusnahkan;

c. kesesuaian jenis Barang dan/atau Bahan asal dari

barang dalam proses (work in process) rusak atau Hasil



)

(7)

(8)

(1)

- 75 -

Produksi Rusak yang akan dimusnahkan dengan jenis
Barang dan/atau Bahan berdasarkan dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan
atau dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);

d. kesesuaian jenis, jumlah dan kode barang yang akan
dimusnahkan dengan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor; dan

e. periode KITE IKM Barang dan/atau Bahan asal dari barang
dalam proses (work in process) rusak atau Hasil Produksi
Rusak yang akan dimusnahkan berdasarkan dokummen
pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau
dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01).

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5) sesuai, Pejabat Bea dan Cukai:

a. melakukan pencacahan;

b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemusnahan; dan

c. membuat berita acara pemusnahan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan

dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan

diterima secara lengkap.

Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan ayat (5} terdapat barang yang tidak memenuhi

syarat untuk dilakukan pemusnahan, permohonan

pemusnahan terhadap barang tersebut ditolak.

Pasal 48
Atas penjualan Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject,
barang dalam proses (work in process) rusak, Hasil
Produksi Rusak, atau sisa proses produksi (waste/scrap)
kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah pabean,
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. diberitahukan menggunakan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4);
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b. IKM wajib:
1. membayar Bea Masuk sebesar:

a) 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif
Bea Masuk umum (Most Favoured Natior) Barang
dan/atau Bahannya 5% (lima persen) atau lebih; atau

b) tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif
Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) Barang
dan/atau Bahannya kurang dari 5% (lima persen);

2. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang dihitung berdasarkan harga jual; dan

3. membuat faktur pajak dan memungut Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai:

a. meneliti dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor (BC 2.4);

b. melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen
risiko; dan

c. menerbitkan tagihan (biling) untuk pelunasan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Reekspor atau pengembalian Barang dan/atau Bahan
Rusak atau reject dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor,
Tempat Penimbunan Berikat, Kawasan Bebas, atau

. kawasan ekonomi khusus.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban 1KM

Pasal 49
(1) IKM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
Barang dan/atau Bahan yang dihasitkan dari modul KITE
IKM kepada Kepalai Kantor Pabean penerbit keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM.
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Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
berakhirnya periode KITE IKM.

Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud'pada ayat (1) terpenuhi dalam hal
telah diterima lengkap dan terdapat kesesuaian data
antara laporan pertanggungjawaban dengan lampiran.
Dalam hal IKM melakukan Penyerahan Produksi IKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a,
batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban
paling lambat 30 ({tiga puluh) hari terhitung sejak
berakhimya periode KITE IKM ditambah batas waktu
realisasi ekspor oleh perusahaan yang mendapatkan
fasilitas KITE Pembebasan, fasilitas KITE Pengembalian,
atau IKM lain dalam rangka ekspor barang gabungan.
Dalam hal IKM melakukan ekspor atau Penyerahan
Produksi IKM melalui Konsorsium KITE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), batas waktu
penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode
KITE 1KM ditambah dengan jangka waktu kewajiban
melakukan ekspor atau Penyerahan Produksi IKM oleh
Konsorsium KITE.

Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (4), atau ayat (5}, Kepala
Kantor Pabean menyampaikan surat teguran pertama.
Dalam hal IEKM tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal surat teguran pertama, Kepéla Kantor
Pabean menyampaikan surat teguran kedua.

Dalam hal [IKM tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal surat teguran kedua, fasilitas KITE IKM
dibekukan.
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Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja sejak tanggal pembekuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), IKM wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan; '

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

éebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan fasilitas KITE

IKM menerbitkan surat penetapan pabeém (SPP) sebagai

dasar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 50

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (1) berupa laporan
pertanggungjawaban atas Barang dan/atau Bahan
(BCL.KT 03).
Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen
pendukung berupa:
a. dokumen pemberitahuan pabean berupa:

1. dokumen pemberitahuan pabean impor,

pemberitahuan pabean pemasukan, atau dokumen

pendistribusian (SSTB-IKM 01) dilampiri dokumen
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pemberitahuvan pabean impor/pemberitahuan
pabean pemasukan;

dokumen  pemberitahuan  pabean  ekspor,
pemberitahuan pabean Penyerahan Produksi IKM,
atau dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM
kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02) dilampiri
dokumen pemberitahuan pabean
ekspor/pemberitahuan pabean Penyerahan
Produksi IKM;

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor atas penjualan Hasil Produksi kepada pihak
lain di tempat lain dalam daerah pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor atas penjualan Barang dan/atau Bahan
Rusak atau reject sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (2), barang dalam proses (work in
process) rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3), dan/atau Hasil Produksi Rusak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4);
dokumen pemberitahuan pabean ekspor atas
reekspor Barang dan/atau Bahan Rusak atau
reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat
(2) huruf ¢;

dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian
barang asal impor yang mendapat kemudahan
impor tujuan ekspor atas pengembalian (retur)
Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
huruf ¢; dan/atau

dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor dan berita acara pemusnahan atas
pemusnahan Barang dan/atau Bahan Rusak atau
reject sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)
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huruf a, barang dalam proses (work in process) rusak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),
dan/atau Hasil Produksi Rusak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4); dan
b. bukti realisasi ekspor, dalam hal Barang dan/atau
Bahan diselesaikan dengan diekspor, berupa:
1. laporan hasil penelitian realisasi ekspor; dan
2. fotokopi ‘dokumen bukti transaksi pembayaran
atas ekspor seperti rekening koran, bukti transfer
pembayaran atas ekspor, atau bukti devisa hasil
ekspor.
Ketentuan penyerahan salinan cetak dokumen pendukung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila
telah tersedia dalam SKP.
Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung
dilakukan secara daring melalui pertukaran data
elektronik ke dalam SKP.
Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara
daring, laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam
bentuk salinan digital (softcopy) disertai lembar cetak
BCL.KT 03 dan dokumen pendukung.
Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 merupakan
laporan hasil rekonsiliasi terhadap dokumen pabean
ekspor dan outward manifest dengan mencocokkan
elemen data berupa nomor dan tanggal dokumen pabean
ekspor dalamn SKP.
Dalam hal 7 (tujuh) hari setelah tanggal perkiraan ekspor
hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat {6)
kedapatan tidak sesuai, SKP  memberitahukan
ketidaksesuaian melalui notifikasi tidak rekon.
Berdasarkan notifikasi tidak rekon sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), IKM menginput data PEB pada
SKP dan menyerahkan atau mengunggah dokumen:
a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
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b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;

c. Invoice;

d. Packing list; dan

e. House B/L atau AWB.

IKM wajib mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dalam SKP atau menyerahkan ke Kantor
Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk  melakukan penelitian atas dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan memberikan
persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya
dokumen dengan lengkap dan sesuai dalam SKP.
Ketentuan penyerahan salinan cetak bukti realisasi ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak
berlaku dalam hal data telah tersedia pada SKP.

(12) Terhadap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor

Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk

melakukan penelitian:

a. kebenaran pengisian laporan pertanggungjawaban
Barang dan Bahan {BCL.KT 03);

b. kesesuaian dokumen pemberitahuan pabean impor,
dokumen pemberitahuan pabean pemasukan,
dokumen pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau
dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor, yang dilaporkan dengan data pada SKP atau
data pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

c. pemenuhan persyaratan pencantuman keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM pada dokumen
pemberitahuan pabean impor, dokumen
pemberitahuan pabean pemasukan, dokumen
pemberitahuan pabean ekspor, dan/atau dokumen

pemberitahuan pabean penyelesaian barang asal
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impor yang mendapat kemudahan impor tujuan
ekspor;

. pemenuhan persyaratan pemberitahuan | ekspor
sebagai kategori ekspor dengan fasilitas KITE IKM pada
dokumen pemberitahuan pabean ekspor;

kesesuaian jenis Barang dan Bahan yang dilaporkan
dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan
Bahan (BCL.KT 03} dengan jenis Barang dan Bahan
yang diimpor dan/atau dimasukkan;

ketersediaan saldo Barang dan Bahan yang dilaporkan
dalam laporan pertanggungjawaban Barang dan Bahan
(BCL.KT 03} dibandingkan dengan jumlah Barang dan
Bahan yang harus dipertanggungjawabkan;

kesesuaian jumlah dan jenis Hasil Produksi yang
dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban Barang
dan Bahan (BCL.KT 03} dengan jumlah dan jenis Hasil
Produksi dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
. kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan
Rusak, barang dalam proses (work in process) rusak,
Hasil Produksi Rusak yang dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban Barang dan Bahan (BCL.KT 03)
dengan jumlah dan jenis tersebut dalam dokumen
pemberitahuan pabean penyelesaian, dalam hal
terdapat penyelesaian dengan cara dimusnahkan,
dirusak, dan/atau dijual;

kesesuaian jumlah dan jenis Barang dan Bahan
Rusak, Barang dan Bahan sisa atau tidak sesuai
dengan spesifikasi yang dibutuhkan yang dilaporkan
dalam laporan ' pertanggungjawaban Barang dan
Bahan (BCL.KT 03) dengan jumlah dan jenis barang
tersebut dalam dokumen pemberitahuan pabean
penyelesaian, dalam hal terdapat penyelesaian dengan
cara diekspor kembali atau dikembalikan;

pemenuhan waktu realisasi ekspor dan/atau waktu
penyelesalan Barang dan Bahan terhitung sejak
tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor
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dan/atau pemberitahuan pabean pemasukan sesuai
dengan periode KITE IKM.

(13) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat
dilakukan dengan menggunakan SKP.

(14) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (12) kedapatan sesuai, atas laporan
pertanggungjawaban diberikan register.

(15) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
é.yat (12)  kedapatan tidak  sesuai, laﬁoran
pertanggungjawaban dikembalikan.

(16) Laporan hasil penelitian realisasi ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, sesuai contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf
A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

(17) Laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan
(BCL.KT 03) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Penelitian Laporan Pertanggungjawaban IKM

Pasal 51
(1) Terhadap Ilaporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) yang telah mendapatkan
register, Pejabat Bea dan Cukai:
a. meneliti pemenuhan periode KITE IKM dengan
membandingkan:

1. jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau
pemasukan atau dokumen pendistribusian (SSTB-
IKM 01) dengan tanggal:

a) dokumen pemberitahuan pabean ekspor,

Penyerahan Produksi IKM, atau dokumen
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penyerahan Hasil Produksi IKM kepada
Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02); atau

b) pemberitahuan pabean ekspor dan/atau
pengembalian, dalam hal terdapat Barang
dan/atau Bahan Yang Rusak atau reject yang
diekspor kembali atau dikembalikan; dan/atau

2. jangka waktu tanggal pendaftaran dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan atau
dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01) dengan tanggal:

a) dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor dan berita acara pemusnabhan
untuk Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject,
barang dalam proses (work in process) rusak, atau
Hasll Produksi Rusak yang dimusnahkan;

b) dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor untuk Barang dan/atau Bahan
Rusak atau reject, barang dalam proses (work
in process) rusak, atau Hasil Produksi Rusak
yang dikembalikan atau dijual; atau

¢) dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor untuk Hasil Produksi yang dijual
kepada pihak lain di tempat lain dalam daerah

pabean sesuai kuota;

b. meneliti kesesuaian data antara dokumen

pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan
dengan dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01);

menguji kebenaran ekspor atau Penyerahan Produksi
IKM berdasarkan dokumen pemberitahuan pabean
ekspor, Penyerahan Produksi IKM, dan/atau dokumen
penyerahan Hasil Produksi IKM kepada Konsorsium
KITE (SSTB-IKM 02) serta dokumen yang
membuktikan adanya transaksi ekspor, yaitu laporan
hasil penelitian realisasi ekspor dan dokumen bukti

transaksi pembayaran atas ekspor seperti rekening
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koran, bukti transfer pembayaran atas ekspor, atau

bukti devisa hasil ekspor.

meneliti pemakaian Barang dan/atau Bahan pada

laporan pertanggungjawaban dengan:

1.

meneliti jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan

yang dilaporkan dalam BCL.KT 03 dengan jumlah

dan jenis Barang dan/atau Bahan dalam dokumen

pemberitahuan impor atau pemasukan

berdasarkan data pada:

a. SKP; dan/atau

b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01),
dalam hal Barang dan/atau Bahan berasal dari
Konsorsium KITE; |

meneliti jumlah dan jenis Hasil Produksi yang

dilaporkan dalam BCL.KT 03 dengan jumlah dan

jenis Hasil Produksi dalam dokumen

pemberitahuan pabean ekspor atau Penyerahan

Produksi IKM berdasarkan data pada: '

a. SKP; dan/atau

b. dokumen penyerahan Hasil Produksi IKM
kepada Konsorsium KITE (SSTB-IKM 02),
dalamm hal Hasil Produksi diekspor atau
dilakukan Penyerahan Produksi IKM melalui
Konsorsium KITE; dan

meneliti jumlah dan jenis Barang dan/atau Bahan

Rusak atau reject, barang dalam proses (work in

process) rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang

dilaporkan dalam BCL.KT 03, dengan jumlah dan

jenis Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject,

* barang dalam proses (work in process) rusak, atau

Hasil Produksi Rusak berdasarkan:

a. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor dan berita acara pemusnahan
untuk Barang dan/atau Bahan Rusak atau

reject, barang dalam proses (work in process)
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rusak, atau Hasil Produksi Rusak yang
dimusnahkan; atau
b. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang
asal impor yang mendapat kemudahan impor
tujuan ekspor untuk Barang dan/atau Bahan
Rusak atau reject, barang dalam proses (work
in process) rusak, atau Haslil Produksi Rusak
yang dikembalikan atau dijual; dan/atau
4. meneliti jumlah dan jenis Hasil Produksi yang
dilaporkan dalam BCL.KT 03, dengan jumlah dan
jenis Hasil Produksi dalam dokumen
pemberitahuan penyelesaian barang asal impor
yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor
untuk Hasil Produksi yang dijual kepada pihak lain
di tempat lain dalam daerah pabean sesuai kuota.

e. meneliti nilai tambah Hasil Produksi dengan
membandingkan nilai CIF impor Barang dan/atau
Bahan dan nilai FOB ekspor Hasil Produksi.

Keglatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan menggunakan SKP.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai

yang ditunjuk memberikan keputusan berupa:

a. menyetujui seluruhnya;

b. menyetujui sebagian; atau

c. menolak seluruhnya.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan

dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

kerja terhitung sejak laporan pertanggungjawaban
mendapatkan register.

Terhadap Barang dan/atau Bahan yang disetujui laporan

pertanggungjawabannya, berlaku ketentuan:

a. dilakukan penyesuaian jumlah kuota jaminan yang
telah dipotong dengan menerbitkan surat penyesuaian
kuota jaminan (SPKJ); dan/atau

b. jaminan dikembalikan atau dilakukan penyesuaian

Jaminan dengan menerbitkan surat pemberitahuan
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penyesuaian jaminan (SPPJ), dalam hal dipertaruhkan
jaminan.

Terhadap Barang dan/atau Bahan yang ditolak laporan

pertanggungjawabannya, IKM wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian

fasilitas KITE IKM menerbitkan surat penetapan pabean

(SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6).

Surat penetapan pabean (SPP) disampaikan kepada

penjamin/surety dalam hal penyelesaian kewajiban

pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.

Surat penyesuaian kuota jaminan (SPKJ) sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a sesuai contoh format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Surat pemberitahuan penyesuaian jaminan (SPPJ)

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sesuai

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 52
Cara penghitungan atas bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk
pembalasan dilakukan secara proporsional untuk penyesuaian
kembali jumlah kuota jaminan yang telah dipotong,
penyesuaian  jaminan, atau  pengembalian jaminan
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 51 ayat (5) sesuai contoh
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf E yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta

Barang Contoh oleh Konsorsium KITE

Pasal 53

(1) Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban pendistribusian Barang dan/atau
Bahan, Mesin, serta Barang Contoh, kepada Kepala Kantor
Pabean penerbit keputusan penetapan  sebagai
Konsorsium KITE.

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
berakhirnya periode pendistribusian. .

(3) Kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi dalam
hal telah diterima lengkap dan terdapat kesesuaian
data antara laporan pertanggungjawaban dengan
lampiran.

(4) Dalam hal Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), fasilitas KITE IKM terhadap
Konsorsium KITE dibekukan.

(5) Dalam hal IKM tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban dalam jangka waktu 14 (empat belas)
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hari kerja sejak tanggal pembekuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), IKM wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan

sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat penetapan

pabean (SPP) sebagai dasar penagihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5).

Pasal 54

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1)  Tberupa laporan
pertanggungjawaban atas pendistribusian = Barang
dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh (BCL.KT
04).

Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilampiri dengan dokumen
pendukung berupa:

a. dokumen pemberitahuan pabean impor dan/atau

pemasukan; dan |

b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01}.
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Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan dokumen pendukung dikirim secara
daring melalui pertukaran data elektronik ke dalam SKP.
Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan secara
daring, laporan pertanggungjawaban disampaikan dalam
bentuk salinan digital (softcopy) disertai lembar cetak
BCL.KT 04 dan dokumen pendukung.

Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai dan/atau

SKP :

a. menerima laporan pertanggungjawaban;

b. melakukan  penelitian kelengkapan  dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c. melakukan validasi serta mencetak tanda terima
(register), dalam hal berkas laporan
pertanggungjawaban lengkap; dan

d. mengembalikan berkas laporan pertanggungjawaban
kepada Konsorsium KITE disertai dengan alasan,
dalam hal laporan pertanggungjawaban tidak lengkap.

Laporan pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan

(BCL.KT 04) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai

contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima

Penelitian Laporan Pertanggungjawaban Barang dan/atau
Bahan, Mesin, serta Barang Contoh oleh Konsorsium KITE

(1)

Pasal 55
Terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang telah diterima
lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP:
a. meneliti  pemenuhan persyaratan pencantuman
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE pada

kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor atau



(2)
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kolom penerima  barang dalam dokumen

pemberitahuan pabean barang impor dan/atau

pemasukan;

b. meneliti pemenuhan periode pendistribusian dengan
membandingkan jangka waktu tanggal pendaftaran
dokumen pemberitahuan pabean barang impor atau
pemasukan dengan tanggal dokumen pendistribusian
(SSTB-IKM 01);

c. menguji kebenaran pendistribusian barang sesuai
dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01); dan

d. meneliti laporan pertanggungjawaban dengan:

1. membandingkan jenis dan jumlah Barang
dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh yang
dilaporkan dalam BCL.KT 04 dengan jenis barang
yang dilmpor dan/atau dimasukkan berdasarkan
data pada SKP; dan

2. membandingkan jenis dan jumlah Barang
dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh yang
dilaporkan dalam BCL.KT 04 dengan jumlah dan
jenis barang  dalam  lembar dokumen
pendistribusian (SSTB-IKM 01) peruntukan Kantor
Pabean penerbit keputusan penetapan sebagai
Konsorsium KITE yang telah diserahkan
sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai

yang ditunjuk memberikan keputusan berupa:

a. menyetujui seluruhnya;

b. menyetujui sebagian; atau

c. menolak seluruhnya.

Keputusan menerima atan menolak laporan

pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga

puluh} hari  kerja  terhitung  sejak  laporan

pertanggungjawaban mendapatkan register.
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Putusan atas laporan pertanggungjawaban berupa
menyetujui sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan dalamn hal:

a. terdapat sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang
Contoh serta Mesin yang tidak terbukti dilakukan
pendistribusian dan sebagian Barang dan/atau
Bahan, Barang Cdntoh serta Mesin terbukti dilakukan
pendistribusian sesuai periode pendistribusian;
dan/atau

b. seluruh Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta
Mesin terbukti dilakukan pendistribusian tetapi
terdapat sebagian Barang dan/atau Bahan, Barang
Contoh serta Mesin yang pendistribusiannya tidak
sesuai periode pendistribusian.

Putusan atas laporan pertanggungjawaban berupa

menolak seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ disampaikan dalam hal distribusi Barang

dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin tidak
terbukti dan/atau distribusi Barang dan/atau Bahan,

Barang Contoh serta Mesin tidak sesuai periode

pendistribusian.

Terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta

Mesin yang disetujui laporan pertanggungjawabannya,

Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan

BCL.KT 04.

Surat persetujuan BCLKT 04 menjadi dasar untuk

menyesuaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang

Contoh serta Mesin yang harus dipertanggungjawabkan.

Terhadap Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta

Mesin yang ditolak laporan pertanggungjawabannya, tidak

diberikan fasilitas KITE IKM dan/atau fasilitas

pembebasan Mesin atau Barang Contoh, dan Konsorsium

KITE wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah;
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b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

¢. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-

- undangan di bidang perpajakan. ‘

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tidak dapat
dikreditkan. '

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan

sebagai Konsorsium KITE menerbitkan surat penetapan

pabean (SPP} sebagai dasar penagihan sebagaimana

dimaksud pada ayat (8).

Surat penetapan pabean (SPP) disampaikan kepada

penjamin/surety dalam hal penyelesaian kewajiban

pembayaran dilakukan melalui pencairan jaminan.

Surat persetujuan BCL.KT 04 sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) sesuai contoh format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran III huruf G yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal

ini.

Bagian Keenam

Pelaporan Realisasi Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM

(1}

(2)

oleh Konsorsium KITE

Pasal 56

Konsorsium KITE wajib menyampaikan laporan bulanan
realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM atas
Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan
Produksi IKM melalui Konsorsium KITE.

Laporan disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean
penerbit keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE
paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
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Dalam hal tanggal 5 (lima) adalah hari libur, laporan
disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan
dalam periode waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut, fasilitas
KITE IEKM terhadap Konsorsium KITE dibekukan.

Laporan bulanan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan
Produksi IKM sesuai contoh format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III huruf H yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX

IMPOR ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

Bagian Pertama
Impor atau Pemasukan Kembali Hasil Produksi

Pasal 57
Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan
Penyerahan Produksi IKM. dapat diimpor kembali
dan/atau dimasukkan kembali karena alasan tertentu,
dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut:
a. diimpor kembali untuk diperbaiki (rework);
b. ditolak oleh pembeli di luar negeri (reject); atau
¢. kondisi kahar (force majeure) di negara tujuan ekspor.
Hasil Produksi yang diimpor kembali atau dimasukkan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diekspor kembali atau dilakukan Penyerahan Produksi
IKM dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak tanggal pemberitahuan pabean impor/pemasukan
kembali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan Kepala
Kantor Pabean.
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Pasal 58

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 ayat (1), IKM mengajukan permohonan

kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dengan
menyebutkan alasan dan disertai dokumen pendukung.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain berupa:

a. salinan cetak (hardcopy) dokumen pemberitahuan
pabean ekspor (BC 3.0 atau BC 3.3) beserta dokumen
pelengkap pabean, persetujuan ekspor, dan/atau
Laporan Hasil Pemeriksaan dalam hal penyelesaian
berupa ekspor Hasil Produksi;

b. salinan cetak SSTB atau dokumen pemberitahuan
pabean penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4) dalam hal
penyelesaian berupa Penyerahan Produksi IKM: dan

c. bukti pendukung alasan impor kembali berupa:

1. perintah kerja atau bukti lain terkait adanya
permintaan reworlg

2. bukti penolakan dari pembeli;

3. bukti yang menunjukkan kondisi kahar di tempat
asal; atau

4. bukti-bukti lain yang mendukung alasan impor
kembali Hasil Produksi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan secara elektronik.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dapat disampaikan secara elektronik,

permohonan disampaikan secara tertulis.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk melakukan penelitian terhadap berkas

permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dalam waktu paling lambat:
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é. 5 (lima) jam setelah permohonan diterima lengkap
secara elektronik; atau

b. 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap
secara tertulis.

Dalam hal permmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat

persetujuan impor kembali dengan pembebasan dari kewajiban
pembayaran Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat

pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan

penolakan,

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disetujui dan Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan

kembali belum disampaikan laporan

pertanggungjawabannya, Kepala Kantor Pabean atau

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:

a. melakukan perpanjangan batas waktu penyampaian
laporan pertanggungjawaban paling lama sampai
dengan berakhirnya batas waktu ekspor kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)
ditambah 60 (enam puluhj hari;

b. menyampaikan kepada IKM untuk melakukan
perpanjangan waktu jaminan dalam hal terdapat
penyerahan jaminan;

¢. memberikan catatan atas persetujuan impor kembali
pada pemberitahuan pabean ekspor dalam SKP; dan

d. menatausahakan berkas persetujuan impor kembali
untuk bahan monitoring realisasi ekspor kembali.

Surat permohonan impor/pemasukan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan impor/pemasukan kembali

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai contoh

sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf J yang
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merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Pasal 59

Atas Hasil Produksi yang diimpor kembali dan/atau

dimasukkan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal

58 ayat (1), berlaku ketentuan:

a. dalam hal laporan pertanggungjawaban telah
disampaikan dan disetujui, IKM wajib menyerahkan
jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka
impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang
yang diimpor kembali; atau

b. dalam hal laporan pertanggungjawaban belum
disampaikan, diberikan pembebasan Bea Masuk serta
tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

diserahkan dalam hal nilai pungutan Bea Masuk serta

pajak dalam rangka impor atas impor kembali atau
pemasukan kembali Hasil Produksi melebihi saldo kuota

jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).

Atas impor kembali Hasil Produksi sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1):

a. I[KM:

1. memberitahukan dengan menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean impor;

2. mencantumkan nomor dan tanggal surat
persetujuan impor kembali Hasil Produksi pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas;

3. mengisi  pilihan “barang  reimpor  yang
mendapatkan fasilitas KITE” pada kolom 33
Keterangan Fasilitas dan Persyaratan;

4. melampirkan surat persetujuan impor/pemasukan
kembali Hasil Produksi; dan

5. menyerahkan jaminan dalam hal terdapat
penyerahan jaminan;

b. belum berlaku ketentuan pembatasan;
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¢. dilakukan pemeriksaan pabean; dan
d. impor kembali kembali dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
(4) Atas pemasukan kembali Hasil Produksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1):
a. IKM: .

1. memberitahukan dengan menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean impor dari Tempat
Penimbunan Berikat;

2. mencantumkan nomor dan tanggal surat
persetujuan impor kembali Hasil Produksi pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan
persyaratan/fasilitas serta mengisi pilihan “barang
reimpor yang mendapatkan fasilitas KITE" pada
kolom 37 Keterangan Fasilitas dan Persyaratan,
dalam hal pemasukan kembali dari Pusat Logistik
Berikat;

3. mencantumkan nomor dan tanggal surat
persetujuan impor kembali Hasil Produksi pada
lembar dokumen pelengkap pabean serta mengisi
pilihan “barang reimpor yang mendapatkan
fasilitas KITE” pada kolom 17 Fasilitas Impor,
dalam hal pemasukan kembali dari Tempat
Penimbunan Berikat selain Pusat Logistik Berikat:

4. melampirkan surat persetujuan impor/pemasukan
kembali Hasil Produksi; dan

5. menyerahkan jaminan dalam hal terdapat
penyerahan jaminan;

b. belum berlaku ketentuan pembatasan;
dilakukan pemeriksaan pabean; dan

ci. pemasukan kembali kembali dilaksanakan sesuai
dengan  peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran Barang

Impor dari Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor

untuk Dipakai dan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai Tata Laksana Pengeluaran
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Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk
Diimpor untuk Dipakai.

Bagian Kedua

Ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM atas Hasil

(1)

2

(3)

(1)

Produksi yang diimpor kembali

Pasal 60
Ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (3), IKM:
a. menggunakan dokumen pemberitahuan pabean ekspor;
b. mengisi pilihan “reekspor” pada kolom jenis ekspor;
¢. mengisi pilihan “umum” pada kolom kategori ekspor; dan
d. mencantumkan nomor dan tanggal pemberitahuan
pabean ekspor atas Hasil Produksi yang diberikan
persetujuan untuk diimpor kembali pada lembar
lanjutan dokumen pelengkap pabear.
Penyerahan Produksi IKM sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57 ayat (3) kepada Toko Bebas Bea dan Kawasan
Berikat, IKM menggunakan dokumen pemberitahuan
penyelesaian barang asal impor yang mendapat
kemudahan impor tujuan ekspor (BC 2.4).
Tata cara ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM
atas Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) atau (2) mengikuti
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
mengatur mengenai ekspor atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Tempat

Penimbunan Berikat.

Pasal 61
IKM wajib menyampaikan laporan realisasi atas ekspor
kembali atau Penyerahan Produksi IKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada Kepala Kantor
Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
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sejak berakhirnya batas waktu ekspor kembali dengan

melampirkan:

a. dokumen pemberitahuan pabean impor kembali atau
pemasukan kembali Hasil Produksi; dan

'b. dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil

Produksi atau Penyerahan Produksi JKM.

Atas laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan

memberikan:

a. persetujuan dalam hal dapat dibuktikan barang yang
diekspor kembali atau dilakukan Penyerahan Produksi
IKM merupakan Hasil Produksi yang diimpor kembali
atau dimasukkan kembali; atau

b. penolakan disertai dengan alasan penolakan,

dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung

sejak laporan diterima secara lengkap.

Atas laporan realisasi ekspor yang diberikan persetujuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku

ketentuan:

a. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor
kembali atau dimasukkan kembali laporan
pertanggungjawabarnnya telah disampailkan dan
disetujui, kuota jaminan disesuaikan dan/atau
jaminan dikembalikan; atau

b. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor
kembali atau dimasukkan kembali laporan
pertanggungjawabannya belurn disampaikan:

1. laporan realisasi ekspor menjadi dasar penelitian
laporan pertanggungjawaban;

2. laporan pertanggungjawaban disampaikan paling
lammbat sampai dengan berakhirnya batas waktu
ekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 ayat (3) ditambah 60 (enam puluh) hari; dan

3. mengikuti tata cara penyampaian laporan
pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 50.
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Dalam hal IKM tidak melakukan ekspor kembali atau
Penyerahan Produksi IKM sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) atau tidak
menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
a. dalam hal Hasil Produksi yang pada saat diimpor
kembali atau dimasukkan kembali laporan
pertanggungjawabannya telah disampaikan dan
disetujui, IKM wajib melunasi Bea Masuk serta pajak
dalam rangka impor yang terutang; atau
b. dalam hal Hasil Produksi yéng pada saat diimpor
kembali atau dimasukkan kembali laporan
pertanggungjawabannya belum disampaikan, laporan
pertanggungjawaban ditolak.
Kepala Kantor Pabean melakukan penetapan sebagai
dasar penagihan atas kewajiban pelunasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pajak dalam rangka impor berupa Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a tidak dapat dikreditkan.
Laporan realisasi atas ekspor kembali atau Penyerahan
Produksi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III huruf
K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
huruf a sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran Il huruf L yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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BAB X
FASILITAS PEMBEBASAN MESIN IKM

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan Mesin

Pasal 62
Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau
pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (5), IKEM mengajukan permohonan kepada Kepala
Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhadap impor Mesin yang pertama dilampiri dengan
paparan mengenal keterkaitan jenis dan fungsi Mesin
dengan proses produksi IKM. |
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
fmpor Mesin yang kedua dan berikutnya dilampiri dengan:
a. paparan mengenai keterkaitan jenis dan fungsi Mesin
dengan proses produksi IKM; dan
b. laporan realisasi ekspor hasil produksi menggunakan
mesin yang telah diimpor sebelumnya.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk:
a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
b. meneliti kesesuaian dan keterkaitan antara Mesin
dengan proses produksi IKM; dan/atau
c. meneliti realisasi ekspor hasil produksi dalain hal
impor Mesin yang kedua dan berikutnya.
Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan
atau penolakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan diterima.
Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan pada
saat pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau

pemasukan Mesin.
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Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan
mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (4) wajib:
a. dipasang di lokasi produksi yang tercantum dalam

keputusan pemberian fasilitas KITE IKM;
b. dicatat dalam Modul KITE IKM;

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor:

1. digunakan untuk proses produksi; dan

2. digunakan untuk memproses hasil produksi

tujuan ekspor.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Mesin
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pemindahtanganan Mesin

Pasal 63
Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dengan
mendapat fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {4) dapat dipindahtangankan
setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diimpor
dan/atau dimasukkan dengan persetujuan Kepala Kantor
Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada IKM lain berlaku ketentuan:
a. dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk dan tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah dalam rangka impor yang terutang;
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IKM wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai

peraturan pérundang-undangan di bidang perpajakan.

Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan

dan/atau perpajakan sesuai ketentuan perundang-

undangan, diberikan fasilitas:

a.
b.

Bea Masuk;

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka
impor; dan/atau

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah penyerahan

dalam negeri,

sesuai dengan fasilitas yang dimilild oleh penerima Mesin.

Pemindahtanganan Mesin kepada pihak lain di tempat lain
dalam daerah pabean, dalam hal telah digunakan:
a. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat)

tahun sejak diimpor dan/atau dimasukkan, IKM wajib:
1. membayar Bea Masuk yang dihitung berdasarkan

nilai pabean, Klasifikasi, dan pembebanan tarif
yang berlaku pada saat diimpor;

membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dalam rangka impor yang dihitung
berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat
barang diimpor; dan

memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan membuat faktur pajak sesuai
peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.
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b. lebih dari 4 (empat) tahun sejak diimpor dan/atau
dimasukkan:

1. dibebaskan dari pembayaran Bea Masuk dan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam
rangka impor yang terutang; dan

2. IKM wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah dan membuat faktur pajak
sesual peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Dalam hal Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan

dengan fasilitas pembebasan Mesin tidak sesuai dengan

tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)

dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan

pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), ayat (3}, dan ayat (4), IKM wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dapat dikreditkan.

Pasal 64
Untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan
Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1),
IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor
Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.



(2)

3)

(4)

(5)

(6)

- 106 -

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan:

a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor
dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap;:

b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal
Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui
Konsorsium KITE; dan

c. keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau
dokumen perizinan terkait pemberian fasilitas
kepabeanan dan/atau perpajakan, yang dimiliki oleh
perusahaan penerimma Mesin, dalam hal Mesin
dipindahtangankan kepada IKM lain atau pihak yang
mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan
sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang

ditunjuk:

a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan; dan

b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas
permohonan.

Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau

penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja

sejak permohonan diterima.

Terhadap permohonan yang disetujui:

a. dalam hal pemindahtanganan Mesin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), ayat (3), atau ayat
(4) huruf a, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat
persetujuan;

b. dalam hal pemindahtanganan Mesin sebagaimana
dimaksud pada Pasal 63 ayat (4) huruf b, Kepala
Kantor Pabean menerbitkan keputusan pembebasan
Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas impor IKM yang terutang;

Surat persetujuan atau keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) dilampirkan pada saat pengajlian
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pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang
mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.
Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan mengikuti
peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai
kepabeanan di bidang impor.

Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (3) dilaksanakan mengikuti peraturan
perundang-undangan  yang mengatur  mengenai
kepabeanan di bidang impor dan/atau Tempat
Penimbunan Berikat.

IKM mencatat pemindahtanganan Mesin dalam Modul
KITE TKM.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan pemindahtanganan Mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (5} huruf a sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf D yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf E yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 65

IKM dibebaskan dari tanggung jawab Bea Masuk serta
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka
impor yang terutang, dalam hal Mesin diekspor dan/atau
diekspor kembali.

Mesin yang diimpor dan/atau dimasukkan dan diberi
fasilitas Pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) dapat diekspor kembali atau dikembalikan
karena retur dan/atau afkir (reject).
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Ekspor dan/atau ekspor kembali sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ekspor kembali atau pengembalian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean penerbit
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), IKM mengajukan permohonan kepada

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian

fasilitas KITE IKM dengan dilampiri:

a. dokumen pemberitahuan pabean barang impor
dan/atau pemasukan dan dokumen pelengkap;
dan/atau

b. dokumen pendistribusian (SSTB-IKM 01), dalam hal
Mesin diimpor dan/atau dimasukkan melalui
Konsorsium KITE.

Atas permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan

Cukai yang ditunjuk:

a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;

b. meneliti kesesuaian dan kebenaran data dalam berkas
permohonan; dan

¢. dalam hal diperlukan, dapat melakukan pemeriksaan
fisik terhadap Mesin.

Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan

atau penolakan dalam waktu paling lambat 5 (lima} hari

kerja sejak permohonan diterima.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean

ekspor atau pemberitahuan penyelesaian barang asal
impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor.

Ekspor, ekspor kembali, atau pengembalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2) dilaksanakan

mengikuti  peraturan  perundang-undangan yang
mengatur mengenai kepabeanan di bidang ekspor atau

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
tempat penimbunan berikat.
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1IKM mencatat ekspor, ekspor kembali, dan pengembalian
Mesin dalam Modul KITE 1KM.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur J enderal ini.

BAB XI
BARANG CONTOH

Bagian Pertama

Impor dan/atau Pemasukan Barang Contoh

' Pasal 66
Untuk mendapatkan persetujuan impor dan/atau
pemasukan Barang Contoh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (5), IKM mengajukan surat permohonan
kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan paparan mengenai keterkaitan Barang
Contoh dengan hasil produksi tujuan ekspor.
Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk:
a. memeriksa kelengkapan berkas permohonan;
b. meneliti keterkaitan antara Barang Contoh dengan
hasil produksi tujuan ekspor; dan
c. meneliti kewajaran dan menentukan jumlah Barang
Contoh.
Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan
atau penolakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak permohonan diterima.
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Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilampirkan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean
impor dan/atau pemasukan.

Barang Contoh yang diimpor dan/atau dimasukkan
dengan mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) wajib:

a. disimpan di lokasi produksi yang tercantum dalam
 data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM; dan

b. dicatat dalam Modul KITE IKM.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf F yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. |
Surat persetujuan impor dan/atau pemasukan Barang
Contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai
contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Barang Contoh

Pasal 67
Pertanggungjawaban atas impor dan/atau pemasukan
berupa Barang Contoh telah terpenuhi sepanjang:
a. Barang Contoh telah digunakan untuk menunjang proses
produksi sehingga menghasilkan Hasil Produksi; dan
b. Hasil Produksi telah diekspor atau dilakukan
Penyerahan Produksi IKM.
IKM harus menyampaikan pemberitahuan atas ekspor
Hasil Produksi atau Penyerahan Produksi IKM yang
menggunakan Barang Contoh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa laporan pertanggungjawaban
penggunaan Barang Contoh kepada Kepala Kantor Pabean
yang menerbitkan keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM.
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(3} Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara elektronik.

(4} Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat disampaikan secara -elektronik,
permohonan disampaikan secara tertulis.

(5) Dalam hal Barang Contoh terbukti telah dijual sebelum
dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), IKM wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Barang dan/atau Bahan yang terutang;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

¢. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf H yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI, DAN AUDIT

Bagian Pertama

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 68
(1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk harus melakukan:
a. monitoring dan evaluasi terhadap IKM atau
Konsorsium KITE secara periodik dan/atau sewaktu-

waktu berdasarkan manajemen risiko; dan
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b. monitoring khusus terhadap Mesin yang mendapat
fasilitas pembebasan Mesin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) secara periodik paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan kegiatan asistensi dan

pembinaan terhadap IKM atau Konsorsium KITE.

IKM dan Konsorsium KITE wajib:

a. menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan

b. memberikan akses Modul KITE IKM.

Monitoring dan evaluasi khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (1} huruf b dilakukan sampai dengan masa

berakhirnya kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam rangka impor

Mesin yang terutang.

Pelaksanaan  monitoring dan  evaluasi khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring dan
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
dan

b. meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. pemeriksaan fisik keberadaan Mesin;

2. pemeriksaan penggunaan Mesin; dan

3. pemenuhan ketentuan fasilitas pembebasan
Mesin.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

a. digunakan sebagai dasar pembekuan atau pencabutan
fasilitas KITE IKM;

b. digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut oleh
Kepala Kantor Pabean, atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk; |

¢. disampaikan kepada unit audit dan/atau unit

pengawasan sebagai infomasi awal; dan/atau



(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

-113 -

d. digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi
pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2).

Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) direkam ke dalam SKP,

Dalam hal SKP belum tersedia atau terjadi gangguan,

laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan secara

tertulis kepada Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di

bidang fasilitas kepabeanan dan ditembuskan kepada

Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditemukan

barang yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2) yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan, IKM atau Konsorsium

KITE wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan  yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

c. sanksi administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

éebagahnana dimaksud pada ayat (9) huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Pelunasan atau penyelesaian lainnya atas tagihan

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat digunakan

sebagai pertanggungjawaban penyelesaian Barang
dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan/atau Mesin.

Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan

pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai
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yang ditunjuk melakukan kegiatah monitoring terhadap
realisasi ekspor kembali atau Penyerahan Produksi IKM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).

Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai
yang ditunjuk melakukan monitoring terhadap
pertanggungjawaban atas impor atau pemasukan Barang
Contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1).
Tata cara monitoring dan evaluasi dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal mengenai
pelaksanaan monitoring dan/atau evaluasi terhadap

perusahaan penerima fasilitas kepabeanan,

Bagian Kedua

Audit Kepabeanan

Pasal 69

Dalam rangka menguji kepatuhan 1KM dan Konsorsium

KITE atas ketentuan penggunaan fasilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau ayat (2},

dilaksanakan audit kepabeanan.

Lingkup audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling kurang meliputi pemeriksaan atas:

a. kebenaran impor dan/atau pemasukan Barang
dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin;

b. jumlah pemakaian Barang dan/atau Bahan untuk
membuat Hasil Produksi;

¢. kebenaran ekspor dan/atau Penyerahan Produksi
IKM;

d. kebenaran tujuan pemanfaatan Barang Contoh;

e. kebenaran tujuan pemanfaatan Mesin;
kebenaran pendistribusian Barang dan/atau Bahan,
Barang Contoh, dan Mesin oleh Konsorsium KITE
dalam hal impor dan/atau pemasukan Barang
dan/atau Bahan, Barang Contoh, dén Mesin

dilakukan melalui Konsorsium KITE:; dan
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g. kebenaran ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM
Hasil Produksi IKM oleh Konsorsium KITE dalam hal
ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM dilakukan
melalui Konsorsium KITE.

Dalam hal hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditemmukan barang yang mendapat fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau

Pasal 2 ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,

IKM atau Konsorsium KITE wajib melunasi:

a. Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewabh:;

b. sanksi administrasi berupa denda sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pengenaan sanksi administrasi berupa denda di
bidang kepabeanan; dan

c. sanksi adminisirasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Pajak Pertammbahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dilunasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak dapat
dikreditkan.

Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit

keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium

KITE.

Hasil audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) paling kurang memuat rincian:

a. Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM;

b. Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject, yang
dimusnahkan, dijual, direekspor, atau
dikembalikan;

c. Barang dalam proses (work in process) rusak yang

dimusnahkan atau dijual;
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d. Hasil Produksi Rusak yang dimusnahkan atau dijual;
Barang dan/atau Bahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan;

f. keadaan kahar (force majeure) atau kondisi lain
sebagaimana dimmaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan

g. saldo Barang dan/atau Bahan yang belum

~ dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45,

yang menunjuk dokumen pemberitahuan pabean impor

dan/atau pemasukan. |

Hasil audit dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban

penyelesaian Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh,

dan Mesin.

Audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai audit kepabeanan.

BAB XIII
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 70

Kepala Kantor Pabean melakukan pembekuan fasilitas

KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE dalam hal:

a. IKM melakukan perubahan data berupa alamat,
NPWP, penanggung jawab, Barang dan/atau Bahan,
dan/atau Hasil Produksi, tetapi IKM:

1. tidak mengajukan permohonan perubahan data
kepada Kepala Kantor Pabean; atau
2. tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan
- data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (11);

b. Konsorsium KITE melakukan perubahan data alamat,
NPWP, penanggung jawab, dan/atau IKM anggota
Konsorsium KITE, tetapi Konsorsium KITE:

1. tidak mengajukan permohonan perubahan data
kepada Kepala Kantor Pabean; atau
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2. tidak menyampaikan pemberitahuan perubahan
data kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11);

IKM atau Konsorsium KITE tidak menyerahkan
dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (3);
. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyampaikan
laporan pertanggungjawaban dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (8) atau
Pasal 53 ayat (4);
Konsorsium KITE tidak menyampaikan laporan
bulanan realisasi ekspor/atau Penyerahan Produksi
IKM dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (4});
IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala
industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
dan telah mendapatkan penetapan sebagai penerima
fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE
Pengembalian;
IKM telah berkembang sehingga tidak lagi berskala
industri kecil atau menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
dan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian IKM tidak
beralih menjadi fasilitas KITE Pembebasan dan/atau
fasilitas KITE Pengembalian;

. IKM atau Konsorsium KITE tidak menyimpan Barang

dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh di

lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian

fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan kegiatan

impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1}

dan/atau Pasal 2 ayat (2) selama periode 4 (empat)

tahun berturut-turut;
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j. IKM atau Konsorsium KITE diduga melakukan tindak

pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau
cukai dengan bukti permulaan yang cukup
berdasarkan rekomendasi penyidik; dan/atau
k. IKM berubah status menjadi Pengusaha Kawasan
Berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat dan
permohonan izin Kawasan Berikat telah disetujui.
Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE memenuhi Kriteria
pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM atau keputusan penetapan sebagai Konsorsium
KITE menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE KM
terhadap 1IKM atau Konsorsium KITE.
Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk melakukan perekaman surat pembekuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.
Dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau
Konsorsium KITE dibekukan, terhitung sejak tanggal
pembekuan tersebut atas impor dan/atau pemasukan
Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh
tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 2 ayat (2). .
Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan hak IKM atau Konsorsium KITE untuk
melakukan kegiatan kepabeanan lain.
Surat pembekuan fasilitas KITE IKM sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Direktur Jenderal ini.

Pasal 71
Fasilitas KITE IKM yang diberikan kepada IKM atau
Konsorsium KITE dan dibekukan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat
diberlakukan kembali, jika IKM atau Konsorsium KITE
telah:



(2)
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mengajukan permohonan perubahan data secara
lengkap dan diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor
Pabean; atau

menyampaikan pemberitahuan perubahan data
kepada Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a angka 2 atau Pasal 70
ayat (1) huruf b angka 2. |

Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE
yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70

ayat (1) huruf ¢ sampai dengan huruf e dan hurufh sampai
dengan huruf j dapat diberlakukan kembali, jika:

a.

IKM atau EKonsorsium KITE telah menyerahkan
dokumen vyang diperlukan dalam pelaksanaan
monitoring dan evaluasi;

IKM telah menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, atau telah
terdapat penyelesaian terhadap Barang dan/atau
Bahan;

Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf
d, atau telah terdapat penyelesaian terhadap Barang
dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh;
Konsorsium KITE telah menyampaikan laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf
e;

IKM atau Konsorsium KITE telah menyimpan Barang
dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang Contoh di
lokasi yang tercantum dalam keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);

IKM atau Konsorsium KITE akan melakukan impor
dan/atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan/atau Pasal 2 ayat {2), dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan pemberlakuan kembali

kepada Kepala Kantor Pabean; dan/atau
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g. diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan
oleh penyidik.

]i)alam hal IKM atau Konsorsium KITE telah memenuhi
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
atau ayat (3), Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat
pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM.

Kepala Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
melakukan perekaman surat pemberlakuan kembali fasilitas
KITE IKM sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dalam SKP.
Surat pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai contoh
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 72

Kepala Kantor Pabean melakukan pencabutan fasilitas

KITE IKM terhadap IKM atau Konsoréium KITE dalam hal:

a. terhadap IKM atau Konsorsium KITE diterbitkan surat
paksa karena ada tagihan yang tidak dilunasi oleh IKM
atau Konsorsium KITE;

b. IKM atau Konsorsium KITE terbukti telah melakukan
tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

¢. 1IKM atau Konsorsium KITE berubah status menjadi
Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha di
Kawasan Berikat, setelah:

1. laporan pertanggungjawaban atas penyelesaian
Barang dan/atan Bahan mendapatkan putusan; atau
2. penetapan Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta
Barang Contoh menjadi saldo awal persediaan
Kawasan Berikat, dalamn hal tidak terdapat
kewajiban penyampaian laporan
pertanggungjawaban atau tidak terdapat laporan

pertanggungjawaban yang belum mendapatkan
putusan;
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d. IKM beralih menggunakan fasilitas KITE Pembebasan
dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dan dalam hal
Barang dan/atau Bahan dan Hasil Produksi telah
dipertanggungjawabkan;
e. IKM dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
70 ayat (1) huruf g, dan setelah 1 (satu) tahun sejak
dibekukan IKM tidak beralih menggunakan fasilitas
.KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE
Pengembalian;
f. Hasil monitoring khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1} huruf b membuktikan bahwa;:
1. Mesin tidak berada di lokasi dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan keberadaannya; atau

2. IKM tidak rnelakﬁkan realisasi ekspor dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sejak impor dan/atau
pemasukan Mesin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33;

g. IKM atau Konsorsium KITE dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan;

h. IKM atau Konsorsium KITE tidak lagi memenuhi
kriteria dan syarat untuk memperoleh fasilitas KITE
IKM bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b dan huruf f atau Konsorsium KITE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b
dan huruf d;

i. IKM atau Konsorsium KITE tidak melakukan kegiatan
impor atau pemasukan dengan menggunakan fasilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dan/atau Pasal 2 ayat (2) selama periode 2 (dua) tahun
sejak dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 ayat (1) huruf i; dan/atau

J» IKM atau Konsorsium KITE mengajukan permohonan
untuk dilakukan pencabutan fasilitas KITE KM
terhadap IKM atau Konsorsium KITE.

Dalam hal IKM atau Konsorsium KITE memenuhi kriteria

pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Kantor Pabean menerbitkan keputusan pencabutan atas
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keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau keputusan
penetapan sebagai Konsorsium KITE.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk melakukan perekaman keputusan pencabutan
atas keputusan pemberian fasilitas KITE IKM atau
keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam SKP.

Dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap IKM dicabut dengan
alasan selain karena berubah status menjadi Kawasan
Berikat atau dalam hal fasilitas KITE IKM terhadap
Konsorsium KITE dicabut, dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal pencabutan:

a. IKM wajib:

1. melaporkan Barang dan/atau Bahan yang telah
dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 namun belum disampaikan laporan
pertanggungjawabannya;

2. menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan yang
belum dilakukan penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23; dan/atau

3. melunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang terutang atas:

a} Mesin yang belum digunakan untuk proses
produksi atau telah digunakan namun belum
sampai 4 (empat) tahun sejak diimpor atau
dimasukkan ke IKM; dan

b} Barang Contoh yang belum digunakan untuk
proses produksi yang Hasil Produksinya diekspor
atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM;

b. Konsorsium KITE wajib:

1. melaporkan Barang dan/atau Bahan, Mesin,
dan/atau Barang Contoh yang telah didistribusikan
kepada IKM namun belum disampaikan laporan
pertanggungjawabannya; atau

2. mendistribusikan Barang dan/atau Bahan, Mesin,
dan/atau Barang Contoh kepada IKM.
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Saldo Barang dan/atau Bahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a angka 2 diselesaikan dengan: |

a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang terutang;

b. diekspor atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM; atau

c. dikembalikan. |

Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh} hari sejak

tanggal pencabutan:

a. IKM tidak melakukan penyelesaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (4); atau

b. Konsorsium KITE tidak melakukan pendistribusian
Barang dan/atau Bahan, Mesin, dan/atau Barang
Contoh kepada IKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b angka 2,

Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan atas Bea

Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah yang terutang. |

Untuk pelunasan sebagaimana dimaksud pada.ayat (4)

huruf a angka 3, dan penagihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), Kepala Kantor Pabean melakukan

penetapan atas kewajiban pelunasan Bea Masuk dan

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam rangka pencabutan fasilitas KITE IKM terhadap

IKM atau Konsorsium KITE, dapat terlebih dahulu

dilakukan pemeriksaan sederhana oleh Kepala Kantor

Pabean atau audit kepabeanan.

Keputusan pencabutan atas keputusah pemberian fasilitas

KITE IKM atau keputusan sebagai penetapan Konsorsium

KITE sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran IV huruf K yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
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Pasal 73

Dalam hal fasilitas KITE IKM dicabut karena perubahan

status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau Pengusaha

di Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

ayat (1) huruf ¢, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. atas Barang dan/atau Bahan yang telah dilakukan
penyelesaian tetapi belum disampaikan laporan
pertanggungjawaban dan masih dalamn periode KITE
IKM, IKM wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban (BCL.XT 03);

b. atas Barang dan/atau Bahan yang belum dilakukan
penyelesaian sepanjang masih dalam periode KITE IKM'
serta Barang Contoh dan Mesin, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

1. menjadi saldo awal Kawasan Berikat dan
diperlakukan sebagai barang impor dengan
mendapat penangguhan Bea Masuk; dan

2. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah; dan

- ¢. realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM

yang telah dilakukan oleh IKM dapat diperhitungkan

dalarn penentuan batas penjualan hasil produksi dari

Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
Dalam hal IKM akan berubah status menjadi perusahaan
penerima fasilitas Kawasan Berikat, IKM mengajukan
permohonan pembekuan fasilitas KI'I‘E IKM kepada Kepala
Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM.
Atas permohonan sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (2),
Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk menerbitkan surat pembekuan fasilitas KITE IKM

dengan tembusan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.



(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

{11)
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IKM dapat mengajukan pemberlakuan kembali fasilitas
KITE IKM kepada Kepala Kantor Pabean penerbit
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM, dalam hal
permohonan jzin Kawasan Berikat ditolak. |
Dalam hal permohonan izin Kawasan Berikat disetujui,
IKEM mengajukan permochonan kepada Kepala Kantor
Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
untuk dilakukan pencacahan Barang dan/atau Bahan,
Barang Contoh, dan Mesin yang belum diselesaikan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
disampaikan sebelum diberikan izin dimulainya kegiatan
Kawasan Berikat oleh Kepala Kantor Pabean yang
mengawasi Kawasan Berikat.

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk menindaklanjuti’ permohonan pencacahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 5
(ima) hari kerja sejak tanggal ' diterimanya surat
permohonan.

Pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat.

Hasil pencacahan dituangkan dalam berita acara
pencacahan, dengan menyebutkan dokumen
pemberitahuan pabean impor dan/atau pemasukan asal
Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan Mesin.
Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keputusan
tentang penetapan Barang dan/atau Bahan, Barang
Contoh dan Mesin yang dapat menjadi saldo awal
persediaan Kawasan Berikat, berdasarkan berita acara
pencacahan. |

Kepala Kantor Pabean penerbit- keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM mengembalikan jaminan berdasarkan
hasil pencacahan, dalam hal terdapat jaminan yang
dipertaruhkan,



(12)

(13)

(1)

(2)
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Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM melakukan penagihan Bea Masuk dan
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan sanksi
administrasi berupa denda dan sanksi administrasi atas
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, dalam hal berdasarkan hasil pencacahan
ditemukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh dan
Mesin yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM mencabut fasilitas KITE [KM yang
beralih menggunakan fasilitas Kawasan Berikat dalam hal
laporan pertanggungjawaban atas Barang dan/atau
Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah

mendapatkan putusan.

BAB X1V
PERALIHAN FASILITAS

Pasal 74

Dalam hal IKM telah berkembang sehingga tidak lagi
berskala industri kecil atau menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu 2 {dua)
tahun berturut-turut, IKM harus beralih menggunakan
fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE
Pengembalian dengan mengajukan permochonan sesuai
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE
Pengembalian. '

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak
berakhimya jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) IKM tidak beralih menggunakan
fasilitas KITE Pembebasan dan/atau fasilitas KITE
Pengembalian, fasilitas KITE 1IKM dibekukan.



(3)

(1)

(2}

(3)
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Dalam hal IKM beralih menggunakan fasilitas KITE

Pembebasan dan/atau fasilitas KITE Pengembalian dan

telah mendapatkan keputusan fasilitas KITE Pembebasan

dan/atau fasilitas KITE Pengembalian, berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. fasilitas KITE IKM dibekukan;

b. saldo Barang dan/atau Bahan yang belum
dipertanggungjawabkan, harus diselesaikan
berdasarkan ketentuan fasilitas KITE IKM;

¢. dalam hal Barang dan/atau Bahan telah
dipertanggungjawabkan seluruhnya, fasilitas KITE
IKM dicabut; dan

d. terhadap Mesin yang telah diimpor dan/atau
dimasukkan menggunakan fasilitas pembebasan
Mesin, tetap dapat diberikan fasilitas pembebasan
berdasarkan ketentuan fasilitas KITE IKM sepanjang
masih dipergunakan di dalam perusahaan yang
menggunakan fasilitas KITE Pembebasan dan/atau
fasilitas KITE Pengembalian.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75
IKM dan Konsorsium KITE wajib menyelenggarakan
pembukuan paling kurang berupa pendayagunaan Modul
KITE IKM.
Pendayagunaan Modul KITE IKM sesuai tata cara dan
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV
huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal ini.
IKM dan Konsorsium KITE wajib menyimpan dan
memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan
catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
usahanya selama 10 (sepuluh) tahun.



(1)

@
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(1)
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Pasal 76
Impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan
berupa barang kena cukai, dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai cukai.
Ekspor berupa Hasil Produksi yang dikenakan bea keluar,
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pemungutan bea keluar.
Terhadap penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean
berupa:
a. Hasil Produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (1) dan ayat (2);
b. Barang dan/atau Bahan Rusak atau reject,
~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
c. barang dalam proses (work in process) rusak,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
d. Hasil Produksi Rusak, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat {4); dan
e. Sisa proses produksi (waste/scrap), sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5);
f. Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4);
dilakukan pemeriksaan pabean secara  selektif

berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 77

1KM yang telah menerima fasilitas sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 2 ayat (1), dapat memanfaatkan fasilitas
kepabeanan untuk Kawasan Berikat, sepanjang lokasi
yang ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berbeda dengan
lokasi IKM.

Lokasi yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah paling kurang dipisahkan oleh batas yang

permanen.

Pasal 78

Kegiatan pelayanén terkait pemberian fasilitas KITE IKM

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat
dilakukan menggunakan SKP KITE IKM.



- 129 -

(2} Dalam hal SKP KITE IKM mengalami gangguan/tidak
berfungsi atau belum dapat diterapkan, seluruh
pelayanan terhadap fasilitas KITE IKM sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan secara

manual.

Pasal 79

(1) Dalam rangka pengawasan bersama, Direktorat Jenderal
Pajak dapat mengakses Modul KITE IKM setelah
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

(2) Pelaksanaan pemberian akses sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai
pengawasan bersama antara Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dengan Direktorat Jenderal Pajak terhadap

perusahaan penerima fasilitas kepabeanan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 80

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-01/BC/2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertammbahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/ atéu Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil
dan Menengah dengan Tujuan Ekspor dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 81
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
29 September 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

~ttd-
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
1 Umum

£

[

jjanto
12 198912 1 001
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LAMPIRAN [

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CURAL
NOMOR PER-11/BC/2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
KEMUDA!AN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI KECIL
MENENGAII

DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES

'PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

m®00wW»

@

2 2R &=

Permohonan Tertulis Fasilitas KITE IKM

Daftar Isian Permohonan Fasilitas KITE 1KM
Berita Acara Pemeriksaan

Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM

Surat Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama {Key Performance Indicator) serta
Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas KITE IKM

Pencatatan Data Mengenai Dampak Ekonomi Pemberian Fasilitas KITE IKM,
serta Capaian Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Pemberian
Fasllitas KITE IKM

Surat Permohonan Penetapan sebagai Konsorsium KITE

Daftar Isian Permohonan Penetapan sebagai Konsorsium KITE
Berita Acara Pemeriksaan (Konsorsium KITE)

Keputusan Penetapan sebagal Konsorsium KITE

Surat Penolakan Permohonan Penetapan sebagal Konsorsium KITE

Keputusan Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Konsorsium KITE
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A. PERMOHONAN TERTULIS FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor :.....(1)..... Tanggal ......... 2]
Lampiran : Daftar isian permohonan
Hal : Permohonan Fasilitas KITE IKM

Yth, Kepala Kantor Pabean ...(3)....

di....{4).....

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang
dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 110/PMEK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin
yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan
Ini kami mengajukan permohonan fasilitas KITE 1KM.

. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian permohonan fasilitas
KITE IKM.

. Terkait permohonan ini, kami menyatakan bahwa:

a. data dalam daftar isian sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

b. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi {modul) kepabeanan
untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM dan fasilitas pembebasan Mesin
dan/atau Barang Contoh {modul KITE IKM) serta bersedia untuk dapat diakses
untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dan
Direktorat Jenderal Pajak;

c. badan usaha:

1) tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan,
dan/atau cukai;

2) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi dan/atau komisarisnya yang
pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan,
dan/atau cukai; dan/atau

3) tidak mengalami pailit atau dipailitkan,

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh} tahun sejak
selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;

d. bersedia memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; dan

e. bersedia keputusan pemberian fasilitas KITE IKM dicabut dalam hal di
kemudian hari, dokumen dan keterangan yang kam! sampaikan kedapatan tidak
sesuai dengan aslinya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugasi pegawal sebagai

berikut;
Nama

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor?®) : .......

Surat Tugas /Surat Kuasa No.
Telepon
Email

Demikian kami sampaikan.

" Coret yang tidak perlu.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Materai | Usaha/Direksi) *%)

<.(10)... -

Nama

**) Pimpinan badan usaha yang tercantum-dalam akta pendirian badan usaha atau

perubahannya.



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9}
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PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN TERTULIS FASILITAS KITE IKM

Diisi dengan penomoran surat perusahaan

Diisi dengan tanggal surat

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama pegawai yang diberi tugas

Diisi dengan jenis dan nomor identitas pegawai yang diberi tugas.
Diisi dengan nomor surat tugas / surat kuasa a.n. pegawai yang diberi
tugas.

Diisi dengan nomor telepon pegawai yang diberi tugas

Diisl dengan alamat email pegawat yang diberi tugas.

Nomor (10) Diisl dengan tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan dan

nama lengkap penanggung jawab badan usaha / direksi.
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B. DAFTAR ISIAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

I

DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

1. Nama badan usaha | | coeriiiiinis ) P

2. [ Nomor Pokok Wajib Pajak | : [ ............ (2}

3. Nomor Induk Berusaha @ [ | ooeinnnnis, (3)ererirnrnns

4, Alamat kantor |1 | s 4)...........

5. | Nomor telepon kantor | | e [(5) ROV

6. Nomor faximilekantor | : [ coveeurnnnes () P

7. Email kantor || e, i) S

8. Data penanggung jawab | | ............ 2] J
No. Namia Jabalan | Karin Nomor kartu Nomor Email

identitas identilas telepon/HP

a. @) ... {0)... ...{c)... ...(d)... Y ...
I,
C.

9. Fasilitas kepabeanan yang telah | : | ............ 165) SR
digunakan
No. Jenis fasilitas Nomor dan langgal sural kepuiusan [asililas Lokasi
a. ...(a)... -..{b)... -.(e)...
b. :
C.

10. | Asal perolehan barang dan bahan | : | ............ (10)...........

11. | Tujuan penjualan hasil produksi | : | .....coeveis (11)eernnnnns

Ll2. | Nilai investasi I ............ (12)...........
Awal Berdiri ...(al...
Saal Ini .fb)...
Lls. | Jumlah tenaga kerja l ............ A3}

14, | Indikator kinerja utama (key @ | : | ..covreneen. 14)..........,
performance indicator)
No. Indikatior Target
a. Peningkatan investasi (@),
b.: Peningkatan ienaga kerja ..(1}..
C. Dst. ..[¢)...

15. | Tanggal keslapan dilalkukan | : | ..., (15} iennns
pemeriksaan lokasi serta
pemaparan oleh pimpinan badan
usaha mengenal proses bisnis
dan pemenuhan kriteria
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II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

| 1. |Tempat pengolahan/pabrik ] : | ............ (16)...ciuveeee —I

No., | Alamat { Luas Siatus Bukii kepemilikan Berakhir

(v2) kepemiltkan/ Muldai sampai
peﬁggt_lasaan Jenis | Nomor | Tanggal dengl:u:

a. PO :) PR O ) O [ (5 T ) | e (| = O R L

b. ]

C.

2. | Tempat pembongkaran dan/atau R (17).ceenenis

penimbunan barang dan bahan*

No. | Alamat | Luas Status Bukti kepemilikan Berakhir
{(M?) | kepemilikan/ | Jenis | Nomwor | Tanggal | Mulai sampai
penguasaan dengan
a, cafa).. | bl | (). cald)... | el (0., JO 1 P P (5 O
b. ’
C.

*diisi jika lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi
tempat pengolahan/pabrik.

IIl. DAFTAR ISIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

1. IrinUsaha | | . (18)crervrnnnn
a. Instansi penerbit P S - O
b. Jenis Izin Usaha L P (=) B
c. Nomor dan Tanggal N
d. Nomor dan Tanggal perubahan [ : | ...

terakhir
e. Bidang Usaha R PR () A
I 2. I Kapasitas produksi ] : | ............ (19)...........

No. Uraian Barang Sailuan Kapasilas per tahun
a. 1} IO .-{b)... PN () T :
b,
C.

3. Daftar rencana impor Barang LA IR (20)...cennnn.

dan/atau Bahan

No, HS Uraian Barang Satuan Rencana impor per tahun
a. .{a)... wee().s N (5 wdh
b.
c.
4, Daftar rencana Hasil Produksi - R 21)ninnenn.

yvang menggunakan Barang
dan/atau Bahan fasilitas

No. | HS Urafan Barang | Satuan Masa produksi Rencana ekspor
per lahun

a. (@) (bl T waldhs. ...[e)...

b.

c.
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5. Daftar rencana hasil produksi
tujuan ekspor yang menggunakan
barang dan/atau bahan lokal

No. | HS Urailan Barang Saluan Masa produks{ Rencana ekspor
per lahun

a. da)., —.(b}... I () T .Ad)... ().

b.

C.

6. Data realisasi ekspor 2tahun =~ | : | ...oveeneen (23)iiinnnnnnn

terakhir**
No. Tahun Urajan Barang Tolal Nilai Penjualan Nllaégg{])i:‘asi
a, (@), | o) A .{c).. ()
b.
c.

| 7. I Penerima subkontrak*+* l : | ............ (24)...........

Nama penerima PWP Nomor & Kegiatan produksi yang

No. subkonirak N Alamal Tanggal Kontrak disubkontrakkan
a. ...(a)... ...(b... N [ --d)...
b.
C.

| 8. | Periode KITE IKM [ [, (25). .o

I 9. | Kontrak Penjualan Ekspor**** | : I ............ (26)..ccunnie
No. | Nomwor Tanggal Pemberl Kontrak Nilai Konlrak
a, N -1 (b, () Ld)...
b.
C.

** diist jika seluruh bahan baku berasal dari lokal digunakan untuk produksi

tujuan ekspor
*** diisi jika terdapat proses produksi yang akan disubkontrakkan.
##¥* diisi jlka badan usaha beroperasi kurang dari dua tahun

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Direksi)

. (27)...

Nama
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PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

DAFTAR ISIAN TENTANG ENTITAS BADAN USAHA

Nomor (1) Diisi dengan nama badan usaha.

Nomor (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.

Nomor (3) Diisi dengan Nomor Induk Berusaha.

Nomor (4) Diisi dengan alamat kantor badan usaha.

Nomor (5) Diisi dengan nomor telepon kantor badan usaha.

Nomor (6) Diisi dengan nomor faximile kantor badan usaha.

Nomor (7) Diisi dengan alamat email kantor badan usaha.

Nomor (8) Diisi dengan data penanggung jawab perusahaan, berupa:
huruf (a) Nama;
huruf (b) Jabatan;
huruf (¢) Kartu identitas;
huruf (d) Nomor kartu identitas;
huruf (e) Nomor telepon/HP; dan
huruf (ff Email.

Nomor (9) Diisi dengan informasi mengenai fasilitas kepabeanan yang telah
dimiliki oleh badan usaha dan masih berlaku, berupa:
huruf (a) Jenis fasilitas;
huruf (b) Nomor dan tanggal surat keputusan fasilitas; dan
huruf (¢) Lokasi.

Nomor (10) Diisi dengan pilihan:

a. Barang dan Bahan yang akan digunakan seluruhnya merupakan
barang yang dilmpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM;

b. Barang dan Bahan yang akan digunakan sebagian merupakan
barang yang diimpor atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM,
dan sebagian lainnya bukan barang yang mendapatkan fasilitas
KITE IKM (barang asal lokal atau impor non fasilitas KITE [KM);
atau

¢. Bahan baku yang akan digunakan seluruhnya merupakan barang
yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean (barang asal
lokal). ‘

Nomor (11) Dilsi dengan pilihan:

a. Hasil produksi seluruhnya diekspor; atau
b. Hasil produksi sebagian diekspor dan sebagian di jual ke dalam
negderi.

Nomor (12) Nilai investasi merupakan nilai tanah, bangunan, mesin peralatan,
sarana, dan prasarana, kecuali modal kerja.
huruf (a) Diisi dengan nilai investasi pada saat awal berdiri

perusahaan -
huruf (b) Diisi denga nilai investasi saat ini

Nomor (18] Diisi dengan jumlah tenaga kerja badan usaha.

Nomor (14) Diisi dengan indikator kinerja utama (key performance indicator} yang
ditargetkan oleh badan usaha untuk mengukur manfaat ekonomi
yang ditimbulkan dari pemanfaatan fasilitas KITE IKM, seperti:
huruf (a} Target peningkatan investasi.
huruf (b) Target peningkatan jumlah tenaga kerja.
huruf (¢} Indikator lainnya yang perlu diukur.

Nomor (15) Diisi dengan tanggal keslapan badan usaha untuk dilakukan
pemeriksaan lokasi.
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II. DAFTAR ISIAN TENTANG EKSISTENSI BADAN USAHA

1II.

Nomor (16)

Nomor {(17)

Diisi dengan data lokasi tempat pengolahan/pabrik badan usaha yang

dimohonkan untuk mendapat fasilitas KITE IKM, berupa:

huruf (a) Alamat;

huruf (b) Luas, dalam satuan meter persegi;

huruf (¢) Status kepemilikan/penguasaan, misal hak millk atau
sewa;

huruf (d) Jenis bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;

huruf (¢) Nomor bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;

huruf (f) Tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;

huruf (g) Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas
lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; dan

huruf (h) Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhimya waktu
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik. -

Diisi dengan data lokasi tempat pembongkaran dan/atau penimbunan

barang dan bahan yang dimochonkan untuk mendapat fasilitas KITE

IKM, berupa:

huruf (a) Alamat;

huruf (b) Luas, dalam satuan meter persegi;

huruf (¢) Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau

: sewa;

huruf (d) Jenis bukti kepemilikan atau bukti penguasaan Jokasi;

huruf (¢) Nomor bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;

huruf (f) Tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;

huruf (g Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas
lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik; dan

huruf (h) Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.-

DAFTAR ISJIAN TENTANG KEGIATAN PRODUKSI BADAN USAHA

Nomor (18)

Nomor (19)

Nomor (20)

Diisi dengan data Izin Usaha berupa:

huruf (a) Instansi penerbit;

huruf (b) Jenis Izin Usaha;

huruf (¢) Nomor dan tanggal;

huruf (d) Nomor dan tanggal perubahan terkahir; dan

huruf {e)} Bidang Usaha. '

Diist dengan daftar hasil produksi balk yang diekspor maupun dijual

ke dalam negeri serta kapasitas produksi sesuai Izin Usaha, yang

terdiri dari data berupa:

huruf (a} uraian hasil produksi;

huruf (b) jenis satuan; dan

huruf (¢) kapasitas produksi per tahun sesuai Izin Usaha.

Diisi dengan daftar rencana Barang dan/atau Bahan yang akan

diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan fasilitas KITE IKM,

yang terdiri dari data berupa:

huruf (a) kode HS rencana Barang dan/atau Bahan, sekurang-
kurangnya menunjukkan klasifikasi dalam bentuk 6 (enam}
digit kode HS;

huruf (b) uraian rencana Barang dan/atau Bahan;

huruf (¢) jenis satuan; dan

huruf (d) perkiraan jumlah rencana Barang dan/atau Bahan yang

akan diimpor atau dimasukkan dengan menggunakan
fasilitas KITE IKM dalam I (satu) tahun.



Nomor (21)

Nomor (22)

Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)

Nomor (26)

Nomor (27)
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Dilsi dengan daftar rencana Hasil Produksi atas hasil pengolahan,

perakitan, dan atau pemasangan Barang dan/atau Bahan yang

diimpor dan/atau dimasukkan dengan fasilitas KITE IKM yang akan

diekspor, yang terdiri dari data berupa:

huruf (a) kode HS Hasil Produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan’
klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;

huruf (b) uraian Hasil Produksi;

huruf (¢) jenis satuan;

huruf (d) masa produksi per jenis Hasil Produksi, yaitu waktu yang
dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian
produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan
usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk
diekspor, dalam satuan Hari; dan

huruf (e) perkiraan jumlah Hasil Produksi yang akan diekspor dalam
1 (satu) tahun.

Diisl dengan daftar hasil produksi tujuan ekspor yang menggunakan

barang dan/atau bahan lokal seluruhnya, yang terdiri dari data

berupa: :

huruf (a) kode HS hasil produksi, sekurang-kurangnya menunjukkan
klasifikasi dalam bentuk 6 (enam) digit kode HS;

huruf (b) wuraian hasil produksi;

huruf (¢) jenis satuan;

huruf (d) masa produksi per jenis hasil produksi, yaitu waktu yang
dimulai dari proses dari barang diminta oleh bagian
produksi untuk dilakukan produksi atau dikirim ke badan
usaha subkontrak sampai menghasilkan barang jadi untuk
diekspor, dalam satuan Hari; dan

huruf (e) perkiraan jumlah hasil produksi yang akan diekspor dalam
1 (satu) tahun.

Diisi dengan data realisasi ekspor 2 tahun terakhir

huruf (a) Tahun realisasi ekspor;

huruf (b) Uraian barang ekspor;

huruf (¢) Jumlah total nilai penjualan; dan

huruf (d) Jumlah nilai realisasi ekspor.

Diisi dengan data penerima subkontrak yang menggunakan barang

dan bahan asal fasilitas KITE 1IKM, terdiri dari:

huruf (a) nama penerima subkontrak;

huruf (b) NPWP penerima subkontrak;

huruf {¢) nomor dan tanggal kontrak perusahaan dengan penerima
subkontrak;

huruf (d) alamat penerima subkontrak; dan

huruf (e) tahapan kegiatan produksi yang disubkontrakkan, dengan
pillhan tahapan sebagal berlkut: awal, dalam proses, atau
akhir,

Diisi dengan periode KITE 1KM yang diajukan oleh badan usaha, dalam
satuan Bulan.

Diisi dengan kontrak penjualan ekspor:

huruf (a) Nomor kontrak;

huruf (b) Tanggal kontrak;

huruf (c) Nama badan usaha yang memberikan kontrak; dan
huruf (d) Nilai kontrak.

Diisi dengan tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan dan
nama lengkap penanggung jawab badan usaha / direksi.
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C. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR: ..ot veeeveieeieerrnans

Pada hari ini ......... tanggal ....... { e ) bulan ........ tahun ........ kami yang
bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor ............

No. .... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan fasilitas KITE IKM badan

usaha .......... No. .... tanggal ............... , telah melakukan pemeriksaan terhadap:
1. Nama Badan Usaha = .
2. NPWP
3. Alamatkantor
4. AlamatPabrik e
5. Emailresmi .
6. Nama pemilik/penanggung jawab ...
7. Alamat pemillk/penanggung jawab D
8. Bidang usahaindustri =00 ...
9. Hasil produksi

Hasil Pemeriksaan/

Kegiatan Pemeriksaan Kesimpulan

I. Penelitlan (validasi) dokumen dan administrasi
II. Analisa kriteria dan persyaratan
a. Kriteria IKM
Do
I1I. Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis
IV. Pemeriksaan lapangan
a. Pabrik / Kegiatan Produksi
1) tempat penimbunan Barang dan Bahan
2) tempat penimbunan Hasil Produksi
3) Pabrik / tempat pengolahan
4) Kegiatan pengolahan / perakitan /
pemasangan
b. Tempat pembongkaran dan/atau penimbunan
1) tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan di dalam pabrik
2) tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan di luar pabrik
¢. Badan Usaha Penerima Subkontrak
1} pabrik
2) tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan
d. Informasi lainnya

...........

-----------

-----------

ooooooooooo

-----------

...........

-----------

...........

-----------

-----------

-----------
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Lampiran:

Penilaian pemaparan proses bisnis

Foto lokasi

Foto dan daftar mesin atau barang modal

Denah dan peta lokasi .......
Lain-lain

R

Kesimpulan ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenamya.

..............................

Pejabat Bea dan Cukal,
Ketua Tim,

(Kepala Seksi .... / Kepala Subseksi ....
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LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR
TANGGAL

KOP SURAT KANTOR PABEAN

PENILAIAN PEMAPARAN PROSES BISNIS

No

Kriteria Penilaian

EKomponen Penilaian

Ada/Ya

Tidak

Keterangan

Persyaratan dokumen dan administrasi

Komitmen badan usaha dalam melakukan

pemaparan proses bisnis dan perizinan KITE

a. Pemaparan - dilakukan oleh
penanggung jawab atau pimpinan
badan usaha sesuai dengan yang
tercantum dalam akte pendirian
perusahaan yang terakhir

b. Isi paparan dapat menggambarkan
profil bisnis perusahaan secara utuh

c. Penanggung jawab atau Direktur

Perusahaan memahami proses bisnis
KITE IKM

Sistem Pengendalian Internal (SPI)

a. Memiliki struktur organisasli yang
jelas

b. Badan usaha memiliki SOP yang
berkaitan  dengan  penatausahaan

barang.

Mampu dan bersedia mendayagunakan
modul KITE IKM

Jenis Usaha (Nafure Of Business) Badan U

saha

a. alur produksi dari barang dan bahan
baku menjadi barang jadi

b. keterkaitan jenis bidang wusaha
perusahaan dengan barang dan bahan
baku serta hasil produksi.

Indikator kinerja utama (key performance
indicator) yang ditargetkan oleh badan
usaha untuk mengukur manfaat ekonomi
yang ditimbulkan dari pemanfaatan
fasilitas KITE

Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan
badan usaha:

op

Kesimpulan

Catatan
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D. KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

MENTERI KEUANCAN
REFUH B INDONESTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ............

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN
EKSPOR (FASILITAS KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI
KECIL/MENENGAH* .........cooovriiinnnes

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

. Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan
badan wusaha .................... melalul surat nomor
tanggal ....... / melalul Sistem Indonesia National Single
Window?*, diperoleh kesimpulan bahwa badan usaha telah
- memenuhi persyaratan dan kriteria untuk ditetapkan sebagai
perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Impor Barang dan/atau Bahan yang Dilakukan oleh Industri
Kecil dan Menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, pertu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Pemberian fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilali atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang
dan/atau Bahan yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor (Fasilitas KITE IKM) kepada
Badan Usaha Industri Kecil/Menengah® ............. ;

" Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661); dan



Memperhatikan:

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- 145 -

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor.

Berita Acara Pemeriksaan Nomor ...... tanggal ......

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN

FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR
BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS
KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH

....................

Menetapkan badan usaha ................ NPWP  ..viiiininenianen,
sebagal perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk
dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Impor Barang dan/atau Bahan, yang Dilakukan oleh Industri Kecil
dan Menengah.

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

disertai kewajiban untuk:

a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
Kepabeanan, Cukal, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang
impor dan ekspor; dan

b. melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat
barang impor fasilitas KITE IKM yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan' sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Data entitas, eksistensi, dan kegiatan produksi perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II, dan
Lampiran 1II yang merupakan baglan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri Keuangan ini;

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



- 146 -

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2, Direktur Jenderal Bea dan Cukai:
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan:
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Wilayah ......;
7. Kepala Kantor Pabean ....... (vang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar,
pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak};
8. Pimpinan ........ {perusahaan).
Ditetapkan di .........
pada tanggatl ......
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN
NAMA

*Diisi sesuai dengan skala industri badan usaha.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN 1

DATA ENTITAS PERUSAHAAN

Nama badan usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Induk Berusaha

Alamat kantor

Nomor telepon kantor
Nomor faximile kantor
Email kantor

Data penanggung jawab

ONE e BN

.......................

.......................

.......................

-----------------------

.......................

.......................

.......................

No.

Nama Jabatan

Kartu identitas

Nomor kattu ideniilas | Nomor

{elepon/HP

Email

a
b,

C.

digunakan

Fasilitas kepabeanan yang telah

No. Jenis [asililas

Nomor dan tanggal sural keputusan fasilitas

Lokasi

a.
L.

C.

10.
11.

12. Indikator kinerja utama (key

performance indicator/KPI)*

Asal perolehan barang dan bahan
Tujuan penjualan hasil produksi

.......................

No. Indikator Targel
a, PPh Badan Pasal 21

b. Devisa ekspor

[

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan
usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE IKM. Target KPI untuk periode berlkutnya
dicantumkan oleh Perusahaan KITE IKM pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada

Kepala Kantor Pabean setiap tahun.

Ditetapkan di .........

pada tanggal ......
MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN

a.Il.

ttd.

NAMA



- 148 -
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN II
DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN
1. Tempat pengolahan/pabrik
N Al Luas . Statltll;; y Bukii kepemilikan berakhir
0. amal . epemilikan meelai sampai
{M2) penguasaan Jenis Nomor | Tanggal dengan
a.
b.
.
2. Tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan barang dan bahan*
Luas Slalus Bukti kepemilikan berakhir
No. | Alamat (M2) kepemiltkan/ { Jenis Nomor Tanggal mulai saimpad
penguasaan dengan
a.
b.
[
Ditetapkan di ......
pada tanggal ......
an. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN
ttd.
NAMA

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi
tempat pengolahan/pabrik.



- 149

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN III

DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN

1.

Izin Usaha

a. Instansi penerbit
b. Jenis Izin Usaha

¢. Nomor dan tanggal
d

. Nomor dan tanggal perubahan

terakhir
e. Bidang Usaha

Kapasitas produksi sesuai Izin
Usaha

.......................

.......................

No. Uraian Barang Satuan Kapasitas per tahun

a.

b.

c.

Barang dan/atau Bahan

Na. HS Uraian Barang Satuan Rencana impor per tahun

a.

b,

c.

Hasil Produksi

No. | HS Uraian Barang Saluan Masa produkst Rencana ekspor
per tahun

a.

b.

c.

Penerima subkontrak®*

Nama penerinta PWP Nomor & Tahapan kegiatan produksi
No. subkontrak N Alamat Tanggal Konirak yang disubkonirakkan
a.
b.
C.
Periode KITEIKM .. bulan

Ditetapkan di ......

pada tanggal .......
MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA
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E. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor  : ... Tanggal.........cocoveeninnne
Sifat = .
Lampiran : ............
Hal :  Pemberitahuan Penolakan Permohonan Fasilitas KITE IKM

Yth. Pimpinan .....

di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor :@ ...
tanggal ........... hal permohonan fasilitas KITE IKM, bersama ini kami sampaikan bahwa
berdasarkan:

[] hasil penelitian administrasi

[ ] hasil analisa kriteria dan persyaratan

[[] hasil pemeriksaan lapangan
permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,
ttd.

Nama
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE

INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE IKM

KOP SURAT PERUSAHAAN KITE IKM

LAPORAN CAPAIAN INDIEATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE
INDICATOR) SERTA DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS KITE 1IKM

DATA PENGISI

SISO

Nama

Jabatan

Alamat email
Nomor HP
Pendidikan terakhir

A DATA PERUSAHAAN

BowN

© o N @ @

14,

15.

16.

17.

Nama Perusahaan
NPWP
Jenis Fasilitas

Nomor dan tanggal SKEP
awal dan perubahan terakhir

Lokasi

Alamat perusahaan
Alamat kantor

Nomor telepon perusahaan
Alamat email perusahaan

Jenis Industri

. Hasil Produksi

Brand Produk

Tahun memakal fasilitas
Tahun berdiri

Jenis Investasi

Kantor Pabean

{Diisi dengan hal
yang dianggap perlu)

lainnya

KITE IKM

Pilihan (a. PMA b. MPDN c¢. Lainnya (sebutkan))

B CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATOR}

No.

Indikator

Target Periode ...

Capaian Periode ...

Target Periode ...

.

Peningkatan investasi

b.

Peningkatan tenaga kerja

C.

Dst.




- 152 -

DAMPAK EKONOMI

1. Jumlah Tenaga Kerja

2. Jumlah Upah Tenaga Kerja

3. Nilai Ekuitas

4. Nilai PMTB (pembentukan modal tetap

bruto) / Penambahan Investasi

5. Jumlah PPh Badan / PPh Final Pasal 4
ayat 2 Tahun Pajak Terakhir

6. Jumlah Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
dan Penerimaan Daerah Lainnya

7.  Jumlah Jaringan Usaha (Subkontraktor,
Distributor, Vendor, dll) yang
menggunakan fasilitag

8. Jumlah Jaringan Usaha (Subkontraktor,
Distributor, Vendor, dlij yang tidak
menggunakan fasilitas

9. Jumlah tenaga kerja pada jaringan usaha
yang tidak menggunakan fasilitas

10. CAPEX/Depresiasi

11. Laba/rugi Usaha Sebelum Pajak

12. Jumlah Pajak Tidak Langsung (contoh;
PPN, PPnBM, bea masuk, bea keluar,
pajak impor) .

13. Jumlah All Tax (PPh pasal 21, PPh pasal
22, PPh pasal 23, PPh pasal 25/29, PPh
pasal 26, PPh Final)

14. Pajak Daerah (contoh: PBB, pajak
kendaraan bermotor)

15. Jumlah nilai Devisa Ekspor

16. Jumlah nilai Devisa Impor

17. Jumlah nilai yang diberikan fasilitas KITE
{Jumlah BM & PPN/PPnBM yang
dibebaskan)

18. (Diisi dengan hal lainnya yang dianggap
perlu)

PERTANYAAN UMUM

1. Apakah Fasilitas KITE IKM Bermanfaat
Bagi Perusahaan?

2.  Uraian Manfaat Fasilitas KITE IKM Bagi
Perusahaan.

3. Apakah terdapat ketentuan dan prosedur
saat ini yang menyulitkan dalam
penerapan di lapangan? Sebutkan!

4. Apakah terdapat ketentuan saat ini yang
tidak efektif dalam penerapan di
lapangan? Sebutkan!

5. Apakah terdapat kendala dalam pelayanan

fasilitas di Kanwil DJBC/KPUBC/KPPBC?
(sarana prasarana/SKP/ birokrasi/SDM])

(Ya / Tidak, sebutkan alasan)
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Adakah masukan untuk pengembangan
pemberian fasilitas ke depannya?

{(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap
perlu)

Nama Perusahaan
Jabatan,

ttd.

Nama
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PETUNJUK PENGISIAN
PENCATATAN DATA MENGENAI DAMPAK EKONOMI PEMBERIAN FASILITAS
KITE IKM, SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
~ (KEY PERFORMANCE INDICATOR)

Nomor (1) Diisi dengan nama perusahaan KITE IKM,

Nomor (2) Diisi dengan NPWP perusahaan.

Nomor (3) Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Nomor (4) Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE TKM.

)
)
)
)
Nomor (5) Diisi dengan jenis investasi perusahaan.
)
)
)
)

Nomor (6) Diisi dengan nama brand hasil produksi yang dihasilkan.
Nomor (7) Diisi dengan jumlah tenaga kerja terakhir.

Nomor (8] Diisi dengan jumlah upah tenaga kerja terakhir.

Nomor (9) Diisi dengan nilai ekuitas pada tahun terakhir.

Nomor (10) Diisi dengan nilai PMTB / Investasi terakhir.

Nomor (11) Diisi dengan jumlah PPh Badan tahun pajak terakhir.
Nomor (12) Diisi dengan data dampak ekonomi lain yang dibutuhkan.
Nomor {13) Diisi dengan nama perusahaan KITE IKM.

Nomor (14} Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE TKM.
Nomor (15) Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE TKM.
Nomor (16} Diisi dengan indikator yang diukur

Nomor (17) Diisi dengan angka target periode terakhir.

Nomor (18) Diisi dengém angka capaian periode terakhir.

Nomor (19) Diisi dengan keterangan tercapai atau tidak tercapai.

Nomor {20) Diisi dengan angka target periode. berikutnya.



- 156 -

- H. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE IEM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK ENDONESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ............

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG DILAKUKAN
OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN TUJUAN EKSPOR (FASILITAS
KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA INDUSTRI KECIL/MENENGAH* .............o.ovivienen

Menimbang

Mengingat

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan
badan usaha ............... nomor ........ tanggal ....... , diperoleh
kesimpulan bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan
kriteria untuk ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan yang
Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
penetapan perusahaan penerima fasilitas Pembebasan Bea Masuk
dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Impor Barang dan/atau Bahan, yang Dilakukan oleh Industri Kecil
dan Menengah kepada ............. :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4661);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan. dan/atau
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Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04 /2016 tentang Pembebasan
Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang
Dilakukan oleh Industri Kecll dan Menengah dengan Tujuan
Ekspor;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ...... Tanggal ...... (jika ada)

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

2. s (dokumen pendukung perubahan data);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ...... TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK
DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS IMPOR BARANG DAN/ATAU BAHAN YANG
DILAKUEAN OLEH INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN
TUJUAN EKSPOR (FASILITAS KITE IKM) KEPADA BADAN USAHA
INDUSTRI KECIL/MENENGAH*..........coenninnnnnnns

Mengubah Lampiran .... Keputusan Menteri Kenangan Nomor ...........
Tanggal ...... menjadi Lampiran .... yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;*

Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Kenangan Nomor ...;

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

© NOOA Wb

Menteri Keuangan;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Fasilitas Kepabeanan;
Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Kepala Kantor Wilayah ....... ;
Kepala Kantor Pabean ....... (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar,
pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
Pimpinan ........ {(perusahaan).

Ditetapkan di .........

pada tanggal ......

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

*Diisi sesuai dengan skala industri badan usaha.



DATA ENTITAS PERUSAHAAN

Nama badan usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Induk Berusaha

Alamat kantor

Nomor telepon kantor
Nomor faximile kantor
Emalil kantor

Data penanggung jawab

@ NGO e W
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL

LAMPIRAN I

.......................

.......................

.......................

.......................

.....................

No. Nama Jabatan

Kartu idendtas

Nomor Email

lelepon/HP

Nomor kartu identilas

a.

b.

C.

9. Fasilitas kepabeanan yang telah

digunakan

No. Jenis lasililas

Nomor dan tanggal surai kepulusan [asilitas

Lokasi

a.
b.

C.

10.
11.-

12,
performance indicator/KPI)*

Indikator kinerja utama (key

Asal perolehan barang dan bahan
Tujuan penjualan hasil produksi

.......................

.......................

Indikaior

Targel

a. PPh Badan Pasal 21

b, Devisa ekspor

*Target KPI yang dicantumkan adalah target untuk periode tahun pertama setelah badan
usaha ditetapkan sebagai Perusahaan KITE IKM. Target KPI untuk periode berikutnya
dicantumlan oleh Perusahaan KITE IKM pada laporan capaian KPI yang disampaikan kepada

Kepala Kantor Pabean setiap tahun.

a.Il.

Ditetapkan di
pada tanggal ......
MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

.........

ttd.

NAMA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN II
DATA EKSISTENSI PERUSAHAAN
1. Tempat pengolahan/pabrik
N Luas y Slatuﬂfa Bukii kepemilikan i berakhir
o. | Alamat (M2) I;—[i S;.llizllsaar;/ Jenis Nomor | Tanggal | ™2 csl?l?[?:i
a.
b,
c.
2. Tempat pembongkaran dan/atau
penimbunan barang dan bahan*
Luas Stalus Bukli kepemilikan berakhir
No. | Alamat . M3 kepemilikan/ | Jenis Nomor | Tanggal mulai sampal
penguasaan clengan
a.
b.
c.
Ditetapkan di ......
pada tanggal ......
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,
ttd.
NAMA

*diisi dalam hal lokasi pembongkaran dan/atau penimbunan berbeda dengan lokasi
tempat pengolahan/pabrik.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN III
DATA KEGIATAN PRODUKSI PERUSAHAAN
1. Izin Usaha
a. Instansi penerbit 0 1 L
b. JenisIzin Usaha = @ .
c. Nomor dan tanggal D e
d. Nomor dan tanggal perubahan D e
terakhir
e. BidangUsaha = = e
2. Kapasitas produksi sesuai Izin
‘Usaha
No. Uraian Barang Satuan Kapasitas per tahun
a.
b.
c.
3. Barang dan/atau Bahan
No. HS Uraian Barang Saluan Rencana impor per talun
a,
b.
C.
4. Hasil Produksi
No. | HS Uraian Barang Satuan Masa produksi Rencana ckspor
per tahun
a.
b.
c
5. Penerima subkontrak
Nama penerimia Nomor & Talhiapan kegiatan produksi
No. subkonirak NPWP | Alamat Tanggal Kontrak yang disubkontrakkan
a.
b.
.
6. Periode KITEIKM .. bulan
Ditetapkan di ......
pada tanggal .......
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA
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I. SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

KOP SURAT BADAN USAHA/KOPERASI

Nomor S § § P Tanggal ......... |7 T
Lampiran : Daftar isian permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium KITE

1.

2.

di.....(4)......

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016
tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor
Barang Dan/Atau Bahan, Dan/Atau Mesin Yang Dilakukan Oleh Industri Kecil Dan
Menengah Dengan Tujuan Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan
Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas lmpor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin
yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan
ini kami mengajukan permohonan fasilitas KITE IKM, dengan ini kami mengajukan
permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE.,

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan daftar isian permohonan penetapan
sebagal Konsorsium KITE.

3. Terkait permohonan ini, kami menyatakan:

a. data dalam daftar isian sebagaimana terlampir adalah sesuai dengan aslinya dan
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

b. bersedia dan mampu mendayagunakan sistem aplikasi (modul) kepabeanan
untuk pengelolaan barang fasilitas KITE IKM serta fasilitas pembebasan Mesin
dan/atau Barang Contoh (modul KITE IKM) dan bersedia untuk dapat diakses
untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukal dan
Direktorat Jenderal Pajak;

c. badan usaha/koperasi:

2) tidak permah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan,
dan/atau cukai;

3) tidak ada satu atau lebih dari anggota direksi, komisaris, dan/atau
pengurusnya yang pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,
kepabeanan, dan/atau cukai; dan/atau

4) tidak mengalami pailit atau dipailitkan,

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama 10 (sepuluh) tahun sejak
selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit;

d. bersedia memenuhi.seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlalku; dan

e. bersedia keputusan penetapan Konsorsium KITE dicabut dalam hal di kemudian
harl kedapatan dokumen dan keterangan tidak sesuai dengan aslinya dan tidak
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
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4. Dalam rangka pengurusan permohonan ini, kami menugasi pegawai sebagai berikut:

Nama e (B)urenne.
Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor)* : ....... (6).......
Surat Tugas/Surat Kuasa No. e (7).......
Telepon Derenees {8).......
Email RN (9)......

Demikian kami sampaikan.

Pemohon (Penanggung
Jawab Badan
Usaha/Koperasi) **)

Materai

...(10}...

Nama

*) Coret yang tidak perlu

**) Pimpinan badan usaha yang tercantum dalam akta pendirian badan usaha/koperasi
atau perubahannya.



Nomor {1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)
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PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

Diisi dengan penomoran surat badan usaha

Diisi dengan tanggal surat

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permchonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama pegawai yang diberi tugas

Diisi dengan jenis dan nomor identitas pegawai yang diberi tugas.
Diisi dengan nomor surat tugas / surat kuasa a.n. pegawai yang diberi
tugas.

Diisi dengan nomor telepon pegawai yang diberi tugas

Diisi dengan alamat email pegawai yang diberi tugas.

Nomor (10) Diisi dengan tanda tangan yang dibubuhi stempel perusahaan dan

nama lengkap penanggung jawab badan usaha / direksi.
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J. DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

I. DAFTAR ISIAN KONSORSIUM KITE

1. Bentuk Konsorsinm KITE | | .ol [ TN
2. Nama Badan Usaha = [ 1 | voveveerrnns ) I,
3. Nomor Pokok Wajib Pajak | | ..., (3)eennnnn.
4, Nomor Induk Berusaha @ | | siveeeniens < I
5 |JenislzinUsaha =[] e =) I
6. Nomor IzinUsaha = || creeinens [(51 VTN
7. Tanggal Izin Usaha | | e (7)eneenenn.
8. Bidang Usaha || e 8..cenvnnn
9, |Alamatkantor = || i, 1) IR
10. | Nomor telepon kantor [ | s (10)...........
11. | Nomor faximilekantor - | | eeeennn, (11)...........
12, | Emall kantor || s (12).enenenne.
13. | Data penanggung jawab | | {13) e
No. Nania Jabalan | Karlu Nomor kartu Nomor Email
identilas identitas ielepon/HP
a. ...(a)... L) 1 ...[c)... L) (A L)
.
C.
14. | Tempat penimbunan barang yang | : | ..ccceeevess (14)...........
mendapat fasilitas KITE IKM
Luas Status Bukii kepemilikan Beraklir
No. | Alamat | o, | kepemilikan/ [ Jenis [ Nomor | Tanggal | Mulai | sampai
. penguasaan dengan
a PO OO Ot () RS T ). | el 0. N N
b.
C.
15. | Tanggal keslapan dilakukan pemeriksaan | : | ............ (15)...ceuen...
lokasi serta pemaparan oleh pimpinan/
penanggung jawab badan usaha/koperasi
mengenal proses bisnis dan pemenuhan
kriteria
II. DAFTAR KITE IKM ANGGOTA KONSORSIUM KITE
Keputusan pemberian
No. | Nama IKM fasilitas KITE IKM NPWP Alamat
Nomor Tanggal
1. | o (16)...... | ... (17)...... (18)..... <. (19)..... ..[20).....
2.
3. Dst,
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PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

Nomeor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4]
Nomor {5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomeor (18)

Nomor (19)
Nomor (20}

Dipilih sesuai dengan bentuk Konsorsium KITE

- Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM

- IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra

- Koperasi

Diisi dengan nama badan usaha/koperasi.

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki badan
usaha/koperasi

Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dimiliki badan usaha/koperasi
Diisi dengan Jenis Izin Usaha yang dimiliki badan usaha/ koperasi.
contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Diisi dengan nomor izin usaha yang dimiliki cleh badan usaha/koperasi.
Diisi dengan tanggal izin usaha yang dimiliki oleh badan usaha/koperasi.
Diisi dengan jenis bidang usaha sesuai dengan izin usaha yang dimiliki
oleh badan usaha/koperasi.

Diisi dengan alamat kantor badan usaha/koperasi.

Diisi dengan nomor telepon badan usaha/koperasi.

Diisi dengan nomor faximile badan usaha/koperasi.

Diisi dengan alamat email badan usaha/koperasi.

Diisi dengan data penanggung jawab, yaitu pimpinan badan
usaha/koperasi yang tercantum dalam akta pendirifan atau
perubahannya:

huruf (a) Nama;

huruf (b) Jabatan;

huruf (¢} Kartu identitas;

huruf (d) Nomor kartu identitas;

huruf () Nomor telepon/HP; dan

huruf {ff Email.

Diisi dengan data lokasi penimbunan barang yang mendapat fasilitas
KITE IKM:

huruf{a) Alamat;

huruf (b) Luas, dalam satuan meter persegi;

huruf (¢) Status kepemilikan/penguasaan, misal hak milik atau sewa;
huruf (d) Jenis bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
huruf(e) Nomor bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;
huruf (f) Tanggal bukti kepemilikan atau bukti penguasaan lokasi;

huruf (g) Mulai, yaitu tanggal dimulainya waktu penguasaan atas lokasi,
diisi dalam hal bukan hak milik; dan

huruf (h) Berakhir sampai dengan, yaitu tanggal berakhirnya waktu
penguasaan atas lokasi, diisi dalam hal bukan hak milik.

Diisi ‘dengan tanggal kesiapan dilakukan pemeriksaan lokasi serta

pemaparan oleh pimpinan/penanggung jawab badan usaha/koperasi

mengenai proses bisnis dan pemenuhan kriteria

Diisi dengan nama 1KM anggota Konsorsium KITE.

Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM anggota

Konsorsium KITE.

Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM anggota

Konsorsium KITE.

Diist dengan NPWP IKM anggota Konsorsium KITE.

Diisi dengan alamat 1KM anggota Konsorsium KITE.
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K. BERITA ACARA PEMERIKSAAN (KONSORSIUM KITE)

KOP SURAT KANTOR PABEAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR: ....cccviiiiiiiiiiainnn,

Pada hari ini ........, tanggal ....... ( e ) bulan ........

bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor

tahun ........ kami yang

------------

No. .... tanggal ..... serta menindaklanjuti surat permohonan penetapan sebagai

Konsorsiumm EKITE badan usaha/koperasi .......... No.
melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama Badan Usaha/Koperasi
NPWP
Alamat kantor

Emalil resmi

Nama penanggung jawab
Alamat penanggung jawab
Bidang usaha

Bentuk Konsorsium KITE

© o No Gk W

Alamat Tempat Penyimpanan Barang Fasilitas | ..........

...........

... tanggal ............... telah

........
........
--------
........
........
........
........
........

........

Kegiatan Pemeriksaan

Hasll Pemeriksaan/
Kesimpulan

I. Penelitian kelengkapan dokumen dan administrasi

II. Analisa kriteria dan persyaratan
a. Kriteria Konsorsium KITE

...........

...........

III. Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis

----------

IV. Pemeriksaan lapangan

a. Kesesuaian lokasi penyimpanan barang yang
mendapatkan fasilitas KITE IKM

b. Kesesuajian lokasi Sentra IKM, dalam hal
Konsorsium KITE berupa IKM yang ditunjuk
oleh beberapa IKM dalam 1 (satu) Sentra

¢. Informasi lainnya

oooooooooo

Lampiran:
. Penilaian Pemaparan Proses Bisnis
. Foto lokasi

1
2
3. Denah dan peta lokasi .......
4. Lain-lain



Kesimpulan ....
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Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Bea dan Cukai,
Ketua Tim,

(Kepala Seksi ... / Kepala Subseksi ...
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L. KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

MENTERI KEUANG AN
RETI'URLIK INDONESLA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA

Menimbang a.
b.

Mengingat 1.
2.

Memperhatikan:

NOMOR ............

TENTANG

.........................

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan badan
usaha ......coocevniinnnnn melalui surat nomor ........ tanggal ....... /
melalui Sistem Indonesia National Single Window?®*, diperoleh
kesimpulan bahwa badan usaha/koperasi telah memenuhi
persyaratan dan Kriteria untuk ditetapkan sebagai Konsorsium
KITE;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
penetapan sebagai Konsorsium KITE kepada ............. ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4661);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan
Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau
Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan
Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang
Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan
Ekspor;

......

Berita Acara Pemeriksaan Nomor ...... tanggal
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI
KONSORSIUM KITE KEPADA ..........ccccv...

PERTAMA : Menetapkan badan usaha/koperasi ................. NPWP ..oiiireiiienens
sebagai Konsorsium KITE.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai

kewajiban untuk:

a. mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain di bidang
impor dan ekspor; dan

b. melunasi seluruh kewajiban pembayaran, apabila terdapat
barang impor fasilitas KITE JKM yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Data Konsorsium KITE sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan darl Keputusan Menteri
Keuangan ini;

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulal berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan; ,
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
5. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
6. Kepala Kantor Wilayah ....... :
7. Kepala Kantor Pabean ....... (yang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar,
pelabuhan muat. dan/atau badan usaha penerima subkontrak);
8. Pimpinan ........ (badan usaha/koperasi).
Ditetapkan di .........
pada tanggal ......
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,
ttd.

NAMA
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I. DATA KONSORSIUM KITE

1.

© P N® OB

e
=]
oo

e
W M

14,

Bentuk Konsorsium KITE
Nama Badan Usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Induk Berusaha
Jenis Izin Usaha

Nomor Izin Usaha
Tanggal Izin Usaha
Bidang Usaha

Alamat kantor

Nomor telepon kantor
Nomor faximile kantor
Email kantor

Data penanggung jawab

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL

.......................

.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................
.......................

.......................

No. Nama Jabatan | Karlu

identitas

Nomor karlu
ideniitas

Nomor Email

telepon/HP

Tempat penimbunan barang yang
mendapat fasilitas KITE IKM

Status
kepemilikan/
penguasaa

Luas
(M3)

No. | Alamat

Berakhir
sampai

dengan

Bukii kepeniilikan Mulai

Jenis Nomer | Tanggal

@

II. DATA KITE IEM ANGGOTA KONSORSIUM KITE

No.

Nama IKM

Keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM

NFWP Alamat

Nomor

Tanggal

e

Dst.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

.........

- ttd.

NAMA
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M. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor : Tanggal.........c..ouenneen..
Sifat
Lampiran
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Sebagai Konsorsium
KITE

Yth. Pimpinan .....
di

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor : ............ tanggal ...........

hal permohonan penetapan sebagai Konsorsium KITE, bersama ini kami sampaikan
' bahwa berdasarkan:

[ ] hasil penelitian administrasi

(] hasil analisa kriteria dan persyaratan

(] hasil pemeriksaan lapangan
permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
Kepala Kantor,
ttd.

Nama
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N. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KONSORSIUM KITE

MENTLRIKELANGAN
REPUBLIK INDONESI A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... TENTANG
PENETAPAN SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA ..........covievevnanen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan
perubahan data keputusan penetapan sebagai Konsorsium KITE
Nomor ........... tanggal ..........., diperoleh kesimpulan bahwa
permohonan perubahan data dimaksud telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Keputusan Menterl Keuangan Nomor .... Tentang
penetapan sebagal Konsorsium KITE kepada ............. ;

v
-

Mengingat . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan
oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor ...... Tanggal ...... (jika ada);
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2. i, {dokumen pendukung perubahan data);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... TENTANG PENETAPAN
SEBAGAI KONSORSIUM KITE KEPADA .....ccoccciieninennna. :

PERTAMA : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...........

Tanggal ...... menjadi Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini;

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor ..... ;

KETIGA : Keputusan Menterl Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampalkan kepada:

1.

NOOR LN

o

Menterl Keuangan;

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Fasilitas Kepabeanan;

Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Kepala Kantor Wilayah ....... ;

Kepala Kantor Pabean ....... (vang mengawasi lokasi pelabuhan bongkar,
pelabuhan muat, dan/atau badan usaha penerima subkontrak);

Pimpinan ........ (Perusahaan).

Ditetapkan di ......
pada tanggal .......

an. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN
ttd.

NAMA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
TANGGAL
I. DATA KONSORSIUM KITE

1. Bentuk Konsorsium KITE R EETTRTSPRPIPITPIS
Nama Badan Usaha
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Induk Berusaha
Jenis Izin Usaha

Nomor Izin Usaha
Tanggal Izin Usaha
Bidang Usaha

Alamat kantor

.......................

.......................

.......................

.......................

© P NG W

.......................

,__
©

Nomor telepon kantor

.......................

— —
B
b .

Nomor faximile kantor

.......................

Email kantor

.......................

—
&

Data penanggung jawab

No. Nama Jabatlan | Karlu Nomor karlu Nomaor Email
identilas identitas lelepon/HP

a.
b,
¢

14. Tempat penimbunan barang yang
mendapat fasilitas KITE IKM

No. | Alamal | Luas Slatus Berakhir
(M2 | kepemilikan/ Bukli kepemilikan Mulal sampai
penguasaan dengan
Jenis Nomor Tanggal

a.
b,
c.

II. DATA KITE IKM ANGGOTA KONSORSIUM KITE

No. | NamaIKM | Keputusan pemberian NPWP Alamat
fasilitas KITE IKM
Nomeor Tanggal
| SR IO (15)...... eennn(16). (17 - (18) v (19)
2.
3 Dst
Ditetapkan di .......
pada tanggal ......
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN
ttd.
NAMA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKALI,

Salinan sesuai dengan aslinya -ttd-
Sekretaris Direktorat Jenderal
wb. HERU PAMBUDI
Jmum
to

98912 1 001
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LAMPIRAN 11 '
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IEA DAN CUKA!
NOMOR PER-11/BC/2019

TENTANG TATA CARA PEMDERIAN FASILITAS
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI
KECIL MENENGALI

DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES

PERPANJANGAN PERIODE KITE IKM, PERPANJANGAN PERIODE

PENDISTRIBUSIAN, JAMINAN, PENDISTRIBUSIAN BARANG, SUBKONTRAK,
EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI, DAN PEMBEBASAN DALAM KEADAAN

TERTENTU

o 0

—
.

&

©OzZEr R

Surat Permohonan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode
Pendistribusian

Surat Persetujuan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode
Pendistribusian

Surat Tanda Terima Jaminan/Jaminan Pengganti
Surat Serah Terima Barang-IKM 01 (SSTB-IKM 01}

Surat Peritnohonan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan,
Perakitan, dan/atau Pemasangans

Surat Persetujuan Melakukan Subkontrak Seluruh Kegiatan Pengolahan,
Perakitan, dan/atau Pemasangan

Surat Pemberitahuan Subkontrak Sebagian Kegiatan Pengolahan, Perakitan,
dan/atau Pemasangan Pada Peneritna Subkontrak Yang Belum Terdaftar
Dalam Data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM

Surat Serah Terima Barang-IKM 02 (SSTB-IKM 02)

Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM

Surat Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM .

Surat Permohonan Ekspor Sementara Hasil Produksi

Surat Persetujuan Ekspor Sementara Hasll Produksi

Surat Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara’
Surat Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara’
Keputusan Pembebasan dalam Keadaan Tertentu
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A. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE
IKM/PERIODE PENDISTRIBUSIAN

KOP SURAT IKM/KONSORSIUM KITE

__________________________________________________________

Nomor to(1) Tanggal ...(2)...
Lampiran s LL(3)...
Perihal : Permohonan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/

Periode Pendistribusian*

Yth. Kepala Kantor Pabean ...(4)...
di...... (5) N

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:

Nama IKM /Konsorsium KITE . ©)..........
NPWP . {7)eeenen.ne.
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM

/Konsorsium KITE D eerennens (8).cenn..n.
Alamat AUUUPRRN (= | I
Telepon/Faximile D evarenes (10)......... .

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode
~ Pendistribusian selama ...(11)... bulan, terhadap BC 2.0/BC 2.5/BC 2.8/
PPFTZ 01/...(12)... nomor...(13)... tanggal ...(14)... karena alasan

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
[[] Pemberitahuan Pabean Barang Impor yang dimohonkan perpanjangan
[] Bukti pendukung berupa:

1. ...... (16)....... :
2 rerreearee., :
1 R dst......
Pemohon
.(17)...
(Penanggung Jawab TKM/
Konsorsium KITE)
Nama N (18)......
Jabatan Dreeees (19)......

*pilih sesuai permnohonan
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/
PERIODE PENDISTRIBUSIAN

Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat perusahaan,

Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Nomor (3) Diisi dengan jumlah lampiran dockumen pendukung.

Nomeor {4) Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permchonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Nomor (5) Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Nomor (6) Diisi dengan nama IKM / Konsorsium KITE

Nomor (7) Diisi dengan NPWP perusahaan,

Nomor (8) Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE
TKM.

Nomor (9) Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (10) Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Nomor (11) Diisi dengan lamanya perpanjangan periode fasilitas KITE IKM /
Periode Pendistribusian

Nomor (12) Pilih salah satu jenis dokumen pemberitahuan pabean impor yang
diajukan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode
Pendistribusian.

Nomor (13) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (14) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (15) Diisi dengan alasan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode
Pendistribusian.

Nomor (16) Diisi dengan bukti pendukung

Nomor (17) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium KITE
dan dibubuhi stempel perusahaan.

Nomor (18) Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Nomor (19) Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
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B. SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE
IEM/PERIODE PENDISTRIBUSIAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor SN b § Tanggal....... (2)ininins
Sifat 13
Lampiran : ...(4)...
Hal . Persetujuan Perpanjangan Periode Fasilitas KITE IKM/Periode
Pendistribusian*

" Yth. Pimpinan ...(5)...
di...(8)...

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ...(7)... tanggal ...(8)... perihal ...(9)...,
dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Permohonan Saudara untuk melakukan perpanjangan Periode Fasilitas KITE
IKM/Periode Pendistribusian terhadap BC 2.0/BC 2.5/8C 2.8/PPFTZ 01/...(10)...
nomor ...(11)... tanggal ...(12}... karena alasan ...(13)... selama ...(14)... bulan sejak
berakhirnya periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian, dapat disetujui.

2. Dalam hal atas impor yang diberitahukan dengan dokumen pabean sebagaimana
dimaksud pada angka 1 terdapat penyerahan jaminan, persetujuan perpanjangan
periode Fasilitas KITE IKM/Periode Pendistribusian diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. IKM/Konsorsium KITE harus melakukan penggantian jaminan;

b. penggantian jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan
dalam jangka walktu 5 (lima) harl kerja sejak tanggal surat persetujuan ini; dan

c. dalam hal perusahaan tidak melakukan penggantian jaminan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, surat persetujuan ini dinyatakan batal
demi hukum.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Kepala Kantor,
.(15}...

Nama
*pilih sesuai permohonan
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERIODE FASILITAS KITE IKM/
PERIODE PENDISTRIBUSIAN

Nomor (1) Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Nomor (2) Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Nomor (3) Diisi dengan sifat surat.

Nomor (4) Diisi dengan jumlah lampiran dckumen pendukung.

Nomor (5) Dilsi dengan nama perusahaan.

Nomor (6) Diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (7) Diist dengan nomor surat permohonan.

Nomor (8) Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (9) Diisi dengan perihal surat permohonan.

Nomor (10} Pilih salah satu jenis dokumen pemberitahuan pabean impor yang
diajukan perpanjangan periode fasilitas KITE TKM / Periode
Pendistribusian.

Nomor (11) Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (12) Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean impor.

Nomor (13) Diisi dengan alasan perpanjangan periode fasilitas KITE IKM / Periode
Pendistribusian.

Nomor (14) Diisi dengan lamanya perpanjangan periode fasilitas KITE IKM /
Periode Pendistribusian

Nomor (15} Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.
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C. SURAT TANDA TERIMA JAMINAN /JAMINAN PENGGANTI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

SURAT TANDA TERIMA JAMINAN /JAMINAN PENGGANTI*

NOMOR: ...(1)...

Sudah terima dari ...(2)... (nama IKM/Konsorsium KITE)
Keputusan pemberian fasilitas

KITE IKM/NPWP D rreenes (3)......... AU (4).........
Alamat APRSRURRN (5 DO
Nomor/Tanggal Jaminan e 8)......... Joeeiinn, @.........
Bentuk Jaminan D rrerrererenrea. £ ) DO
Nomor/tanggal**: .

[] Aju BC 2.0 D e ecaes e 6] SRR

[] AjuBC 2.8
[]AjuBC2.5

[] PPF.TZ

[ ] Dokumen Lainnya

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

...............................................

*pilih sesuai jaminan yang diserahkan
**hanya dapat disilang salah satu.

dengan keterangan sebagai berikut:

Nama dan Kode Penjamin P een(10)
Periode Jaminan - 1..(11)...8.d ...(12)...
Nilai Jaminan :Rp ....(13).....
...... (14)......
............. (15)...cunnnall
yang menyerahkan, yang menerima,
..(16)... -(17)...

Nama Nama



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TANDA TERIMA JAMINAN/JAMINAN PENGGANTI

Diisl dengan penomoran STTJ.

Diisi dengan nama IKM / Konsorsium KITE.

Diisi dengan nama perushaaan sesuai dengan dokumen
pemberitahuan pabean impor.

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan alamat perusahaan

Diisi dengan nomor jaminan yang diserahkan.

Diisi dengan tanggal jaminan yang diserahkan.

Diisi dengan bentuk jaminan.

Pilih salah satu jenis dokumen pemberitahuan pabean impor,
kemudian diisi dengan nomor dan tanggal pengajuan.

Nomor (10) Diisi dengan nama dan kode badan usaha yang menjadi penjamin.
Nomor (11) Diist dengan tanggal mulai berlakunya jaminan.

Nomor (12] Diist dengan tanggal akhir berlakunya jaminan.

Nomor (13) Diisi dengan nilal yang dijaminkan dalam angka.

Nomor (14) Diisi dengan kalimat terbilang nilai yang dijaminkan.

Nomor (15) Diisi dengan tempat dan tanggal penyerahan jaminan.

Nomor (16) Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap yang menyerahkan

Jjaminan.

Nomor (17) Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai

yang menerima jaminan
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D. SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 01 (SSTB-IKM 01)

SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 01 (SSTB-IKM 01)

Tanggal : ........(2)......... (Pengirim Barang)

Pengirim Barang

Penerima Barang

Konsorsium KITE Pengirim Barang

NPWP D e ) I

SKEP Konsorsium @ ... (4} g ereeees {5). e

Nama D e (=] PP

Alamat O {7} ierirriennnn,

Daftar Barang D e terlampir.............
...... €23 TOPUTNON 1= ) RS

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

IKM Penerima Barang

NPWP D meereerrnrreennne{ 10} e

SKEPKITEIKM ... TSN R )
Nama D e, (13)riiiien,
Alamat R ORRRRRNE |s ' § DS UORO

Barang telah diterima

Di S 1 13 IO
Pada tanggal D {18}
Diterima dalam keadaan

D Sesuai D Tidak Sesuai ..(17)..

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

Peruntukan:

1. Pengirim Barang

2. Penerima Barang

3. Kantor Pabean penerbit Keputusan penetapan
sebagai Konsorsium KITE

4. Kantor Pabean penerbit Xeputusan pemberian
fasilitas KITE iKM




(0g) {62) (g2) (£2) {92) (s2) {rz) - {€2) (z7) (tz) {0z)
Jojuey | uawnyoq . )
JOWoN apoy siuar yNse 8ueleg Sueleq
| ueaged uenyeliagquag Ndd eag yejwnf ueniesg ueledf Las SH "ON
‘MCN‘_NN E_.__mcmﬁv ...-..-.-ANV.......-. . _WWWCN._- ...................A.Hw.-............:.. " LQEOZ
ONVIVE AVLAVA

T0 WHI-91SS NVIIdINV']

- €8I -
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PETUNJUK PENGISIAN SSTB-IKM 01

- Konsorsium KITE menglsi dan menandatangani SSTB-IKM 01 atas barang yang

akan didistribusikan berdasarkan pemberitahuan pabean impor atau pemasukan.

. SSTB-IKM 01 harus dibuat rangkap 4 (empat) yang peruntukannya sebagal

berikut: :

a. 1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;

b. 1 (satu) lembar untuk Konsorsium KITE;

¢. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan Konsorsium KITE:
dan

d. 1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM.

. Konsorsium KITE menyerahkan barang kepada IKM disertai SSTB-IKM 01 dengan

dilampiri dokumen pemberitahuan pabean impor asal barang.

. IEM menerima barang dan menandatangani SSTB-IKM 01 yang dilampiri dokumen

pemberitahuan pabean impor asal barang.
. Pengisian kolom-kolom SSTB-1IKM 01 adalah sebagai berikut:

Nomor (1) Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01.

Nomor (2) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB-
IKM 01
(nomor (1) dan nomor (2) diisi oleh Konsorsium KITE).

Nomor (3) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Konsorsium
KITE.

Nomor (4) Diisi dengan nomor keputusan Konsorsium KITE.

Nomor (5) Diist dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)
keputusan Konsorsium KITE.

Nomor (6) Diisi dengan nama Konsorsium KITE,

Nomor (7) Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.

Nomor (8) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB-
IKM 01.

Nomor (9) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)
diterbitkannya SSTB-IKM 01.

Nomor (10) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IKM.

Nomor (11) Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Nomor (12) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Nomor (13) Diisi dengan nama KITE IKM.

Nomor (14) Diisi dengan alamat KITE IKM.

Nomor (15) Diisi dengan lokasi/tempat penerimaan barang.

Nomor (16) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy)
diterimanya barang.

Nomor (17) Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu :
sesuai atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang
diterima.

Nomor (18) Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang.

Nomor (19) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy)
diterimanya barang.

Nomor (20) Diisi dengan nomor urut daftar barang.

Nomor (21) Diisi dengan klasifikasi barang (HS).

Nomor (22) Dilsi dengan nomor seri barang. .

Nomor (23) Diisi dengan uraian barang.

Nomor (24) Diisi dengan satuan barang.

Nomor (25) Diisi dengan jumlah barang.



Nomor (26)
Nomor (27}

Nomor (28)

Nomor (29)

Nomor {30}
Nomor {31)
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Diisi dengan nilai bea masuk atas barang yang didistribusikan.
Diisl dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka
impor atas barang yang didistribusikan.

Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang,
yaitu:

Pemasukan dari Dokumen
Luar daerah pabean (TPS) BC20
Pusat Logistik Berikat BC 28
Gudang Berikat BC 2.5
Kawasan Berikat BC 2.5
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat | BC 2.5
Kawasan Bebas PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus ...([isian}...
Kawasan ekonomi lainnya ...(isian)...

Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean
didaftarkan.

Diis{ dengan nomor dokumen pabean.

Diisi dengan tanggal dokumen pabean.
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E. SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor D e (13..... Tanggal ...(2)...
Hal :  Permohonan ijjin melakukan subkontrak
seluruh kegiatan pengolahan, perakitan,
dan/atau pemasangan
Lampiran : 1. Paparan mengenai kapasitas produksi, order terkait kuantitas,
dan termin waktu penyelesaian; dan
2. Perjanjian kerja sama subkontrak.

Kami ..... (5)...... Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM nomor ..... 6).....
tanggal ..... (7)....., dengan ini mengajukan permohonan ijin melakukan subkontrak
seluruh kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak
yang tidak dapat kami kerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data
sebagal berikut:

=0 an o

. penerima subkontrak. Dvens (8).....

. alamat penerima subkontrak D (9).....
nomor dan tanggal Kontrak / perjanjian subkontrak e (10).....

. NFWP penerima subkontrak T (11).....
kapasitas produksi D (12)...
kapasitas terpakai D (13).....
Ba dan/atau Bahan .
No. yangrz;z:gn dis(:l;;oxltzﬂan Hasil Produks] Subkontrak Wakiu
Uralan Barang | Satwan | Jumlah | Uraian Barang | Saluan | Jumlah Penyelesaian

1, ..(14])... ..(15)... | ...(16)... c(17).s ..(18)... | ..(19)... ...(20)...
2,

3.

dsl.

Demikian kami sampaikan.

Pemochon,

(Penanggung Jawab IKM)
Nama Ciens (22).....
Jabatan Deenns (23).....
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor {3)

Nomor {4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)
Nomor (23)

PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Dilsi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisl dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama IKM

Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM,

Diisi dengan nama penerima subkontrak.

Diisi dengan alamat penerima subkontrak.

Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak / perjanjlan subkontrak.
Diisi dengan NPWP penerima subkontrak.

Diisi dengan kapasitas produksi IKM.

Diisi dengan kapasitas produksi IKM yang terpakat.

Diisl dengan wuralan Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.

Diisi dengan satuan Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.
Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan

disubkontrakkan.

Dilsi dengan uraian barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan satuan barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan jumlah barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan termin waktu penyelesaian hasil produksi.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM yang memohon
subkontrak dan dibubuhi stempel perusahaan.

Dilsi dengan nama lengkap penanggung jawab IKM.

Diisi dengan jabatan penanggung jawab IKM.
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F. SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor Do (1)...... Tanggal ...... 2)......
Sifat T e (3......
Lampiran : ...... 4......
Hal : Persetujuan melakukan subkontrak seluruh
kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau
pemasangan

di...... (6)......

1. Dapat disetujui permohonan ...... (10)...... untuk melakukan subkontrak seluruh
kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan atas kelebihan kontrak
yang tidak dapat dikerjakan karena keterbatasan kapasitas produksi, dengan data
sebagal berikut:

a. Badan usaha penerima subkontrak L (11})......
b. Alamat badan usaha penerima subkontrak D eeeas (12)......
¢. NPWP badan usaha penerima subkontrak HETT (13)......
d. Nomor dan tanggal kontrak T (14)......
Barang dan/atlau Bahan
No yang akan disubkontrakkan Hasil Produksi Subkontrak Waktu
g;?i?:; Satuan Jumlah Uralan Barang | Satuan | Jumlah Penyelesalan
1. . (15)... ...(16)... L(17)... ..(18)... ..(19)... | ...[20).. (21D,
2.
3.
dsi.

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. hasil pekerjaan subkontrak harus dikembalikan ke IKM;

b. dalam hal terdapat sisa proses produksi (waste/scrap) harus dikembalikan
kepada IKM; dan

¢. persetujuan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian subkontrak.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN MELAKUKAN SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)

Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)

PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama perusahaan.

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan perihal surat permohonan.

Diisi dengan nama perusahaan.

Diisi dengan nama penerima subkontrak.

Diisi dengan alamat penerima subkontrak.

Diisl dengan NPWP penerima subkontrak

Diisl dengan nomor dan tanggal kontrak atau perjanjian subkontrak.
Diisi dengan wuraian Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.

Diisi dengan satuan Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.

Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.

Diisi dengan uraian barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisl dengan satuan barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan jumlah barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan termin waktu penyelesaian hasil produksi.

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.
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G. SURAT PEMBERITAHUAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN PENGOLAHAN,
PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN PADA PENERIMA SUBKONTRAK YANG
BELUM TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PEMBERIAN FASILITAS KITE
IKM '

KOP PERUSAHAAN
Nomor  : ...... (1)....... Tanggal ......(2).......
Lampiran (3).......
Hal : Pemberitahuan subkontrak sebagian kegiatan pengolahan,

perakitan, dan/atau pemasangan pada penerima subkontrak yang
belum terdaftar dalam data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE
IKM

di..... (5).......

Kami ...... 6)....... , Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM nomor ...... (7).......
" tanggal ......(8)....... , dengan ini memberitahukan bahwa kami akan mensubkontrakkan
sebagian kegiatan pengolahan, perakitan, dan/atau pemasangan pada penerima
subkontrak yang belum terdaftar dalam data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE [KM
dengan data sebagai berikut:

a. penerima subkontrak D (9.......
b. alamat penerima subkontrak HEUP (10).......
c. NPWP penerima subkontrak HU (11).......
d. nomor dan tanggal kontrak / perjanjian subkontrak D (12).......
Barang dan/atau Bahan
atau Barang WIP lenis Kegiatan Hasil Produksi Subkontrak
) Waktu
No. yang akan disubkontrakkan yang ,
- . - Penyelesaian
Uraian Disubkontrakkan Uraijan
Satuan | Jumlah Satuan | Jumlah
Barang Barang
1. ..(13)... LL(14)... ...[15])... ... [16)... L7 ...[18)... L0190, _ ...(20)...
2.
3.
dsl.

' Kami menyatakan bahwa subkontrak sebagian kegiatan pengolahan, perakitan,

dan/atau pemasangan tersebut tidak dilakukan secara tetap dan berulang. Kami akan
mengajukan perubahan data Keputusan Pemberian Fasilitas KITE IKM terkait kegiatan
subkontrak tersebut apabila kami melakukan kegiatan tersebut secara tetap dan
berulang.

Demikian kamt sampaikan.
Pemohon

..(21)...

(Penanggung Jawab IKM/
Konsorsium KITE)

Nama s (22).
Jabatan . f23)....
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN SUBKONTRAK SEBAGIAN KEGIATAN
PENGOLAHAN, PERAKITAN, DAN/ATAU PEMASANGAN PADA PENERIMA

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor {9)
Nomor (10Q)
Nomor {11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Normor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)
Nomor (23)

SUBKONTRAK YANG BELUM TERDAFTAR DALAM DATA KEPUTUSAN PEMBERIAN

FASILITAS KITE IEM

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean tempat pengajuan permohonan
pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama IKM

Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama penerima subkontrak.

Diisi dengan alamat penerima subkontrak.

Diisi dengan NFWP penerima subkontrak.

Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak / perjanjian subkontrak.
Diisi dengan wuraian Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.

Diisi dengan satuan Barang dan/atau Bahan
disubkontralkkan.

Diisi dengan jumlah Barang dan/atau Bahan yang akan
disubkontrakkan.

Diisi dengan jenis kegiatan yang dilakukan oleh penerima
subkontrak.

Diisi dengan uraian barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan satuan barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak.

Diisi dengan jumlah barang Hasil Produksi yang dihasilkan oleh
penerima subkontrak,

Diisi dengan termin waktu penyelesaian hasil produksi.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM yang memohon
subkontrak dan dibubuhi stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap penanggung jawab IKM.

Diisi dengan jabatan penanggung jawab IKM.

yang akan
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H. SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 02 (SSTB-IKM 02)

SURAT SERAH TERIMA BARANG-IKM 02 (SSTB-IKM 02)

Tanggal ; ........ 7 J—. (Pengirim Barang)

Pengirim Barang

Penerima Barang

KM Pengirim Barang

NPWP D s ST ) T

SKEP KITE IKM D ) J— OO 13

Nama D e {1 T

Alamat . L 7 O

Daftar Barang ' .cvceriene terlampir............
...... (8)) (e

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

Konsorsium KITE Penerima Barang

NPWP D rvreerererrnerien (110 ) PO
SKEP

Konsorsium - (11).......... § e {12})..........
Nama L et 11 ) T
Alamat L ) SO

Barang telah diterima

Di T e {15)ccienne..
Pada tanggal

Diterima dalam keadaan

|:| Sesuai |:| Tidak Sesuai ..{17)..

Tanda tangan dan cap perusahaan
Nama/Jabatan

Peruntukan:

1. Pengirim Barang

2, Penerima Barang

3. Kantor Pabean penerbit keputusan
Konsorsium KITE

4, Kantor Pabean penerbit keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM

5. Kantor Pabean tempat pemuatan




(5z) §24] (c2) (zz) (12
yejunr uenjeg Bueseg vel=in Bueseg ueg SE
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PETUNJUK PENGISIAN SSTB-IKM 02

- IKM mengisi dan menandatangani SSTB-IKM 02 atas barang yang akan diekspor
dan/atau dilakukan Penyerahan Produksi 1IKM melalui Konsorsium KITE.

. SSTB-IKM 02 dibuat rangkap 5 (lima) yang peruntukannya sebagai berikut:

1 (satu) lembar untuk IKM penerima barang;

1 {satu) lembar untuk Konsorsium KITE;

1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan Konsorsium KITE;
1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean penerbit Keputusan pemberian fasilitas

a.

ap o

€.

KITE IKM; dan

1 (satu) lembar untuk Kantor Pabean tempat pemuatan.

. IKM menyerahkan barang kepada Konsorsium KITE,

. Konsorsium KITE menerima barang dan menandatangani SSTB-IKM 02.
. Pengisian kolom-kolom SSTB-IKM 02 adalah sebagai berikut:

Nomor (1)
Nomor (2)

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)
Nomoeor (10)

Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor {20)
Nomor {21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

. Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) SSTB-IKM
02

{nomor (1} dan nomor (2) diisi oleh IKM).

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) IKM.

Diisi dengan nomor keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama IKM.

Diisi dengan alamat IKM.

Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterbitkannya SSTB-
IKM 02.

Diisi dengan tanggal. bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)
diterbitkannya SSTB-IKM 02,

Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Konsorsium
KITE.

Diisi dengan nomor keputusan Konsorsium KITE,

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy)

keputusan Konsorsium KITE.

Ditsi dengan nama Konsorsium KITE.

Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.

Diisi dengan lokasi/tempat penerimaan barang.
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun
diterimanya barang.

Memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu :
sesuai atau tidak sesuai yang merupakan keadaan barang yang
diterima. -

Diisi dengan nama kota/daerah tempat diterimanya barang.
Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy)
diterimanya barang.

Diisi dengan nomor urut daftar barang.

Diisi dengan klasifikasi barang (HS}).

Diisi dengan nomor seri barang.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang.

(dd/mm/yyyy)
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I. SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR
ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM

KOP SURAT KONSORSIUM KITE

Nomor NS (3§ J Tanggal .....(2).....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi IKM

" Yth. Kepala Kantor Pabean .....(4).....
di.....(5).....

nama Konsorsium KITE D eieeens (B)........

NPWP D (7)........
Keputusan Konsorsium KITE . (8)........

alamat Dereenes AN..c.on.
telepon/Faximile D oeeenens (1])........

dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau
Penyerahan Produksi 1IKM selama ........ (11)........ bulan, terhadap SSTB:
nomor TP (12)........ |

tanggal D (13)........

nama [IKM TP (14)........

Kantor Penerbit Skep IKM : ........ (15)........

karena alasan ........ (16)........

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
[] SSTB yang dimohonkan perpanjangan
[] Bukti pendukung berupa:

) (17} inenn. ;

2 iiiirareirieeaaaas :

S F

Demikian kami sampaikan.

Pemohon
...[(18}...
(Penanggung Jawab
Konsorsium KITE)
Nama D (19)......

Jabatan D eenns (20)......
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI ATAU

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor {12}
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17}
Nomor (18)

Nomor {19)
Nomor {20)

PENYERAHAN PRODUKSI IKM

Diisi dengan penomoran surat perusahaan,

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan
sebagai Konsorsium KITE.

Dilsi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan penetapan
sebagai Konsorsium KITE.

Diisi dengan nama Konsorsjum KITE

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan penetapan sebagai
Konsorsium KITE

Diisi dengan alamat perusahaan,

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan lamanya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM

Diisi dengan nomor dokumen SSTB-IKM 02

Diisi dengan tanggal dokumen SSTB-IKM 02

Diisi dengan IKM yang menyerahkan barang dengan dokumen SSTB-
IKM 02

Diisi dengan Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM.

Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM.

Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium

. KITE dan dibubuhi stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat
Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
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J. SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI EKSPOR
ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor Do (1}..... Tanggal ..... (2).....
Sifat (3
Lampiran : ..... (4).....
Hal : Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor

atau Penyerahan Produksi IKM

di.....(6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (7)..... tanggal ..... {8).....
perihal ..... (9)...... dengan Ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara untuk

- melakukan perpanjangan Jangka Waktu Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi
IKM terhadap SSTB:

Nomor D (10}.....
Tanggal D (11}.....
Nama IKM R (12}.....

Kantor Penerbit Skep IKM : ..... {13).....

karena alasan.....(14]..... selama ..... (19)..... bulan sejak berakhirnya Jangka Waktu
Realisasi Ekspor atau Penyerahan Produksi [KM, dapat disetujui.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Kepala Kantor,
...(16)...
Nama
Tembusan:

- 1. (Kepala Kantor Pabean Penerbit Skep IKM])
2. Pimpinan (Nama IKM)
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU REALISASI

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7}
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)

Nomor (14}
Nomor (15)

Nomor (16)

EKSPOR ATAU PENYERAHAN PRODUKSI IKM

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pahean.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Konsorsium KITE.

Diisi dengan alamat Konsorsium KITE.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan perihal surat perinohonan.

Diisi dengan nomor SSTB-IKM 02.

Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 02.

Diisi dengan nama IKM yang menyerahkan barang.

Diisi dengan Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas
KITE IEM.

Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor atau
Penyerahan Produksi IKM

Diisi dengan lamanya perpanjangan jangka waktu realisasi ekspor
atau Penyerahan Produksi IKM

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.
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K. SURAT PERMOHONAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

KOP SURAT IKM
Nomor R (1)..... ' Tanggal .....(2).....
Lampiran (3).....
Perihal : Permohonan Ekspor Sementara Hasil Produksi

di..... (5).....

nama IKM D (8).....
NPWP D (7).....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM T (8).....
alamat NN (.= ) I
telepon /faximile D (10).....

dengan ini mengajukan permchonan ekspor sementara Hasil Produksi sebagaimana
terlampir.

" Bersama ini kami lampifkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
[ aju BC 3.0 nomor ...(11)... tanggal ...(12)...
[] Bukti pendukung berupa:

) (13)....... :
B e
Demikian kami sampaikan.
Pemohon
...(14)...
(Penanggung Jawab [KM)
Nama ;.. (15)...

Jabatan : .. (16)...
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13}
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor {19)

Nomor (20}
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29)
Nomor (30)
Nomor (31)

Nomor (32)

Nomor (33)
Nomor (34)

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Dilsi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisl dengan nama IKM.

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan nomor pengajuan BC 3.0.

Diisi dengan tanggal pengajuan BC 3.0.

Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi
stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisi dengan seri barang sesual dengan pengisian BC 3.0.

Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang akan
diekspor sementara.

Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisl dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang akan
diekspor sementara.

Diisi dengan tujuan dilakukannya ekspor sementara.

Diisi dengan negara tujuan ekspor sementara.

Diisi dengan nama pameran di negara tujuan.

Dilsi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean Barang
dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.

Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean Barang
dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.

Dilsi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean Barang
dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.

Diisi dengan nomor dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat
pendistribusian Barang dan/atau Bahan.

Dilsi dengan tanggal dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat
pendistribusian Barang dan/atau Bahan

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium
RITE dan dibubuhi stempel perusahaan.

Diisl dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
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L. SURAT PERSETUJUAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor Do (n..... Tanggal ..... 2).....
Sifat Do 3).....

Lampiran : ..... {4).....

Hal : Persetujuan Ekspor Sementara Hasil Produksi

di..... (6).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (8)..... tanggal ..... {9)..... perihal
..... (10)....., disetujui permohonan Saudara untuk melakukan ekspor sementara Hasil
Produksi sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Kepala Kantor,
..(10)...

Nama
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN EKSPOR SEMENTARA HASIL PRODUKSI

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor {10)

Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13}

Nomor (14)
Nomor (15)
Normor (16}
Nomor (17}
Nomor (18}
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)

Nomor (25)

Nomor (26)

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean,

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Dilsi dengan nama perusahaan.

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Dilsi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan perihal surat permohonan.

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.

Diisi déngan HS Code atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.

Diisi dengan uralan barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang akan
diekspor sementara.

Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang akan
diekspor sementara.

Diisi dengan tujuan dilakukannya ekspor sementara.

Diisi dengan negara tujuan ekspor sementara.

Diisi dengan nama pameran di negara tujuan.

Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean Barang
dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.

Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean Barang
dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi.

Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean Barang
dan/atau Bahan yang terkandung dalam Hasil Produlksi.

Diisi dengan nomor dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat
pendistribusian Barang dan/atau Bahan,

Diisi dengan tanggal dokumen SSTB-IKM 01 jika terdapat
pendistribusian Barang dan/atau Bahan

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.
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M. SURAT PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
SEMENTARA

KOP SURAT IKM

Nomor (1)..... Tanggal ..... (2).....
Lampiran : ..... (3).....
Perihal : Permohonan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara

di.....[9).....

nama IKM D ®).....
NPFWP Teeeee (7.....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM D 8.....
alamat a9l
telepon/faximile D (10).....

. dengan ini mengajukan permohonan impor kembali Hasil Produksi yang diekspor
sementara dengan data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

2. i (12)
3 e (13).covrnnn.s
4, dst

Demikian kamli sampaikan.

Pemohon
...(14}...

(Penanggung Jawab IKM)
Nama D (15).....
Jabatan T (16).....
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SURAT PERMOHONAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR

Nomor {1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor {11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)
Nomor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor [23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29)

Nomor (30)

Nomor (31)
Nomor (32)
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PETUNJUK PENGISIAN
SEMENTARA

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama IKM.

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan ekspor sementara
Hasil Produksl.

Diisi dengan nomor dan tanggal pengajuan BC 3.0,

Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibububhi
stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang akan diekspor
sementara.

Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.

Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan asal tujuan ekspor sementara.

Diisi dengan negara asal ekspor sementara.

Diisi dengan nama pameran di negara asal.

Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor
sementara.

Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean ekspor
sementara.

Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor
sementara.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM / Konsorsium
KITE dan dibubuhi stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
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N. SURAT PERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR
SEMENTARA

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor Do (1}..... Tanggal ..... 2).....
Sifat HE (3).....
Lampiran : ..... 4).....
Hal : Persetujuan Impor Kembali Hasil Produksi yang Diekspor Sementara

di.....(6}.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (7)..... tanggal ..... (8) perihal
..... {9)....., dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan
impor kembali Hasil Produksi yang diekspor sementara dengan data sebagalmana
terlampir disetujul dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Haslil Produksi yang diimpor kembali tetap diberikan Fasilitas KITE IKM sepanjang
terbukti merupakan Haslil Produksi yang diekspor sementara.
2. Periode KITE IKM atas Barang dan/atau Bahan dari Hasil Produksi yang diekspor
sementara diberikan perpanjangan sesuai lamanya waktu pelaksanaan pameran
. yaitu selama .....(10).....
3. Dalam hal Barang dan/atau Bahan dari Haslil Produksi yang diekspor sementara
pada saat impornya terdapat penyerahan jaminan, berlaku ketentuan:
a. IKM harus melakukan penggantian jaminan dalam jangka waktu 5 (lima) hari
kerja sejak tanggal surat persetujuan ind;
b. dalam hal IKM tidak melakukan penggantian jaminan, pemberian perpanjangan
periode KITE IKM sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibatalkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Kepala Kantor,
.(11)...

Nama
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SURAT FPERSETUJUAN IMPOR KEMBALI HASIL PRODUKSI YANG DIEKSPOR

Nomor (1)
Nomor (2]
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9}
Nomor (10}

Nomor (11)
Nomor {12)
Nomor (13)
Nomor {14}
Nomor (15}
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)

Nomor (24)

Nomor (25)
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PETUNJUK PENGISIAN

SEMENTARA

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean,

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan fumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama perusahaan.

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Diisi dengan perihal surat permohonan.

Diisi dengan perpanjangan waktu sesuai lamanya pelaksanaan
pameran yang tercantum dalam permohonan ditambah dengan
waktu pengiriman.

Dilsi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.

Diisi dengan HS Code atas Hasil Produksi yang diekspor sementara.
Diisi dengan seri barang sesuai dengan pengisian BC 3.0.

Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasll Produksi yang diekspor
sementara.

Diisi dengan tujuan dilakukannya ekspor sementara.

Diisi dengan negara tujuan ekspor sementara.

Diisi dengan nama pameran di negara tujuan.

Diisi dengan periode lamanya pameran yang diikuti.

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor
sementara.

Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean ekspor
sementara.

Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean ekspor
sementara.

Diis{ dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.
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O. KEPUTUSAN PEMBEBASAN DALAM KEADAAN TERTENTU

MENTERIKEUANCAN
REPUBLIK INDUMES|A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR Y SR SR

TENTANG

PEMBERIAN PEMBEBASAN KEWA.JIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI
ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KEPADA .............uee0 KARENA KEADAAN
FORCE MAJEURE/KONDISI LAIN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan
oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. dipandang
perlu memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk,
Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda
sesuai Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta
Sanksi Administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai
dengan ' Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan atas
Barang yang Mendapat Fasilitas KITE IKM kepada .................. karena
Keadaan Force Majeure/Kondisi Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2008 tentang Pengenaan
Sanksi Administrasi Berupa Denda di bidang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
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tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6352);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang
Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan; _

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan
oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan:1 ......... {dokumen pendukung);
2., ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN

PERTAMA

KEDUA

PEMBEBASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERPAJAKAN ATAS BARANG
YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KEPADA .................. KARENA
KEADAAN FORCE MAJEURE /KONDISI LAIN.

: Memberikan Pembebasan Kewajiban Pembayaran Bea Masuk, Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda Sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan, serta Sanksi
Administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilal
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sesual dengan Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan atas Barang yang Mendapat
Fasilitas KITE IKM Karena Keadaan Force Majeure /Kondisi Lain, kepada:

Nama IKM S
NPWP RN
Keputusan pemberian

fasilitas KITE IKM : No.......... Tgl..........
Alamat NN

: Daftar barang yang mendapatkan Pembebasan Kewajiban Pembayaran

Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Sanksi Administrasi Berupa Denda
Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kepabeanan,
serta Sanksi Administrasi atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilal dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sesuai
dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perpajakan atas
Barang yang Mendapat Fasilitas KITE IKM Karena Keadaan Force
Majeure/Kondisi Lain sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan



- 213 -

Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

. Menterl Keuangan;

. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

. Direktur Jenderal Pajak;

. Direktur Fasilitas Kepabeanan:

. Direktur Penindakan dan Penyidikan;

. Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM /keputusan Konsorsium KITE;

. Pimpinan ........ (IKM/Konsorsium KITE),

O~

~J

Ditetapkan di ......
pada tanggal .......

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN

PEMBAYARAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SANKSI
ADMINISTRAS] BERUPA DENDA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN D]
BIDANG KEPABEANAN, SERTA SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG
PERPAJAKAN ATAS BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS KITE IKM KARENA

KEADAAN FORCE MAJEURE /KONDISI LAIN

NO

URAIAN BARANG
KODE KANTOR JUMLAH
KODE HS
NOPEN/TGL PIB SERI BARANG SATUAN

dst.

a.1l.

Ditetapkan di ......

pada tanggal .......
MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

1_

).
in Umum

I

ijanto
2198912 1 001
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LAMPIRAN Jil

PERATURAN DIREKTUR JENDERAI. BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/13C/2018

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTR)
KECIL MENENGAI!L

DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES
PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KITE IKM SERTA IMPOR

ATAU PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

moOowp

L Q3

NI

Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor

Laporan Pertanggungjawaban Barang dan/atau Bahan oleh IKM (BCL.KT 03)
Surat Penyesuaian Kuota Jaminan (SPKJ)

Surat Pemberitahuan Penyesuaian Jaminan (SPPJ)

Contoh Penghitungan Secara Proporsional atas Bea Masuk Antidumping. Bea
Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pengamanan. dan Bea Masuk
Pembalasan

Laporan Pertanggungjawaban oleh Konsorsium KITE (BCL.KT 04)
Surat Persetujuan BCL.KT 04

Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM oleh -
Konsorsium KITE

Surat Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi
Surat Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi
Laporan Realisasi atas Ekspor Kembali atau Penyerahan Produksi IKM

Surat Persetujuan Laporan Realisasi Ekspor Kembali atau Penyerahan‘
Produksi IKM
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A. LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR (LHPRE)

Nomor:........... [ ) ORI Tanggal:........ (2)........
A. EPU BC/ EANWIL BC/ EPPBC ¢ ..ccovcvuenn. [ ) T,
B. DATA EEKSPORTIR:
EXSPORTIR: Nomor PEB  :.....{12)...Tanggal: ....(13).......
a. NPWP D e,
b. SKEP D vereeans [5) P, FASILITAS YANG DITERIMA
¢, Nama D ireeenins (5] J U IO (14).......
d. Alamat Drrenenans (Deereirrrerrsensenns. | Pelabuhan Muat Asal  : ......... (15)cenenransnn
Pelabuhan Muat Ekspor : ........, (16)...0c0unenn.
Pelabuhan Tujuan D reeeen [ i
PENERIMA:; Packing list : ......... (18).covvmnnnnenn.
a. Nama :.cviinnia8)eeneiiiinennns Invoice D rrrrens (19)uiiarnnnn,
b. Alamat : ............ 1)
c. Negara . ............ 3 14) POTSR Valuta Asing @ .....ccceevenveen (20)...cceciiinnnes
Total FOB  .coivirviiinns (122 1) P,
Uraian Barang (11)
Seri Uraian Nilai Barang
Barang HS Barang Satuan | Jumlah FOB
C. EKESIMPULAN :
................................................................ 277 U TP

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
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TATA CARA PENGISIAN LAPORAN HASIL PENELITIAN REALISASI EKSPOR
(LHPRE)

{1) Nomor LHPRE.
{2) Tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) LHPRE.

(3} Nama Kantor Pabean yang menerbitkan surat keputusan pemberian fasilitas
KITE IKM atau keputusan Konsorsium KITE.

(4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) eksportir sesuai dengan NPWP yang tercantum
dalam PEB.

(5) Nomor surat keputusan pemberian fasilitas KITE IKM sesuai dengan yang
tercantum dalam PEB.

(6) Nama eksportir sesuai dengan nama yang tercantum dalamn PEB.
(7) Alamat eksportir sesuai dengan nama alamat yang tercantum dalam PEB.

(8) Nama penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan nama penerima yang
tercantum dalam PEB,

(9) Alamat penerima barang ekspor di luar negeri sesuai dengan alamat penerima
yang tercantum dalam PEB.

(10)Negara penerima barang ekspor sesuai dengan negara penerima yang tercantum
dalam PEB.

(11)Uraian barang ekspor sesuai yang tercantum dalam PEB.

(12)Nomor pendaftaran PEB sesuai dengan nomor perdaftaran yang tercantum dalam
PEB.

(13)Tanggal, bulan, dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PEB sesuai dengan yang
tercantum dalam PEB.

(14)Fasilitas yang diterima oleh eksportir, yaitu fasilitas KITE IKM.

(15)Nama pelabuhan muat asal barang ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat
asal yang tercantum dalam PEB,

(16)Namna pelabuhan muat ekspor, sesuai dengan nama pelabuhan muat ekspor yang
tercantum dalam PEB.

(17)Nama pelabuhan tujuan di luar daerah pabean.
(18)Nomor packing list sesuai yang tercantum dalam PEB,
(19)Nomor invoice sesuai dengan yang tercantum dalam PEB.

(20)Jenis valuta asing yang digunakan sebagai dasar transaksi antara penjual dan
pembeli dalam nilai FOB, sesuai yang tercantum dalam PEB.

(21)Nilai total barang ekspor dengan Incoterm FOB, sesuai nilai FOB yang tercantum
dalam PEB.

(22)Hasil rekonsiliasi diisi dengan sesuai atau tidak sesuai.

(23)Jika ada catatan dari Kantor Pabean dalam hal dilakukan penelitlan realisasi
ekspor untuk dokumen yang tidak rekon.

TATA CARA PENELITIAN REALISASI EKSPOR UNTUK DOKUMEN YANG TIDAK REKON

1. Sistern Komputer Pelayanan melakukan rekonsiliasi data dokumen pabean ekspor
dengan data Qutward Manifest dengan mencocokkan elemen data berupa nomor
pendaftaran dan tanggal PEB.

2. Dalam hal nomor pendaftaran dan tanggal dokumen pabean ekspor kedapatan
sesual dengan data Outward Manifest, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan
Laporan Hasll Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE).
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. Dalam hal hasil rekonsiliasi antara PEB dan Qutward Manifest kedapatan tidak
sesuai, maka 7 (tujuh) hari sejak tanggal perkiraan ekspor, SKP akan
memmberitahukan ketidaksesuaian melalui Notifikasi Tidak Rekon (NTR),

. Agar dapat diterbitkan LHPRE, IKM menginput data PEB pada SKP dan
menyerahkan atau mengunggah dokumen;

a. PP-PEB, dalam hal dilakukan pembetulan PEB;
b. SSTB, dalam hal barang ekspor gabungan;

c. Invoice;

d. Packing list;

e. House B/L atau AWB

. Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pabean yang menerbitkan surat keputusan
pemberian fasilitas KITE IKM atau Konsorsium KITE meneliti dokumen pendukung
yang diserahkan atau diunggah oleh IKM dengan cara sebagai berikut:

a. memeriksa kesesuaian data shipper pada dokumen PEB dengan data pada
dokumen invoice, packing list dan house B/L atau AWB;

b. memeriksa kesesuaian nomor dan tanggal invoice pada dokumen PEB dengan
data pada dokumen invoice;

c¢. memertksa kesesuaian nomor dan tanggal packing list pada dokumen PEB
dengan data pada dokumen packing list;

d. memeriksa kesesuaian nilai FOB pada dokumen PEB dengan data pada
dokumen inuvoice;

e. memeriksa kesesuaian data uraian, jumlah dan jenis satuan barang pada
dokumen PEB dengan data pada dokumen involce dan packing list; dan

f. membandingkan data berat barang (gross atau netfo} pada dokumen PEB
dengan data berat barang (gross atau netto} pada dokumen packing list dan
house B/L atau AWB.

. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf
a sampal dengan f kedapatan sesuai maka Pejabat Bea dan Cukal menerbitkan
Laporan Hasil Penelitian Realisasi Ekspor {LHPRE) melalui SKP.

. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf
a sampai dengan e kedapatan sesuai tetapl pada butir 3 huruf f kedapatan tidak
sesuai maka Pejabat Bea dan Cukai dapat menerbitkan Laporan Hasil Penelitian
Realisasi Ekspor (LHPRE} dengan memberikan catatan atas ketidaksesuaian butir
3 huruf f melalui SKP.

. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf
a sampai dengan e terdapat hasil penelitian yang tidak sesuai maka Pejabat Bea
dan Cukai melakukan penolakan melalui SKP dan tidak diterbitkan Laporan Hasil
Penelitian Realisasi Ekspor (LHPRE].
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C. SURAT PENYESUAIAN KUOTA JAMINAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Berdasarkan:
[] BCL.KT 03 ! ertennreeeiiineiaran ST

kuota jaminan:
Nama IKM

Surat Keputusan Pemberian
Fasilitas KITE IKM D eveveceeeceeeraenens Y ST

............

-----------------

ditambah sebesar: :Rp
menjadi ‘Rp

.................

Lampiran:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang Disetujui

2. Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara yang Disetujui per Nomor Dokumen
Pemberitahuan Pabean Impor/Pemasukan

Jabatan,

Ttd.

Nama
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D. SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

e e e e e e e e e e e L e e e e e i e  E o Y i i

SURAT PEMBERITAHUAN PENYESUAIAN JAMINAN

Nomor: Tanggal:
Lampiran:
Perihal:

Yth. .....

Berdasarkan BCL.KT 03 dengan register nomor

ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar BC 3.0/BC 3.3/BC 2.4 yang telah diperhitungkan seperti pada
Lampiran I;

2. Daftar Rekapitulasi Nilai Pungutan Negara Yang Disetujui Per nomor dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan seperti pada Lampiran II;

3. Daftar Jaminan yang disesuaikan/dikembalikan berdasar butir 1 seperti pada
Lampiran III.

Saldo nilai Pungutan Negara pada lampiran II dalam kolom 8 (saldo akhir) agar
segera direalisasl ekspornya. Sedangkan nilal jaminan yang harus dijaminkan
tertera pada Lampiran III kolom 7.

Bila kemudian hari hasil pemeriksaan lapangan termyata terbukti nilai Pungutan
Negara yang dilaporkan lebih besar dari yang sebenarnya, maka Saudara wajib
melunasi kelebihan tersebut ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengenaan sanksi
administrasi berupa denda di bidang kepabeanan serta sanksi administras] atas
Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.
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E. CONTOH PENGHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL ATAS BEA MASUK
ANTIDUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN
PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN

1. Sebagai contoh, diketahui data-data sebagai berikut:

NO URAIAN JUMLAH

Jumlah bea masuk antidumping, bea masuk
imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, Rp1,500,000
dan/atau bea masuk pembalasan dalam PIB

o | Jumlah total bea masuk (Most Favoured Nation)

Rp1,000,000
dalam PIB P
Jumlah bea masuk (Most Favoured Nation) dalam
3. | Bahan Baku yang terkandung dalam Hasil Produksi Rp500,000

berdasarkan penghitungan Konversi yang disetujui

2. Penghitungan jumlah bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea
masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk untuk
penyesuaian jaminan adalah sebagai berikut:

(500,000 : 1,000,000) x 1,500,000 = Rp750,000
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G. SURAT PERSETUJUAN BCL.KT 04

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Berdasarkan:
[ ] BCL.KT 04 S eetirrieerrraeranes Y 2T

Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh serta Mesin yang dilaporkan
disetujui sejumlah .............coooiiiin

Jabatan,
Ttd.

Nama
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1. SURAT PERMOHONAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT IKM
Nomor Do {1)..... Tanggal ..... 2).....
Lampiran Do {3).....
Perihal : Permohonan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi
Yth. Kepala Kantor Pabean ..... 4).....
di..... (5).....

nama IKM L (8).....
NPWP D (7.....
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM RN 12 ) I
alamat D 9.....

. telepon/Faximile . s edd10). ..

dengan ini mengajukan permohonan impor/pemasukan kembali Hasil Produksi yang
telah diekspor dengan data sebagaimana terlampir.

) (11)........ ;

2 i ;
s T
Demikian kami sampaikan.
Pemohon
LL(12)...
(Penanggung Jawab IKM)
Nama D, {13).....

Jabatan T (14).....
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN IMPOR/PEMASUEKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4]

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor {9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomoeor (13}
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomeor (17)
Nomor (18}
Nomeor (19)

Nomor (20)
Nomor (21)

Nomor (22)

Nomor (23)
Nomor (24}
Nomor (25)
Nomor (26}

Nomor {27)

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE 1KM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama [KM.

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi
stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat. ‘

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil
Produksi.

Diisi déngan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen
pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.

Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor.

Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor.

Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor.
Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor /
pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen
pemberitahuan pabean impor / pemasukan atas Barang dan Bahan
yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kemball.
Diisi dengan uralan Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan jenis satuan Barang dan Bahan yang terkandung dalam
Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan jumlah Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi derigan nilai CIF atas Barang dan Bahan yang terkandung
dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan nilai Bea Masuk dan PPN/PPnBM atas Barang dan

Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor
kembali
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J. SURAT PERSETUJUAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor AU ¥ | SUPS - Tanggal ..... (2)......
Sifat Do (3)......

Lampiran : ..... 4)......

Hal : Persetujuan Impor/Pemasukan Kembali Hasil Produksi

di.... (6}......

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... (7}...... tanggal ..... (8)...... perihal

...... (9)......, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara untuk melakukan

impor kembali Hasil Produksi dengan data sebagaimana terlampir, disetujui dengan

ketentuan sebagai berikut:

. 1. Atas impor kembali Hasil Produksi:*

] diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor, dengan menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk seria pajak dalam
rangka impor berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimpor
kembali.

[] diberikan pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut pajak dalam rangka
impor.

2. Pada saat impor kembali Hasil Produksi, agar Saudara:

a. memberitahukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pabean impor:;

b. mengisi kolom “Pemenuhan Persyaratan /Fasilitas Impor” dengan pilihan “barang
reimpor yang mendapat fasilitas KITE";

c. mencantumkan nomor dan tangal surat persetujuan impor kembali ini pada
kolom “Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor™;

d. mencantumkan nomor dan tanggal surat persetujuan impor kembali ini pada
lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas pemberitahuan
pabean impor;

e. melampirkan surat persetujuan impor kembali ini;

f. menyerahkan jaminan senilai Bea Masuk serta pajak dalam rangka impor
berdasarkan tarif dan nilai barang atas barang yang diimmpor kemball

3. Hasil Produksi yang diimpor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diekspor kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor kembali dan dapat diperpanjang untuk waktu paling
lama 3 (tiga) bulan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean yang menerbitkan
keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.

Demikian disampaikan.
Kepala Kantor,

..(10)...

Nama

*pilih salah satu
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN IMPOR/PEMASUKAN KEMBALI HASIL PRODUKSI

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (b)
Nomor (G)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10}

Nomor (11}
Nomor (12}
Nomor (13)
Nomor {14)
Nomor (15)

(
Nomor (16)
Nomor (17)

No_mor (18)

Nomor (19}
Nomor (20}
Nomor (21)
Nomor (22)

Nomor (23)

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung,

Diisi dengan nama perusahaan.

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.

Diisi dengan perthal surat permohonan perusahaan.

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil
Produksi.

Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode
pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.
Diisi dengan uraian barang atas Hasil Produksi yang diekspor.

Diisi dengan jenis satuan barang atas Hasil Produksi yang diekspor.
Diisi dengan jumlah barang atas Hasil Produksi yang diekspor.

Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diekspor.
Diisi * dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor /
pemasukan atas Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen
pemberitahuan pabean impor / pemasukan atas Barang dan Bahan
yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.
Diisi dengan uraian Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan jenis satuan Barang dan Bahan yang terkandung dalam
Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan jumlah Barang dan Bahan yang terkandung dalam Hasil
Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan nilai CIF atas Barang dan Bahan yang terkandung
dalam Hasil Produksi yang akan diimpor kembali.

Diisi dengan nilai Bea Masuk dan PPN/PPnBM atas Barang dan
Bahan yang terkandung dalam Hasil Produksi yang akan diimpor
kembali

kantor dokumen



eLEN

. -Hwﬂu. s
sye1ld / qesep SunSFueuag (12) "PIL (0T) res¥uawag
P i e (6D PIL (8 wenquid
(e7) (zz)
Jsp 8P
0L) B2 I (T L “er) | r(Zry Ly “(aL) “(g) 1 “(g) (L) (g
Jojuey udd Joey| Joju
ue|wnrjuen)eg
~UENBS Py usINOQ | oo o | Ndd 419 /Bueseg P uslmiog | nin | 80 1 yejwinpuenieg P
RIEg jlebbue | sjusr pinsew BN uele) nebbue | sius[" o Bueieqg Suese /ebb
resn JIOWOY | eeg il JIOWON N 1IN / g Houw
. . uelen

INpOId [ISEH EqWay JodsyT flequuey| Jodut) e1eQ lequey Jjodwing Buek |

[EEEET YR Mwu.. ------ .7

TR NVEEVA MOLNVH VAVAE NV
)T I LM SYLTIISVA NVRE
-.-»--.ﬁﬂy-:.-oov&

I'TVEINEH JOJWIIA ONVX ISHNAOUd TISVH SVLV I'IVANAN YOdSHA ISYSITVAN NVIOdV'T

WHI ISIANCGOUd NVHVIIANIL VLIV I'TVENTY dOdSHd SYLV ISVSIIVA

- LET -



- 238 -

Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)

Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Nomor ( _10)
Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)

Nomor (18)

Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor.(23)
Nomor (24)

Produksi IKM melalui Konsorsium KITE

Diist dengan nama IKM

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Diisi dengan nama Kantor Pabean.

Diisi dengan nomor pengajuan.

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil
Produksi.

Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan
pabean ekspor Hasil Produksi.

Diisi dengan uraian, satuan, dan jumlah atas Hasil Produksi yang
diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil
Produksi.

Diisl dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diberitahukan
pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor Hasil Produksi.

Diisl dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean impor yang
digunakan pada saat impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.

Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pemberitahuan
pabean impor yang digunakan pada’ saat impor/pemasukan kembali
Hasil Produksi.

Diisi dengan uraian, satuan, dan jumlah atas Hasil Produksi yang
diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean impor yang
digunakan pada saat impor/pemasukan kembali Hasil Produksi.

Diisi dengan nilai barang / CIF atas Hasil Produksi yang diberitahukan
pada dokumen pemberitahuan pabean impor yang digunakan pada saat
impor/pemasukan kembali Hasil Produksi. '

Diisi dengan nilai Bea Masuk /PPN/ PPnBM/PPh atas impor/pemasukan
kembali Hasil Produksi.

Dilsi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil
Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali.

Diisi dengan nomor, tanggal, dan kode kantor dokumen pembentahuan
pabean ekspor kembali Hasil Produksl yang diimpor/dimasukkan
kembali. .
Diisi dengan uraian, satuan, dan jumlah atas Hasil Produksi yang
diberitahukan pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali
Hasil Produksi yang diimpor/dimasukkan kembali.

Diisi dengan nilai barang / FOB atas Hasil Produksi yang diberitahukan
pada dokumen pemberitahuan pabean ekspor kembali Hasil Produksi
yang diimpor/dimasukkan kembali.

Diisi dengan nama lengkap pembuat konsep laporan (setingkat
pelaksana).

Diisi dengan tanda tangan pembuat konsep laporan.

Diisi dengan nama lengkap pemeriksa konsep laporan (setingkat
supervisor atau manajer).

Diisi dengan tanda tangan pemeriksa konsep laporan.

Diisi dengan tempat penetapan laporan.

Diisi dengan tanggal penetapan laporan.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab / direksi perusahaan dan
nama lengkap serta dibubuhi dengan stempel perusahaan.
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L. SURAT PERSETUJUAN LAPORAN REALISASI ATAS EKSPOR KEMBALI ATAU
PENYERAHAN PRODUKSI IKM

KOP SURAT KANTOR PABEAN

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN REALISASI EKSPOR KEMBALI HASIL, PRODUKSI
YANG DIIMPOR KEMEALI
NOMOR:
TANGGAL:

Yth. .......... (Nama Perusahaan)
.......... (Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM)

Sehubungan dengan laporan realisasi ekspor kembali hasil produksi yang diimpor
kembali dengan Nomor Pengajuan: ....., Nomor Register: ......, dengan ini kami

sampaikan bahwa laporan tersebut disetujui dengan daftar realisasi ekspor yang
disetujui sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,
Ttd.

Nama
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-11/BC/2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS
KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR INDUSTRI
KECIL. MENENGAI{

DAFTAR CONTOH FORMAT DOKUMEN YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES
PEMBERIAN FASILITAS MESIN DAN/ATAU BARANG CONTOH, PEMBEKUAN,

PENCABUTAN, PENDAYAGUNAAN MODUL KITE IKM

C 2 m QP E0aowee

a

&

Surat Permohonan Impor dan/atau Pemasukan Mesin

Surat Persetujuan Impor dan/atau Pemasukan Mesin .

Surat Permohonan Pengembalian/Pemindahtanganan /Ekspor Mesin
Surat Persetujuan Pengembalian/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin
Keputusan Pembebasan atas Pemindahtanganan Mesin

Surat Permohonan Impor Barang Contoh

Surat Persetujuan Impor Barang Contoh

Laporan Pertanggungjawaban Barang Contoh

Surat Pembekuan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium KITE

Surat Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau
Konsorsium KITE :

Keputusan Pencabutan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM atau Konsorsium
KITE

Tata Cara Pendayagunaan Modul KITE IKM
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A. SURAT PERMOHONAN IMPOR MESIN

KOP SURAT IKM

Nomor  : ..... (1)...... Tanggal .....(2)......
Lampiran : ... (3)......
Perihal Permohonan Impor Mesin
Yth. Kepala Kantor Pabean ..... (4)......

di.....[5)......

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:
nama IKM wo(B)......
NPWP O 74 I
. Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM = : ..... 8......
alamat .. {9)......
telepon/faximie ... (10)......
dengan ini mengajukan penﬁohonan impor atas Mesin sebagai berikut:
No. Seri Uraian Negara Tujuan
No. Barang HS Barang Satuan Jumiah Asal Penggunaan
(11) (12) (13) (14} (15} (16) (17) (18)

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
1. ... (19)....... : :

Demikian kami sampaikan.

Pemohon

-.(20)...

(Penanggung Jawab [KM)
D (21)......

Nama

Jabatan



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18}
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22}
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IMPOR MESIN

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan nama IKM.

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
Diisi dengan wuralan barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.
Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen

pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan negara asal mesin.

Diisi dengan tujuan penggunaan mesin.

Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhl
stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
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B. SURAT PERSETUJUAN IMPOR MESIN

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor Do (1)..... Tanggal .....(2).....
Sifat D oeenes (3).....
Lampiran : ..... (4).....
Hal : Persetujuan Impor Mesin
Yth. Pimpinan ..... (5).....
di.....(6}.....
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)..... tanggal ..... (8)..... perihal
..... (9)....., disetujui permochonan Saudara untuk melakukan impor Mesin sebagai
berikut
No. Seri Uraian Negara Tujuan
No. Barang HS Barang Satuan Jumlah _ Asal Penggunaan
(10) (1) (12) (13} (14) (15) (16) (17)

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Kepala Kantor,
LRE] (. 1 8) e

Nama



Nomor (1}
Nomor (2)
Nomor (3}
Nomor (4)
Nomor (5}
Nomor (6)
Nomor (7}
Nomor (8}
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15}
Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN IMPOR MESIN

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung,

Diisi dengan nama perusahaan pemohon impor Mesin.

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan perihal surat perusahaan.

Diisi dengan nomeor urut.

Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan wuraian barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan negara asal mesin.

Diisi dengan tujuan penggunaan mesin.

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.
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C. SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN/ PEMINDAHTANGANAN,/ EKSPOR
MESIN

KOP SURAT IKM
Nomor (1)...... Tanggal 2......
Lampiran (3)......
Hal : Permohonan Pengembalian/ Pemindahtanganan/ Ekspor Mesin
" Yth. Kepala Kantor Pabean ..... 4)......
di .....(B}......

Yang bertanda tangan di bawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM HRTOUN (<) P
NPFWP U |7 4 IO
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM Devin 8)......
alamat Teens 9......
telepon/ faximile D {10)......

dengan ini mengajukan permohonan pengembalian/pemindahtanganan/ekspor atas
mesin sesuai data sebagaimana terlampir.

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:
| DR (11)....... ;

2 e :
3 e
Demikian kami sampaikan.
' Pemohon,
..(12)...
(Penanggung Jawab IKM)
Nama L. {13)......

Jabatan Do {14}......
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN /PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13}
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16}
Nomor (17)
Nomor (18}
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22}
Nomor {23}
"Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)
Nomor (29)
Nomor (30)

Nomor (31}
Nomor (32)

MESIN

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE 1KM,

Diisi dengan nama IKM.

Diisi dengan NPWP perusahaan. .

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE IKM.
Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan uralan lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi
stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.

Diisi dengan  jenis dokumen  pemberitahuan  pabean
impor/pemasukan Mesin.
Diisi dengan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin.
Dilsi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin,
Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin,
Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui
Konsorsium KITE. ‘
Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui

Konsorsium KITE.

Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan HS Code barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan kode barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan uraian barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan satuan barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin,

Diisi dengan jumlah barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan Nilai BM atas impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan nilal PPN atas impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan nama badan usaha/penerima Mesin jika Mesin
dipindahtangankar.

Diisi dengan NPWP badan usaha/penerima Mesin.

Diisi dengan alamat badan usaha/penerima Mesin.

Diisi dengan jenis fasilitas kepabeanan badan usaha/penerima
Mesin.
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D. SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN/PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR
MESIN

KOP SURAT KANTOR PABEAN"
Nomor IRTIN B ) IO Tanggal .....(2)......
Sifat VPO () IR '
. Lampiran : ..... (4)...... .
Hal : Persetujuan Pengembalian/Pemindahtanganan/Ekspor Mesin
Yth. Pimpinan ..... 3)......
di.....(6).....
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)...... tanggal .....(8)...... perihal
..... (9)......, disetujui permohonan Saudara untuk melakukan pengembalian/
pemindahtanganan/ ekspor Mesin sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.
Kepa.ia Kantor,
...(10})...

Nama
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PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PERSETUJUAN PENGEMBALIAN /PEMINDAHTANGANAN/EKSPOR

Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor ({14)
Normor (15)
Nomor (16)
Nomor {17)
Normor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor {22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)
Nomor (26)
Nomor {27)
Nomor (28)

Nomor (29)

MESIN

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Diisi dengan sifat surat.

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.
Diisi dengan nama perusahaan pemohon impor Mesin.
Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.

Diisi dengan perihal surat perusahaan.

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi
stempel Kepala Kantor Pabean.

Diisi dengan  jenis dokumen  pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Mesin.,

Diisi dengan nomor SSTB-IKM 01 jika impor Mesin melalui
Konsorsium KITE.

Diisi dengan tanggal SSTB-IKM 0l jika impor Mesin melalui

Konsorsium KITE. :

Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan HS Code barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan kode barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan uralan barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan satuan barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan jumlah barang berdasarkan dokumen pemberitahuan
pabean impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan Nilai BM atas impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan nilai PPN atas impor/pemasukan Mesin.

Diisi dengan nama badan usaha/penerima Mesin jika Mesin
dipindahtangankan. '

Diisi dengan NPWP badan usaha/penerima Mesin.

Diisi dengan alamat badan usaha/penerima Mesin. 7

Diisi dengan jenis fasilitas kepabeanan badan usaha/penerima
Mesin. '

Diisi dengan nilai BM, PPN, dan/atau PPnBM jika ada kewajiban
yang timbul dari pemindahtanganan Mesin.
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2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan
oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menterd Keuangan Nomor
177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor;

Memperhatikan:1 ......... (dokumen pendukung);
2. ;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN KEPUTUSAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

PEMINDAHTANGANAN MESIN YANG DIIMPOR DENGAN FASILITAS KITE
IKM DENGAN MENDAPAT PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH '

: Memberikan pembebasan kewajiban pembayaran Bea Masuk dan Pajak

Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Mesin yang diimpor dengan fasilitas KITE IKM yang
dipindahtangankan lebih dari 4 (empat) tahun.

: Daftar Mesin yang mendapatkan pembebasan kewajiban pembayaran Bea

Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta daftar tujuan
pemindahtanganan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan
Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri Keuangan ini.

: Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Salinan keputusan ini disamnpaikan kepada:

Menteri Keuangan; '

Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Direktur Jenderal Pajak;

Direktur Fasilitas Kepabeanan;

Direktur Penindakan dan Penyidikan;

Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM:

2R

e
:
=]
5
g

Ditetapkan di ......
pada tanggal .......

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

ttd.

NAMA
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F. SURAT PERMOHONAN IMPOR BARANG CONTOH

KOP SURAT IKM

Nomor Do (1)..... Tanggal ..... 2).....
Lampiran : .....(3).....

Perihal : Permohonan Impor Barang Contoh

di....(6).....

Yang bertanda tangan dibawah ini kami pimpinan dari:

nama IKM D (6).....
NPWP HNUIN (7 4 JUV
Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM D (8.
alamat D (9.....
telepon/ faxirnile . D100

dengan ini mengajukan permohonan impor atas barang contoh sebagai berikut:

No. Seri Uraian Barang Negara Tujuan
No. Barang HS Contoh Satuan | Jumiah Asal Pengunaan
(11) (12} (13} (14) {15) (18) {17) (18)

Bersama ini kami lampirkan pula dokumen pendukung antara lain berupa:

1. ..o (19)........
2 ;
T :
Demikian kami sampaikan.
Pemohon,
...{20)...

(Penanggung Jawab IKM)
Nama LA (21).....
Jabatan N (22}).....



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4}

Nomor (5)
Nomor (8}
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN IMPOR BARANG CONTOH

Diisi dengan penomoran surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan,

Diisi dengan jumlah lampiran dokumen pendukung.

Diisi dengan nama Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE IKM.

Diisi dengan alamat Kanior Pabean penerbit keputusan pemberian
fasilitas KITE JKM.

Diisi dengan nama IKM.

Diisi dengan NPWP perusahaan.

Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan pemberian fasilitas KITE
IKM

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor telepon dan faksimil perusahaan.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan uraian barang berdasarkan drafti dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan. _

Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft dokumen
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft dokumen

pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan negara asal Barang Contoh.

Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Contoh.

Diisi dengan uraian lampiran dokumen pendukung,

Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab IKM dan dibubuhi
stempel perusahaan.

Diisi dengan nama lengkap yang menandatangani surat

Diisi dengan jabatan yang menandatangani surat.
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G. SURAT PERSETUJUAN IMPOR BARANG CONTOH

KOP SURAT KANTOR PABEAN
Nomor Do (1)..... Tanggal ..... (2).....
Sifat Do (3).....
Lampiran T 4).....
Hal : Persetujuan Impor Barang Contoh
Yth. Pimpinan .....(5).....
di.....(6}.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(7)..... tanggal .....(8}).....
perihal .....(9)....., disetujui permohonan Saudara untuk melakukan impor Barang
Contoh sebagal berikut:

No. Seri Uraian Negara Tujuan
No-. Barang HS Barang Satuan Jumiah Asal Penggunaan
{10) {11) (12) {13) (14) {15) {16) (17)
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.
Jabatan,
.{18)...

Nama



Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13}
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)

Nomor (17)
Nomor (18)
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERSETUJUAN IMPOR BARANG CONTOH

Diisi dengan penomoran surat Kantor Pabean.

Diisi dengan tanggal surat Kantor Pabean.

Diisl dengan sifat surat.

Diisi dengan jumiah lampiran dokumen pendukung,

Diisi dengan nama perusahaan pemohon impor Barang Contoh.

Diisi dengan alamat perusahaan.

Diisi dengan nomor surat perusahaan.

Diisi dengan tanggal surat perusahaan.
Diisi dengan perihal surat perusahaan.
Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor seri barang berdasarkan draft dokumen

pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan HS Code barang berdasarkan draft
pemberitahuan pabean impor/pemasukan,

Diisi dengan uraian barang berdasarkan draft
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan satuan barang berdasarkan draft
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan jumlah barang berdasarkan draft
pemberitahuan pabean impor/pemasukan.

Diisi dengan negara asal Barang Contoh.

Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Contoh.

dokumen

dokumen

dokumen

dokumen

Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pabean dan dibubuhi

stempel Kepala Kantor Pabean.
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1. SURAT PEMBEKUAN FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM ATAU
KONSORSIUM KITE :

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor S-rees Tanggal

Sifat : Sangat Segera

Hal : Pembekuan Fasilitas KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE*
Kepada Yth.

Pimpinan .......... (IKM/EKonsorsium KITE}

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal ..... Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau
Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor
Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil
dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai

berikut:
1. Bahwa ...... (IKM/Konsorsium KITE), yang mendapat fasilitas KITE KM
berdasarkan keputusan pemberian fasilitas KITE IKM/keputusan

Konsorsium KITE No....... Tanggal...... , telah melakukan hal-hal yang
mengakibatkan pembekuan fasilitas KITE IKM yaitu:

- FU

|« T

Cornirerrnnnrinns

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat ....... (IKM /Konsorsium KITE)
telah memenuhi kriteria pembekuan sesuai ketentuan di atas maka terhitung

tanggal .........c.oceein fasilitas KITE IKM ......... (IKM/Konsorsium KITE)
dibekukan.
3. Dengan pembekuan ini, ....... (IKM/Konsorsium KITE) tidak dapat

memperoleh fasilitas KITE IKM dan/atau fasilitas pembebasan Mesin atas
impor Barang dan/atau Bahan, Mesin, serta Barang Contoh sampai dengan
fasilitas KITE IKM diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor,
Ttd.
Nama
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direkiur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ........ (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat,

dan/atau penerima subkontrak).

* pilih salah satu
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J. SURAT PEMBERLAKUAN KEMBALI FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM ATAU
KONSORSIUM KITE

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor: S-.......... Tanggal .......

Sifat : Segera

Hal : Pemberlakuan Kembali Fasilitas KITE IKM terhadap
IKM/Konsorsium KITE*

Kepada Pimpinan..... (IKM/Konsorsium KITE)

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertammbahan Nilai atau Pajak Pertammbahan Nilai dan Pajak
' Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau
Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 /PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertarnbahan Nilai atau
Pajak Pertarnbahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor
Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil
dan Menengah dengan Tujuan Ekspor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Saudara telah memenuhi ketentuan pemberlakuan kembali fasilitas
KITE IKM terhadap IKM/Konsorsium KITE Saudara yaitu:

Covvrniniiinnna

2. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengingat Saudara telah memenuhi
kriteria pemberlakuan kembali fasilitas KITE IKM terhadap IKM /Konsorsium
KITE sesuai ketentuan di atas maka terhitung tanggal ................. ini fasilitas
KITE IKM Saudara diberlakukan kembali.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sesuai ketentuan.

Kepala Kantor,
Ttd.
Nama
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Fasilitas Kepabeanan;
4. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
5. Kepala Kantor Pabean ........ (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau

penerima subkontrak),

* pilih salah satu
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K. KEPUTUSAN PENCABUTAN FASILITAS KITE IKM TERHADAP IKM ATAU
KONSORSIUM KITE

MIENTTR] REU WNGAN
REPLELIK INDONKESIA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ....

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR ....... (Diisi nomor

Menimbang

Mengingat

o 1.

keputusan awal dan perubahan terakhir)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa setelah dilakukan penelitian
terhadap ........... (IKM/Konsorsium KITE) yang mendapatkan fasilitas
KITE  bedasarkan  keputusan  pemberian  fasilitas KITE
IKM/keputusan Konsorsium KITE Nomor ...... Tanggal .....,

diperoleh kesimpulan bahwa IKM/Konsorsium KITE telah memenuhi
ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal ... Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04 /2016 tentang Pembebasan Bea
Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor
Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh
Industri Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak
Dipungut Pajak Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau
Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan
Menengah dengan Tujuan Ekspor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menterl Keuangan Tentang
Pencabutan Keputusan Menterli Keuangan Nomor ......... ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
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2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..../PMK.04/2016 tentang
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilat
atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan
oleh Industri Kecil dan Menengah;

Memperhatikan: 1. ...........

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  PENCABUTAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
keputusan awal dan perubahan terakhir).

............... {Diisi nomeor

: Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......... ....... (Diisi nomor

keputusan awal dan perubahan terakhir).

: Dalam hal badan usaha dicabut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal pencabutan, IKM/Konsorsium KITE wajib:

1. melaporkan Hasil Produksi yang telah diekspor atau dilakukan
Penyerahan Produksi IKM namun belum disampaikan laporan
pertanggungjawabannya;

2. melunasi seluruh tagihan yang terutang sesual peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan; dan

3. menyelesaikan saldo Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, Mesin,
serta Hasil Produksi yang belum diekspor atau dilakukan Penyerahan
Produksi IKM, dengan:

a. dilunasi Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
terutang; _

b. diekspor dan/atau dilakukan Penyerahan Produksi IKM.

: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

. Menteri Keuangan;

. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

. Direktur Jenderal Pajak;

. Direktur Fasilitas Kepabeanan;

. Direktur Penindakan dan Penyidikan;

. Kepala Kantor Pabean (pelabuhan bongkar, pelabuhan muat, dan/atau
penerima subkontrak);

. Pimpinan ........ {IKM/Konsorsium KITE).

W

\1

Ditetapkan di ......
pada tanggal ....... '

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PABEAN,

~ttd.

NAMA
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Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3}

Nomor (4}

Nomor (5)

Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9]
Nomor (10)
Nomor (11)

Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor {18)
Nomor (19)
Nomor (20)

Nomor {21}

Nomor (22)

Nomor (23)

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.,

Dilsi dengan nomor Surat Serah Terima Barang (SSTB) pendistribusian
dari Konsorsium KITE kepada IKM.

Diisi dengan tanggal SSTB pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada
IKM.

Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang,. yaitu:

Pemasukan dari Dokumen
Luar daerah pabean (TPS) BC 2.0
Pusat Logistik Berikat BC 2.8
Gudang Berikat BC 2.5
Kawasan Berikat BC2.5

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat | BC 2.5

Kawasan Bebas PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus ...[isian)..,
Kawasan ekonomi lainnya ...[isian)...

Dlisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
Diisi dengan nomor dokumen pabean.

Diisi dengan tanggal dokumen pabean.

Diisi dengan nomor seri barang,

Dilsi dengan klasifikasi barang (kode HS).

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang
dilakukan oleh IKM.

Diisi dengan uralan barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang,.

Diisi dengan mata uang yang digunakan pada harga barang.

Diisi dengan harga satuan barang.

Diisi dengan nilai CIF barang.

Diisi dengan nilai bea masuk barang.

Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan
bahwa barang telah diterima IKM.

Ditsi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukan saat
barang diterima IKM,

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:

a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat
pengolahan /pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan
G2;

b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua)
fempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang
diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Diisi dengan negara asal supplier barang.
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Nomor (1)

Nomor (2}
Nomor {3)

Nomor {4)

Nomor (5)

Nomor (68)

Nomor {7)
Nomor (8)

Nomor {9)

Nomor (10}
Nomor (11)
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Petunjuk Pengisian
Laporan pemakaian Barang dan/atau Bahan

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal IKM yang membuktikan
bahwa barang dikeluarkan dari gudang Barang dan/atau Bahan ke
bagian produksi untuk digunakan dalam proses produksi atau ke
penerima subkontrak.

Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal IKM yang menunjukan
saat barang dikeluarkan untuk proses produksi.

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang
dilakukan oleh IKM.

Diisi dengan uralan barang sesuai dengan penamaan yang dipergunakan
sehari-harl oleh IKM.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang yang digunakan sendiri atau digunakan
secara langsung oleh IKM untuk proses produksi.

Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses
produksi.

Diisi dengan nama pihak penerima subkontrak.

Diisi dengan jenis keglatan/tahap pengerjaan subkontrak.
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c. Laporan pengeluaran barang dalam proses (WIP) dalam rangka subkontrak

Pericde ... s.d. ...(1)

No. Bukti Pengeiuaran Uraian | Satuan Penerima Jenis kegiatan
Barang Barang ~ Jumlah subkontrak subkontrak
Nomor Tanggal Disubkontrakkan

(2) (3) 4) (5 (6) N (8) (9)
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Petunjuk Pengisian

Laporan pengeluaran barang dalam proses (WIP) dalam rangka subkontrak

Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)
Nomor (9)

Diisl dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017. '

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal IKM yang membuktikan
bahwa WIP dikeluarkan ke penerima subkontrak.

Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal IKM yang menunjukan
saat barang dikeluarkan ke penerima subkontrak,

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang yang disubkontrakkan untuk proses
produksi.

Diisl dengan nama pihak penerima subkontrak.

Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.
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d. Laporan pemasukan barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan

subkontrak
Periode ... s.d. ...(1)
No. Bukti Penerimaan Uraian Satuan Subkontraktor | Jenis kegiatan Gudang
Barang Barang Jumiah subkontrak
Nomor Tanggal
2) (3) {4) {5) (6) {7) (8) (9} (10
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Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak

Nomor (1)

‘Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)

Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan
bahwa barang dalam proses (WIP) hasil pengerjaan subkontrak telah
diterima IKM.

Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukan saat
barang diterima IKM.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang.

Diisi dengan nama pihak subkontraktor,

Diisi dengan jenis kegiatan/tahap pengerjaan subkontrak.

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:

a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua} gudang dalam 1 (satu) tempat
pengolahan /pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan
G2; :

b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua)
tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang
diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.



e. Laporan pemasukan Hasil Produksi
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Periode ... s.d. ...(1}

No. | Bukti Penerimaan Barang Kode Uraian Satuan Jumiah Gudang
Nomor Tanggal Barang Barang dari produksi | dari subkontrak
(2) (3) (4) {5) (6} (7) (8 @) (10)




Nomuor (1)

Nomor (2)
Nomaor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
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Petunjuk Pengisian
Laporan pemasukan Hasil Produksi

Dlisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan
bahwa Hasil Produksi telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM.
Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukan saat
Hasil Produksi telah dimasukkan ke gudang Hasil Produksi IKM.

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang
dilakukan oleh 1KM.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang telah dimasukkan ke gudang
Hasil Produksi IKM yang dihasilkan dari proses produksi sendiri.

Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang telah dimasukkan ke gudang
Hasil Produksi IKM yang dihasilkan dari pengerjaan subkontrak.

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:

a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat
pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan
G2;

b. dalam hal IKM memiliki 2 {dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua)
tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang
diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
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Nomor (11)
Nomor (12)

Nomor (13)
Nomor (14)

Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Noror (18)
Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)

Nomor (25)

Nomor (26)
Nomor (27)
Nomor (28)

Nomor (29)
Nomor (30)
Nomor (31)
Nomor (32)
Nomor (33)
Nomor (34)
Nomor (35)
Keterangan*
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Diisi dengan nomor buktl atau dokumen internal yang membuktikan
bahwa barang telah dikeluarkan dari IKM.

Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukan saat
barang dikeluarkan dari IKM.

Diisi dengan klasifikasi barang (HS).

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang
dilakukan oleh 1KM.

Diisi dengan nomor seri barang,

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang.

Diisi dengan:

a. nilai barang (FOB), dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC
3.0; atau

b. nilai transaksi, dalam Rupiah, dalam hal penyelesaian dengan BC 2.4.

Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari Dokumen
Luar daerah pabean (TPS) BC2.0
Pusat Logistik Berikat BC 2.8
Gudang Berikat BC2.5
Kawasan Berikat BC 2.5

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat | BC 2.5

Kawasan Bebas PPFTZ 01
Kawasan Ekonomi Khusus ...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya ...(islan)...

Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean didaftarkan.
Diisi dengan nomor dokumen pabean.

Diisi dengan tanggal dokumen pabean.

Diisi dengan nomor Surat Serah Terlma Barang (SSTB) pendistribusian
dari Konsorsium KITE kepada IKM.

Diisi dengan tanggal SSTB pendistribusian dari Konsorsium KITE kepada
IKM.

Diisi dengan nomor seri barang.

Diisi dengan klasifikasi barang (HS).

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang
dilakukan oleh 1KM.

Diisi dengan uraian barang,

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang.

Diisi dengan nilal bea masuk barang.

Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang,
Diisi dengan nama pembeli atau penerima barang.

Diisi dengan negara pembeli atau penerima barang.

IKM membuat 1 Nomor Pengajuan BCL.KT 03 untuk 1 kelompok
penyelesaian barang yang akan dilaporkan dalam 1 register BCL.KT 03.
Ketika penyampaian BCL.KT 03, IKM mentransfer data dari IT Inventory
IKM dengan keyword Nomor Pengajuan BCL.KT 03.
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g. Laporan penjualan sisa proses produksi (waste/scrap) ke TLDDP

Periode ... s.d. ...{1)

No. BC24 Uraian Satuan Jumlah Nilai
Nomaor Tanggal Barang

(2) 3) {4) () (8) () (8)




Nomor (1)

Nomior (2)
Nomor {3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
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Petunjuk Pengisian
Laporan penjualan sisa proses produksi (waste/scrap) ke TLDDP

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan nomor BC 2.4,

Diisi dengan tanggal BC 2.4.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang.

Diisi dengan nilai barang,.



h. Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan

- 279 -

Periode ... s.d. ...(1)
Kod Urai Sald Sald
No. Ba?a:g Ba:?;irc_'; Satuan Aawa(IJ Pemasukan | Pengeluaran A?(hi? Gudang
(2} (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (0)
Nomor (7)
Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
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Petunjuk Pengisian
Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pembukuan yang
dilakukan oleh IKM.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang. ,

Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke IKM per
tanggal tertentu.

Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke IKM dalam periode
tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Barang dan/atau
Bahan).

Diisi dengan jumlah barang yang digunakan untuk proses produksi
dalam periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemakaian
Barang dan/atau Bahan).

Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke IKM per
tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan periode
tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode tertentu).

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:

a. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu) tempat
pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan
G2:

b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua)
tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang
diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.



i. Laporan mutasi Hasil Produksi
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Periode ... s.d. ...(1)

No. Kode Uraian Satuan Saldo Pemasukan | Pengeluaran Saldo Gudang
Barang Barang Awal Akhir
(2) (3) (4) (5} {6) (1) (8) (9) (10)




Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)
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Petunjuk Pengisian
Laporan mutasi Hasil Produksi

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Dilsi dengan kode barang internal yang dipergunakan sehari-hari baik
dalam proses produksi maupun dalam pencatatan atau pernbukuan yang
dilakukan oleh IKM.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah saldo awal Hasil Produksi IKM per tanggal tertentu.
Diisi dengan jumlah Hasil Produksi IKM dalam periode tertentu (diambil
dari data pada Laporan pemasukan Hasil Produksi).

Diisi dengan jumlah Hasil Produksi yang dikeluarkan dalam periode
tertentu (dlambil dari data pada Laporan penyelesaian Barang dan/atau
Bahan).

Diisi dengan jumlah saldo Hasil Produksi IKM per tanggal tertentu (saldo
awal ditambah jumlah pemasukan periode tertentu kemudian dikurangi
jumlah pengeluaran periode tertentu).

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang dltlmbunnya barang
yang dimasukkan ke dalam tempat pengolahan/pabrik IKM, misal:

a. dalam hal KM memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 {satu) tempat
pengolahan/pabrik, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan
G2;

b. dalam hal IKM memiliki 2 (dua) gudang masing-masing dalam 2 (dua)
tempat pengolahan/pabrik yang berbeda, masing-masing gudang
diberikan kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
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Nomor (1)
Nomor (2}

Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Nomor (23)
Nomor (24)
Nomor (25)

Nomor (26)

Nomor (27)
Nomor (28)
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PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BARANG CONTOH

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan jenis dokumen pabean pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Barang Contoh.

Diisi dengan kode kantor dokumen pabean pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Barang Contoh

Diisi dengan nomor dokumen pabean pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Barang Contoh

Diisi dengan tanggal dokumen pabean pemberitahuan pabean
impor/pemasukan Barang Contoh

Diisi dengan kode Barang Contoh yang dilmpor/dimasukkan.

Diisi dengan seri Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.

Diisi dengan HS Code Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
Diisi dengan uraian Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.
Diisi dengan satuan Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan,
Diisi dengan jumlah Barang Contoh yang diimpor/dimasukkan.

Diisi dengan mata wuang yang digunakan pada saat
impor/pemasukan Barang Contoh.

Diisi dengan harga satuan atas Barang Contoh yang
diimpor/dimasukkan.

Diisi dengan mnilai CIF atas Barang Contoh yang
diimpor/dimasukkan.

Diisi dengan nilai Bea Masuk atas Barang Contoh yang
ditmpor/dimasukkan.

Diisi dengan nilai PPN atas Barang Contoh yang
ditmpor/dimasukkan.

Diisi dengan nomor bukti penerimaan Barang Contoh.

Diisi dengan tanggal bukti penerimaan Barang Contoh.

Diisi dengan alamat gudang penyimpanan Barang Contoh.

Diisi dengan negara asal Barang Contoh

Diisi dengan jenis dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian
atas barang contoh.

Diisi dengan kode kantor dokumen pemberitahuan pabean
penyelesaian atas barang contoh.

Diisi dengan nomor dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian
atas barang contoh.

Diisi dengan tanggal dokumen pemberitahuan pabean penyelesaian
atas barang contoh.

Diisi dengan nomor SSTB atas Hasil Produksi yang dihasilkan
dengan menggunakan Barang Contoh.

Diisi dengan tanggal SSTB atas Hasil Produksi yang dihasilkan
dengan menggunakan Barang Contoh.

Diisi dengan nomor bukti pengeluaran barang.

Diisi dengan tanggal bukti pengeluaran barang.
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Petunjuk Pengisian

Laporan pemasukan Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Nomor (1)

Nomor (2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)

Nomor (8}

Nomor (9)

Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18}

Nomor (19)

Nomor (20)

Nomor (21)
Nomor (22)

‘Nomor (23)

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.
Diisi dengan jenis dokumen pabean asal pemasukan barang, yaitu:

Pemasukan dari Dokumen
Luar daerah pabean (TPS) BC 2.0
Pusat Logistik Berikat BC 2.8
Gudang Berikat BC2.5
Kawasan Berikat BC 2.5

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat | BC 2.5

Kawasan Bebas PPFTZ Q1
Kawasan Ekonomi Khusus ...(isian)...
Kawasan ekonomi lainnya ...(isian)...

Diisi dengan kode Kantor Pabean tempat dokumen pabean dldaftarkan
Diisi dengan nomor dokumen pabean.

Diisi dengan tanggal dokumen pabean.

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan
atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.

Diisi dengan nomor seri barang.

Diisi dengan klasifikasi barang (kode HS).

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah barang.

:  Diisi dengan mata uang yang digunakan pada harga barang.

Diisi dengan harga satuan barang.

Diisi dengan nilai CIF barang.

Diisi dengan nilai bea masuk barang.

Diisi dengan nilai PPN atau PPN dan PPnBM dalam rangka impor barang.
Diisi dengan nomor bukti atau dokumen internal yang membuktikan
bahwa barang telah diterima Konsorsium KITE.

Diisi dengan tanggal bukti atau dokumen internal yang menunjukan saat
barang diterima Konsorsium KITE. '
Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
oleh Konsorsium KITE, misal:

a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu)

- lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;

b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing
dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan
kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.

Diisi dengan nama IKM pemilik barang.

Diisi dengan nomor Keputusan pemberian fasilitas KITE IKM pemilik
barang.

Diisi dengan negara asal supplier barang.
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Keterangan*
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Konsorsium KITE membuat 1 Nomor Pengajuan BCL.KT 03 u4niuk 1
kelompok penyelesalan barang yang akan dilaporkan dalam 1 register
BCL.KT 04. Ketika penyampaian BCL.KT 04, Konsorsium KITE

mentransfer data dari IT Inventory IKM dengan keyword Nomor
Pengajuan BCL.KT 04,
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Petunjuk Pengisian

- Laporan mutasi Barang dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin

Npmor (1)

Nomor (2)
Nornor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7}

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomor (10)

Dtisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan
atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke Konsorsium
KITE per tanggal tertentu.

Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE dalam
periode tertentu (diambil dari data pada Laporan pemasukan Barang
dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin).

Diisi dengan jumlah barang yang didistribusikan kepada IKM dalam
periode tertentu {diambil dari data pada Laporan pendistribusian Barang
dan/atau Bahan, Barang Contoh, dan Mesin).

Diisi dengan jurnlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke Konsorsium
KITE per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan
periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode
tertentu).

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
oleh Konsorsium KITE, misal:

a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu)
lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;

b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing
dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan
kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
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Petunjuk Pengisian

Laporan mutasi Hasil Produksi yang diekspor atau dilakukan Penyerahan

Nomor (1)

Nomor {2)
Nomor (3)

Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7}

Nomor (8)

Nomor (9)

Nomuor (10)

Produksi IKM melalui Konsorsium KITE

Diisi dengan periode pelaporan, misal 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember
2017.

Diisi dengan nomor urut.

Diisi dengan kode barang internal yang dipergunakan dalam pencatatan
atau pembukuan yang dilakukan oleh Konsorsium KITE.

Diisi dengan uraian barang.

Diisi dengan satuan barang.

Diisi dengan jumlah saldo awal barang yang dimasukkan ke Konsorsium
KITE per tanggal tertentu.

Diisi dengan jumlah barang yang dimasukkan ke Konsorsium KITE dalam
periode tertentu {diambil dari data pada Laporan realisasi ekspor
dan/atau Penyerahan Produksi IKM).

Diisi dengan jumlah barang yang telah diekspor atau dilakukan
Penyerahan Produksi IKM dalam periode tertentu (diambil dari data pada
Laporan realisasi ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM]).

Diisi dengan jumlah saldo akhir barang yang dimasukkan ke Konsorsium
KITE per tanggal tertentu (saldo awal ditambah jumlah pemasukan
periode tertentu kemudian dikurangi jumlah pengeluaran periode
tertentu).

Diisi dengan kode yang dapat menunjukkan gudang ditimbunnya barang
oleh Konsorsium KITE, misal:

a. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang dalam 1 (satu)
lokasi, masing-masing gudang diberikan kode G1 dan G2;

b. dalam hal Konsorsium KITE memiliki 2 (dua) gudang masing-masing
dalam 2 (dua) lokasi yang berbeda, masing-masing gudang diberikan
kode P1G1, P1G2, P2G1, dan P2G2.
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